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Gubernur adalah Guberrfur Sulawesi Tenggara.

Kepala Daerah adalah Wali Kota Baubau.

Dewan Perwakilan R
DPRD adalah Lembaga Perwakilan
penyelenggara pemerintahan daerah.

t Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut
i?akyat Daerah

sebagai unsur

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.

Keuangan Daerah adalah semua hak dar|1
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yan

kewajiban daerah dalam rangka
g dapat dinilai dengan uang serta

segala bentuk kekayaam yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung

dengan hak dan kewajibz
Peraturan Daerah yang selanjutnya di
perundang-undangan ypng dibentuk ol
persetujuan bersama DPRD Kota Baubau.

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kes
perencanaan, penganggaran,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahr

Daerah tersebu:i.-

pelaksandan,

sebut Perda adalah Peraturan
=h Wali Kota Baubau dengan

Kota Baubau.

eluruhan kegiatan yang meliputi
penatausahaan, pelaporan,
angan Daerah.

yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Urusan Pemerintahan [adalah kekuasaas
kewenangan Presiden yang pelaksanaan
negara dan penyelenggara Pemerintah
melayani, memberdayakan, dan menyejah
Urusan Pemerintahan |[Wajib adalah U
diselenggarakan oleh semua daerah.

Pilihan adalah

Urusan Pemerintahan

N pemerintahaan yang menjadi

nya dilakukan oleh kementerian

Daerah untuk melindungi,
rakan masyarakat.

san Pemerintahan yang wajib

usan Pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh das

Satuan Kerja Perangaks
unsur perangkat daera
Urusan Pemerintahan ds

Satuan Kerja Pengelola K
adalah unsur penunjan
yang melaksanakan Pen;
Unit SKPD adalah bagia
Program.

Unit Organisasi Bersifa

sesuai dengan ketentian perundang-u
memberikan layanan sedara profesional.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disip

kewenangan pengguna.
SKPD yang dipimpinnya

yang diberi kuasa unt
melaksanakan sebagian

Kuasa Pengguna Anggz‘fEn
k

tugas dan fungsi 8

. |
'rah sesuai dengan

t Daerah yang sel
h pada Pemerint
ierah.

leuangan Daerah [y
g Urusan Pemeri)
selolaan Keuangan

n SKPD yang mel4

potensi yang dimiliki daerah.

lanjutkan disingkat SKPD adalah
ah Daerah yang melaksanakan

rang selanjutnya disingkat SKPKD
ntahan pada Pemerintah Daerah
?Daerah.

ksanakan 1 (satu) atau beberapa

t Khusus adalah

anggaran untuk

yang selanju
melaksanakan

unit organisasi yang ditetapkan
ndangan yang memiliki fungsi

gkat PA adalah pejabat pemegang
melaksanakan tugas dan fungsi

iya disingkat KPA adalah pejabat
sebagian kewenangan PA dalam
KPD.,
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Tim Anggaran Pemerintah

tim yang bertugas menyiapkan dan mela

dalam rangka penyusunan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sel

kepala SKPKD yang memp

Daerah vang sel:

1jutnya disingkat TAPD adalah

APBD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnjlf

yang bertindak dalam kapsg

Kuasa Bendahara Umum
melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis

dari suatu Program sesuai
Pejabat Penatausahaan

selanjutnya disingkat PPK
tata usaha keuangan padal

Bendahara Penerimaan 3
menyimpan, menyetorkan,

dengan bidang tu

isitas sebagai BUD.

oy

ksanakan kebijakan Wali Kota

anjutnya disingkat PPKD adalah
nyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

3, disingkat BUD adalah PPKD

Daerah adalah pgjabat yang diberi kuasa untuk

Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan

1 (satu) atau beberapa Kegiatan
asnya.

Keuangan Organ;
SKPD adalah pej:
SKPD.
idalah pejabat ya
menatausahakan

uang Pendapatan Daerah galam rangka pel

Bendahara Pengeluaran
menyimpan,

rangka pelaksanaan APBD
Pegawai Aparatur Sipil

uang untuk
pada SKPD.

egara yang sel

adalah  pejaba|
mempbayarkan,
mempertanggungjawabkan

sasi Perangkat Daerah yang
abat yang melaksanakan fungsi

ng ditunjuk untuk menerima,
dan mempertanggungjawabkan
csanaan APBD pada SKPD.

yang ditunjuk menerima,
menatausahakan, dan

I;Ierluan Belanja Daerah dalam

jutnya disingkat Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yvang diangkat oleh pejabal

suatu jabatan pemerin
berdasarkan peraturan pe

t pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
an atau diserahi|fugas negara lainnya dan digaji
undang-undangaij.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnyd, disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Penerimaan Daerah adalal

1 uang yang mas

ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah addlah semua hak|| daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan

Transfer ke Daerah yang selanjutnya dis

bersumber dari APBN d4
dialokasikan dan disalur]

Dana Bagi Hasil yang
bersumber dari pendapata

ketimpangan kemampuan

in merupakan b

penyelenggara,

selanjutnya disin
n tertentu APBN y

keuangan antara

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

1ngkat TKD adalah dana yang
agian dari belanja negara yang
kan kepada daeIJEIah untuk dikelola oleh daerah
dalam rangka mendanai
menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang

pkat DBH adalah dana yang
ang dialokasikan kepada daerah

:emerintah Pusat dan Daerah.

penghasil berdasarkan angka persentase terLfntu dengan tujuan mengurangi

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya di
bersumber dari pendapatan APBN yang
pemerataan kemampua.rT keuangan

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksana

ingkat DAU adalah dana yang
dialokasikan dengan tujuan

!ﬁar daerah untuk mendanai

desentralisasi.
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Dana Alokasi Khusus yar
bersumber dari pendapatay
dengan tujuan untuk

merupakan Urusan Pemerintahan yang menj

Belanja Daerah adalah se

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

bersangkutan.

Pembiayaan adalah setiap
pengeluaran yang akan
bersangkutan maupun pad
Pinjaman Daerah adalah p
perjanjian pinjaman dan
mengakibatkan daerah mq
yang bernilai uang dari
kewajiban untuk membay

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Ut
)

wajib dibayar Pemerintah
yang dapat dinilai deng
undangan, perjanjian, atay
Pemberian Pinjaman Daes
pada Pemerintah Pusat, Pe
Daerah milik Pemerintah I
Usaha Milik Daerah, kop
bunga dan pengembalian p

g selanjutnya dis

ingkat DAK adalah dana yang

n APBN yang diale
membantu mendJ

|
mua kewajiban P
G

penerimaan yang||
diterima kembali
a tahun-tahun an

rasikan kepada daerah tertentu
anai Kegiatan khusus yang
1di kewenangan daerah.

emerintah Daerah yang diakui
lalam periode tahun anggaran

berlu dibayar kembali dan/atau
baik pada tahun anggaran
ogaran berikutnya.

embiayaan utangf
bukan dalam
snerima sejumlah
pihak lain, sehi
kembali.

I

Daerah dan/atat
ran  uang berdas
berdasarkan sebg

ah adalah bentui
merintah Daerah

Haerah yang diikat dalam suatu
bentuk surat berharga, yang
uang atau menerima manfaat
gga daerah tersebut dibebani

ang adalah jumlah uang yang
kewajiban Pemerintah Daerah
sarkan Peraturan perundang-
b lainnya yang sah.

¢ investasi Pemerintah Daerah
lainnya, Badan Layanan Umum

)aerah lainnya, Ba
erasi, dan masya;
okok pinjaman.

lan Usaha Milik Negara, Badan
-akat dengan hak memperoleh

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana ¢
dalam 1 (satu) tahun anggs

Beban adalah penurunan
pelaporan yang menurunk
berupa pengeluaran atau k

Rencana Pembangunan
disingkat RPJMD adalah
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Téa
Kerja Pemerintah Daerah
dokumen perencanaan dae

Kebijakan Umum APBD y;
yang memuat kebijakan bi
asumsi yang mendasarinyd

Prioritas dan Plafon Angge
adalah Program prioritas
kepada perangkat daerah v
dalam penyusunan Renca
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

selanjutnya disingkat RKA
pendapatan dan belanja
pendapatan, belanja, dan

lan sarana daeral
Tan.

manfaat ekonomi |
an ekuitas atau nj
onsumsi aset atau

Jangka Menengs

dokumen perenc

1 yang tidak dapat dibebankan

itau potensi jasa dalam periode
lai kekayaan bersih yang dapat
timbulnya kewajiban.

th Daerah yang selanjutnya
naan daerah untuk periode 5

hunan Daerah yai
dan yang selanj
rah untuk periode
ang selanjutnya d
dang pendapatan,
untuk periode 1 {3

ran Sementara ys

g selanjutnya disebut Rencana
utnya disingkat RKPD adalah
1 (satu) tahun.

isingkat KUA adalah dokumen
belanja, dan Pembiayaan serta
satu) tahun.

ng selanjutnya disingkat PPAS

dan batas maks

imal anggaran yang diberikan

intuk setiap progr
na Kerja dan

. SKPD adalah
SKPD atau dol
Pembiayaan SKI

5

am dan kegiatan sebagai acuan
igaran Satuan Kerja Perangkat

arja  Perangkat Daerah, yang

]jkumen yang memuat rencana

umen yang memuat rencana
’D yang melaksanakan fungsi
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Bendahara Umum Daerah yang digunak

rancangan APBD.
Kerangka Pengeluaran Jar

berdasarkan kebijakan dengan pengambil
perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat

tersebut dilakukan dalam

pada tahun berikutnya yar
Program adalah bentuk in

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organ
masyarakat yang dikoordimasikan oleh Peml'e

sasaran dan tujuan pembal

Kegiatan adalah bagian da
beberapa Satuan Kerja Pe
Sasaran terukur pada sua
pengerahan sumber daya
manusia, barang modal

kombinasi dari beberapa

masukan untuk menghasil

Kegiatan Tahun Jamak ad
untuk masa lebih dari 1 (s

n sebagai dasar penyusunan

|

g dituangkan dala

ioka Menengah adalah pendekatan penganggaran

Ekeputusan terhadap kebijakan

keputusan yang bersangkutan
m prakiraan maju.

strumen kebijaka

:yang berisi 1 (satu) atau lebih

ngunan daerah.
iri Program yang
rangkat Daerah
tu Program dan te
baik yang be
termasuk perala
tau semua jenis
kan Keluaran dal

g

nlah kegiatan yangd
htu) tahun anggars

melalui kontrak tahun j

dan kebijakan.
Hasil adalah segala sesua

Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
Sasaran adalah Hasil yang diharapkan darj

yvang diharapkan dari suatt

Kinerja adalah Keluaran/E
dicapai sehubungan deng
kualitas yang terukur.

Kas Umum Daerah ads
ditentukan oleh Wali Kotsg
dan membayar seluruh Pe:

Rekening Kas Umum Dag
daerah yang ditentukan
Penerimaan Daerah dan n
yang ditetapkan.
Dokumen Pelaksanaan A
selanjutnya disingkat DPA
dan belanja SKPD atau d
Pembiayaan SKPD yang
yang digunakan sebagai
Anggaran.

Surat Penyediaan Dana y
yang menyatakan tersec
Permintaan Pembayaran at

alk.

Keluaran adalah barang |atau jasa yang |4
dilaksanakan untuk mendukung pencapais

isasi Perangkat Daerah atau
rintah Daerah untuk mencapai

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau

ebagai bagian dari pencapaian
rdiri dari sekumpulan tindakan
ba personil atau sumber daya
an dan teknologi, dana, atau
sumber daya tersebut, sebagai
m bentuk barang/jasa.

idianggarkan dan dilaksanakan
in yang pekerjaannya dilakukan

dihasilkan oleh Kegiatan yang
1 Sasaran dan tujuan Program

yang mencermin

1 Kegiatan.

{asil dari Program
an penggunaan

lah  tempat pen]

1geluaran Daerah
rah adalah reker|1

i
kan berfungsinya Keluaran dari

,suatu Program atau Keluaran
|

|
/Kegiatan yang akan atau telah
nggaran dengan kuantitas dan

y:impanan uang daerah yang

untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah

ing tempat penyimpanan uang

oleh Wali Kotg
iembayar seluruhl

nggaran Satuan
SKPD adalah dol«lcl

ang selanjutnya
jianya dana se

H

as pelaksanaan A

, untuk menampung seluruh
Pengeluaran Daerah pada bank

Kerja Perangkat Daerah yang
imen yang memuat pendapatan

okumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
dasar pelaksan

fdan anggaran oleh Pengguna

agai dasar penerbitan Surat

]gsingkat SPD adalah dokumen
°BD.
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Surat Permintaan Pembayaran yang selan

dokumen yang digunakan 1

Uang Persediaan yang sel

dalam jumlah tertentu yan
membiayai Kegiatan opera

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau

yang menurut sifat dan

mekanisme Pembayaran Langsung.

Pembayaran Langsung yal
Langsung kepada Bendaha
perjanjian kerja, surat tug
penerbitan Surat Perintah
Tambahan Uang Persediaa
uang muka yang diberik
Pengeluaran pembantu u
APBD yang tidak cukup d
dalam 1 (satu) bulan.

Surat Perintah Membayar
yang digunakan untuk g
beban pengeluaran DPA S}

Surat Perintah Membayar
dokumen yang digunakan

jutnya disingkat SPP adalah
permintaan pembayaran.

jutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
o diberikan kepadd. Bendahara Pengeluaran untuk
sional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
untuk membiayai pengeluaran
mungkin dilakukan melalui

ntuk mengajuk

tujuannya tidak

ng selanjutnya d?s;ingkat LS adalah Pembayaran
ra Pengeluaran/ Renerima hak lainnya atas dasar
ns, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui
Membayar Langsung.

n yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan
can  kepada Bendahara Pengeluaran /Bendahara
ntuk membiayai |pengeluaran atas pelaksanaan
idanai dari uang |persediaan dengan batas waktu

vang selanjutnya
enerbitan Surat
(PD.

'~ UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
untuk penerbitarll Surat Perintah Pencairan Dana

disingkat SPM adalah dokumen
Perintah Pencairan Dana atas

atas beban pengeluaran IDPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk

mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar
SPM-GU adalah dokumen
Pencairan Dana atas b

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
yang digunakan yYntuk penerbitan Surat Perintah
eban pengeluaran DPA SKPD yang dananya

dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Mernba_\',ra_tl

dokumen yang digunakan

TU yang selzmj| tnya disingkat SPM-TU adalah
untuk penerbitan|Surat Perintah Pencairan Dana

atas beban pengeluaran D
menggunakan Pembayar

Surat Perintah Membay.

A SKPD, karenai ebutuhan dananya tidak dapat
Langsung dan Uang Persediaan.

Langsung yang

selanjutnya disebut SPM-LS

adalah dokumen yang digunakan untuk pen] rbitan Surat Perintah Pencairan

Dana atas beban pengelu
Surat Perintah Pencair

an DPA SKPD ke
Dana yang sel |

ada pihak ketiga.
jutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan [sebagai dasar penI cairan dana atas Beban APBD.

Barang Milik Daerah yan | selanjutnya disir} kat BMD adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas Beban AP

lainnya yang sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang s

selisih lebih realisasi pene
periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jui
Daerah dan/atau hak Pes
sebagai akibat perjanjiaf
peraturan perundang-und;

mlah uang yang

gngan atau akibat!

elp
rimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)

D atau berasal dari peroiehan

jutnya disebut SiLPA adalah

ajib dibayar kepada Pemerintah

merintah Daerah Jiing dapat dinilai dengan uang
Ll atau akibat

innya berdasarkan ketentuan
lainnya yang sah.




78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

Keuangan Daerah meliputi:

a.

b.

Pelayanan Dasar adalah
dasar warga negara.

Standar Pelayanan Mininmlal adalah keten

pelayanan publik

untuk memenuhi kebutuhan
|

uan mengenai jenis dan mutu

Pelayanan Dasar yang menupakan Urusan Remerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minim.

Badan Layanan Umum D
sistern yang diterapkan g¢leh Satuan Kerj

aerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Perangkat Daerah atau Unit

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuarn Kerja Perangkat Daerah dalam

memberikan pelayanan k
dalam pola pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Dagrah pada umumn;

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas

penerimaan dan perkiraan arus kas keluanp

epada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
keuangan sebagat

pengecualian dari ketentuan
a.

masuk yang bersumber dari
untuk mengatur ketersediaan

dana yang cukup guna mendanai pelaksana%a.lar;APBD dalam setiap periode.

Standar Akuntansi Pemenintahan yang sel

jutnya disingkat SAP adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dglam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

dalah prinsip, dasar, konvensi,

aturan dan praktik spesifik yang dipilih cleh Pemerintah Daerah sebagai

pedoman dalam menyusup dan menyajik
Daerah untuk memenuhi
rangka meningkatkan keterbandingan lapor
antar periode maupun antar entitas.

I
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yan
adalah rangkaian sistemaltik dari prosedur
elemen lain untuk mewujudkan fungsi ak}J
sampai dengan pelaporan (keuangan di linglk
Daerah.
Bagan Akun Standar y
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
sistematis sebagai pedompn dalam pelaks
keuangan Pemerintah Daetah.

ang  selanjutnya

Badan Pemeriksa Keuangan vang selanjutnys
Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

hak daerah untuk memungut pajak daers
melakukan pinjaman;
kewajiban daerah untuk menyelenggarakan
dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;

kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau
surat berharga, piutang, barang, serta hak
uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisal

dikuasai oleh Per
erintahan Daerah
8

kekayaan pihak lain yang
penyelenggaraan tugas Pem

laporan keuangan Pemerintah

kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam

n keuangan terhadap anggaran,

g selanjutnya disingkat SAPD
penyelenggara, peralatan dan
ntansi sejak analisis transaksi
ungan organisasi Pemerintahan

disingkat BAS adalah daftar
keuangan yang disusun secara
haan anggaran dan pelaporan

1 disingkat BPK.

th dan retribusi daerah serta

Urusan Pemerintahan daerah

oleh pihak lain berupa uang,
lain yang dapat dinilai dengan
nkan; dan/atau

nerintah Daerah dalam rangka
dan/atau kepentingan umum.




(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan s
efektif, transparan, dan bertanggung jawab
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyara

peraturan perundang-undan

(2) Pengelolaan Keuangan D3
diwujudkan dalam APBD.

(3) APBD sebagaimana dimaksu
Daerah untuk melakukan Pe

Peng

Pemegang Kekual

(1) Wali Kota selaku pemegang
mewakili Pemerintah Daer
dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan Penge
pada ayat (1) berwenang:
menyusun dan mengaju
Perda tentang perubsg
pertanggungjawaban pe

bersama;

a.

mengajukan rancangan
perubahan APBD, dan
pelaksanaan APBD;

menetapkan Perda tent:
APBD, dan rancangan
APBD yang telah menday;

menetapkan kebijakan te

mengambil tindakan
Pengelolaan Keuangan
dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan p
menetapkan KPA,;
menetapkan Bendahara
menetapkan pejabat yan
dan retribusi daerah;
menetapkan pejabat yai
Piutang Daerah;
menetapkan pejabat yan
memerintahkan pembaye
menetapkan pejabat lain
sesuai peraturan perund

Pasal 3
2

gan.

ierah sebagaiman

d pada ayat (2) m
nerimaan dan Per

el 1}

1

BAB II
elola Keuangan D
Bagian Kesatu

saan Pengelolaan |k

Pasal 4

> kekuasaan Peny

=

ara tertib, efisien, ekonomis,
dengan memperhatikan rasa
kat, serta taat pada ketentuan

1

C

2  dimaksud pada ayat (1)
@pakm dasar bagi Pemerintah
geluaran Daerah.

1

lerah
i
{euangan Daerah
]

élolaan Keuangan Daerah dan

ah dalam kepe

lolaan Keuangan (|

kan rancangan Bx

ilikan kekayaan daerah yang
[baerah sebagaimana dimaksud

srda tentang APBD, rancangan

han APBD, dax
aksanaan APBD

Perda tentang Af
rancangan Perds

g APBD, rancatr
erda tentang pe:
at persetujuan bey

rkait Pengelolaan]|

tertentu dalam
Daerah yang s

1 rancangan Perda tentang
kepada DPRD untuk dibahas

’BD, rancangan Perda tentang
| tentang pertanggungjawaban
i
)jgan Perda tentang perubahan
-jtanggunawaban pelaksanaan
sama DPRD;

Keuangan Daerah;

‘keadaan mendesak terkait
1igat dibutubkan oleh Daerah

erigelolaan APBD;

Penerimaan dan B

g bertugas melak)
ng bertugas mela

r bertugas melakt
\ran;

1

nya dalam rangk

a‘;ndahara Pengeluaran;
lan pemungutan pajak daerah

kukan pengelolaan Utang dan
kan pengujian atas tagihan dan

i

‘Pengelolaan Keuangan Daerah

ang-undangan; de

9

n




m. melaksanakan kewenan

perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekus
Kota melimpahkan sebagi
perencanaan, penganggarai

pertanggungjawaban, serta
Perangkat Daerah.

(4) Pejabat Perangkat Daerah se

a. Sekretaris Daerah selaki
b. Kepala SKPKD selaku P
Kepala SKPD selaku PA.

(S) Pelimpahan sebagian atau
ayat (3) didasarkan pad
memerintahkan, menguji,

C.

(6) Pelimpahan kekuasaan s
dengan keputusan Wali Ko

(1) Wali Kota selaku wakil P
daerah yang dipisahkan
berkedudukan sebagai pe
pemegang saham pada Pers¢

(2) Ketentuan mengenai Wali
kepemilikan kekayaan daer
ayat (1) dilaksanakan se
undangan.

Koordinaton

(1) Sekretaris Daerah selaku
sebagaimana dimaksud dalg

Melakukan koordinasida

Melakukan koordinasi d
perubahan APBD, dar
APBD;

Melakukan koordinasi pe

a.
b.

Memberikan persetujuar

Melakukan koordinasi j
Keuangan Daerah ses
undangan; dan
f. Memimpin TAPD.
(2) Dalam melaksanakan tug
koordinator Pengelolaan Ke
Kota.

Igan lain sesuai

isaan sebagaimarll.
an atau seluruh
1, pelaksanaan, [j
pengawasan Ke

dengan ketentuan peraturan

A dimaksud pada ayat (1), Wali
. kekuasaannya yang berupa
penatausahaan, pelaporan dan
ngan Daerah kepada Pejabat

1 koordinator Pen
OKD; dan

£

seluruh kekuasaal
prinsip pemisal
menerima, atau

agaimana dima

bagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

elolaan Keuangan Daerah;

n sebagaimana dimaksud pada
nan kewenangan antara yang
| mengeluarkan uang.

sud pada ayat (3) ditetapkan

Pasal 5

merintah Daerah
ebagaimana dima

jdalam kepemilikan kekayaan
ksud dalam Pasal 4 ayat (1)

ilik modal pada P
»roan Daerah.

Kota selaku W&il
nh yang dipisahka

erusahaan Umum Daerah atau

L;;jl Pemerintah Daerah dalam
n sebagaimana dimaksud pada

suai dengan ket

Bagian Kedua
Pengelolaan Keus

pntuan  peraturan perundang-

gan Daerah

Pasal 6

|  koordinator P!’e
im Pasal 4 ayat (4)

lam Pengelolaan &
bidang penyusur

1 rancangarn pey

>nyiapan pedoman

Q
\.

) pengesahan DPA

elaksanaan tuga
uai dengan ket

asnya sebagaime

engelolaan  Keuangan Daerah
huruf a bertugas :

euangan Daerah;

an rancangan APBD, rancangan
tanggungjawaban pelaksanaan

pelaksanaan APBD;

SKPD;

'lainnya di bidang Pengelolaan
ntuan peraturan perundang-

|
12 dimaksud pada ayat (1),

uangan Daerah b

10

ertanggung jawab kepada Wali




PPKD
Pasal 7
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD|bertugas:
a. menyusun dan melaksapakan kebijakan
b. menyusun rancangan perda tentang AH
perubahan APBD, dan| rancangan perd;
pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan pemunglitan Pendapatan I
Perda;
d. melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas
perundang-undangan.
(2) PPKD dalam melaksanakar

pada ayat (1) huruf d berwex

Bagian Ketiga

lainnya sesuai

fungsinya selak
1ang:

: Ejzngelolaan Keuangan Daerah;

BD, rancangan perda tentang
1 tentang pertanggungjawaban

Daerah yang telah diatur dalam

|
i

dengan ketentuan peraturan

1 BUD sebagaimana dimaksud

:
1

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksgnaan APBD;

b. mengesahkan DPA SKPD); |

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk | teknis pelaksan an sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah] .

e. melaksanakan pemungutan pajak daerahj|

f. menetapkan SPD,;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan|pemberian jaminan atas nama
Pemerintah Daerah; |

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelappran Keuangan Daerah;

menyajikan informasi ke
melakukan pencatatan
Pengeluaran Daerah
dilakukan melalui Reken
(3) Selain kewenangan seba;
kewenangan lain, yaitu:
a. mengelola investasi,
b. menetapkan anggaran ka
¢. melakukan pembayaran 1
d. membuka rekening kas u
e. membuka rekening pener
f. membuka rekening penge
g. menyusun laporan kej
pelaksanaan APBD.
(4) Dalam pengelolaan investas
PPKD harus memperhatikd
manfaat lainnya sebagai aki

(5) Dalam hal kewenangan
kewenangan SKPKD, SKPD
undangan dapat melaksanal

35i sebagaimana d

uangan daerah; d
dan pengesah

ing Kas Umum D

S5

Sl v}

sesuai Peraturali'x

paimana  dimaks

il
' dalam hal penerimaan dan
' perundang-undangan, tidak
aerah.

1d pada ayat

1

(2), terdapat

nelalui penerbitar
mum daerah;
imaan;
luaran; dan
langan yang I

SP2D;

erupakan pertanggungjawaban

naksud pada ayat (3) huruf a,

in perolehan ma

faat ekonomi, sosial dan/atau

bat langsung dari
pemungutan p

can pemungutarn

11

sesuai dengan Kk

investasi tersebut.
ajak daerah dipisahkan dari
¢tentuan peraturan perundang-
pajak daerah.

1




(6) Dalam hal kewenangan mer]

gelola investasi s

(3) huruf a dipisahkan dari kewenangan

peraturan perundang-undangan dapat melaks

(1) PPKD selaku BUD mengus

Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2) Kuasa BUD sebagaimana| dimaksud pada|

Keputusan Wali Kota.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimnaksud pada ayat
a. menyiapkan Anggaran Kas;

menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan
dan/atau lembaga keuar

b
c.
d

e. mengusahakan dan me;s
APBD;

menyimpan uang daerah;

g. melaksanakanpenempat:

investasi;

h. melakukan pembayaran
APBD;

i. melaksanakan Pemberi
Daerah;

j. melakukan pengelolaan
k. melakukan penagihan Pi

(4) Dalam pengelolaan kas, Kug
a. menyiapkan anggaran k

anggaran kas yang disus:

b. melakukan penyisihan |

menatausahakan penyis
investasi; dan

¢. menyiapkan dokumen

pengeluaran yang tidak n

(5) Kuasa BUD sebagaimana d;

PPKD selaku BUD.

(1) Wali Kota atas usul BUD ds
lingkungan SKPKD dengan
beban kerja, lokasi, dan/ata

(2)Pertimbangan atas besaran
dan/atau rentang kendali ye

(1) Kepala SKPD selaku PA be

a. menjrusun RKA SKPD;

Pasal 8

t?agaimana dimaksud pada ayat
PKD, SKPD sesuai ketentuan
akan pengelolaan investasi.

{
i
i
|
i

lkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Wali

b

an uang daerah ¢

penerimaan dan
1gan lainnya yang
ngatur dana yang

ayat (1) ditetapkan dengan

!

s

(1) bertugas:

-pengeluaran APBD oleh bank
telah ditunjuk;

:diperlukan dalam pelaksanaan
|
Jan mengelola/menatausahakan

1

| berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban

an Pinjaman D

utang Daerah.

in Kepala SKPD

1elalui RKUD.

Pasal 9

isa BUD bertugas: |
as dilakukan demgan menghimpun dan menguji

pengesahan dan

|
gerah atas nama Pemerintah
l

Utang dan Piutang Daerah; dan

1
|

ntuk ditetapkan oleh BUD;

piutang tidak tertégih dalam mengelola piutang
sihan dana bergullir yang tidak tertagih atas

1pencatatan penerimaan dan

imaksud pada ayaf (1) bertanggung jawab kepada

1

\pat menetapkan

PA
Pasal 10
rtugas:

12

Bagian Keempat |

ebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di

pertimbangan besieﬂran jumlah uang yang dikelola,
u rentang kendali.

jumlah uang yamg dikelola, beban kerja, lokasi
ing kriterianya dit¢tapkan Wali Kota.




o

™Mo oo

menyusun DPA SKPD;
melakukan tindakan
anggaran belanja;
melaksanakan anggara
melakukan pengujian ¢

yang mengakibe

kan pengeluaran atas beban

in SKPD yang dipi
qtas tagihan dan

melaksanakan pemun

mengadakan ikatan/perjanjian kerja s:

batas anggaran yang t
menandatangani SPM
mengelola Utang dan
SKPD yang dipimpinny
menyusun dan me
dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaa
menetapkan PPTK dan

. menetapkan pejabat

rangka Pengelolaan Ke

melaksanakan tugas
perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimans

mempunyai tugas lainnya

(2)
a.
b.
C.
d.
c.
f.

(3)

menyusun anggaran k

tan retribusi dag

elah ditetapkan;

Piutang Daerah
a;
nyampaikan laps
n anggaran SKPD
PPK SKPD;

lainnya dalam S
lainnya sesuai
' dimaksud pada 4

meliputi:
ns SKPD;

melaksanakan pemun
menyusun dokumen n|
menyusun dokumen p
menyusun dokumen
atas penerimaan d
peraturan perundang
Umum Daerah, B
Penerimaan dan Peng

menyusun dan m
dipimpinnya kepada P

Kepala SKPD selaku PA berwenang:
menandatangani doky

belanja atas penerim
peraturan perundang-i
menandatangani doku
menandatangani doku
menetapkan pejabat

rangka pengelolaan ke
menetapkan Pembant
Pengeluaran dan Pem
ketentuan peraturan p

skah perjanjian
mberian bantuar
ermintaan penZI
pengeluaran dag
ndangan tidak ¢|:i
D melakukan

uangan Daerah; dz

apinnya;

iemerintahkan pembayaran;
rah;

ama dengan pihak lain dalam

yang menjadi tanggung jawab
oran  keuangan SKPD yang
yang dipimpinnya;

KPD yang dipimpinnya dalam

ATl

'dengan ketentuan peraturan

iyat (1), kepala SKPD selaku PA

utan lain-lain pe1lmdapata_n asli daerah;

ibah daerah;

sosial;

sahan pendapatan dan belanja
“rah sesuai dengan ketentuan
flakukan melalui Rekening Kas
pencatatan dan pengesahan

uaran Daerah tensebut; dan

yampaikan lap;
KD selaku BUD.

men permintaan
an dan pengel
indangan.

men naskah perj
men pemberian b
lainnya dalam
nangan daerah; d
1 Bendahara Pen
bantu Bendahar
erundang-undangs

oran  keuangan SKPD yang

pengesahan pendapatan dan
aran daerah sesuai ketentuan

jian hibah daerah;
1tuan sosial,

Ll
KPD yang dipimpinnya dalam

1

erimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu sesuai
n

13




(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri
melaksanakan pemungutan pajak daerah

ang melaksanakan wewenang
PA melaksanakan pemungutan

pajak daerah sesuai dengan ketentuan peratyuran perundang-undangan.
Kepala SKPD selaku PA mjengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
yang dipimpinnya merupakan akibat yang

tanggung jawab SKPD

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD.

Kepala SKPD selaku PA mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada

pihak lain sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah s¢lesai pada tahun

b. hasil

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan
anggaran sesuai dengan ketentuan peratt
c. akibat putusan pengadilan yang telah

tetap; dan
d. kewajiban lainnya yan

pekerjaan akibat pemberian

g menjadi beban

anggaran sebelumnya;

esempatan kepada penyedia
tahun
iran perundang-undangan;

mempunyai kekuatan hukum

sehingga melampaui

SKPD yang harus dianggarkan

pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut

sesuai dengan ketentuan peraturan perul
Kepala SKPD selaku KPA mengelola piuts

daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikéltan;
b. berdasarkan ketentuan peraturan perur

d. piutang lainnya yang menjadi hak S
peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab ata

dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota m]f

Dalam hal mengadakan

bertindak sebagai pejabekt pembuat komit
peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembua
pegawal yang memiliki kompetensi sesuat

pembuat komitmen atau
perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan beban ker

melimpahkan pada kepala
keuangan.

PA Dbertanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepa

Daerah.

ndang-undangan.
ing daerah yang menjadi hak

idang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telat

tetap; dan

s pelaksanaan tug

ikatan untuk pe

mempunyai kekuatan hukum

KPD sesuai dengan ketentuan

as dan wewenang sebagaimana
lalui Sekretaris Daerah.

ngadaan barang dan jasa, PA
men sesuai dengan ketentuan

t komitmen dapat dibantu oleh

dengan bidang tugas pejabat

agen pengada

1 sesuai ketentuan peraturan

, Sekretaris Daerah dapat

bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan

atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

14

da Wali Kota melalui Sekretaris




(1)

(2)

(3)

PA dapat melimpahkan
SKPDselaku KPA.

Bagian Kelima
KPA
Pasal 11

sebagian kewen

Pelimpahan kewenangan

pertimbangan besaran anggaran kegiatan, loK

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimsg
oleh Wali Kota atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dim

a.
anggaran belanja;

b.

C.

d. mengadakan ikatan/pe
anggaran yang telah dit

e. melaksanakan pemung]

f. mengawasi pelaksanaar

g. melaksanakan tugas }

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewg
bertanggung jawab kepada

PA/KPA dalam melaksanal
SKPD selaku PPTK.

PPTK sebagaimana dimak;
wewenang PA/KPA.

Dalam melaksanakan tuga;
(2), PPTK bertanggung jawd

Penetapan PPTK sebagaims
pertimbangan kompetensi
lokasi, rentang kendaliy
kriterianya ditetapkan Wali
PPTK sebagaimana dimak:
menduduki jabatan struktt
Dalam hal tidak terdapat

PA/KPA dapat menetapkas
ditetapkan Wali Kota.

melakukan tindakan |yang mengakibaf

melaksanakan anggarap Unit SKPD yang
melakukan pengujian atas tagihan dan m:x

ebagaimana dimaksud

rjanjian kerja sam;
etapkan,;
1tan retribusi dae

ﬁgannya kepada kepala Unit

pada ayat (1) berdasarkan
asi, dan/atau rentang kendali.

ksud pada ayat (1) ditetapkan

sud pada ayat (1) meliputi:
kan pengeluaran atas beban

Hipimpinnya;
pmerintahkan pembayaran;
n dengan pihak lain dalam batas

ah;

{PA lainnya sesu

nangan sebagaimy

1 anggaran yang nr]:njadi tanggung jawabnya; dan

i dengan ketentuan peraturan

1

ana dimaksud pada ayat (4) KPA

PA.

PPTK SKPD
Pasal 12

can Kegiatan mene
sud pada ayat (1)

s dan wewenang S

Pasal 13

ana dimaksud dal

Bagian Keenam |

b kepada PA/KPA/.

tapkan pejabat pada SKPD/Unit
‘bertugas membantu tugas dan

aibagaimana dimaksud pada ayat

|
m Pasal 12 ayat (1) berdasarkan

jabatan, besaran
lan/atau pertim}
Kota.
sud pada ayat (1)
iral sesuai dengan

anggaran kegiatan, beban kerja,
pangan objektif lainnya yang

merupakan Pegawai ASN yang
tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yangd

15

f menduduki jabatan struktural,

1 pejabat fungsioﬁal selaku PPTK yang kriterianya




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

Kepala SKPD selaku PA
dalam Pasal 10 ayat (1)
keuangan pada SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana

wewenang:
a. melakukan verifikasi S

kelengkapannya yang
b. menyiapkan SPM;

c.
dan Bendahara Pengel

d.
e. menyusun laporan ket
PPK-SKPD sebagaimana

pejabat dan pegawai yang
retribusi daerah, Bendahg
PPTK.

Dalam hal PA melimpahl
pertimbangan sebagaime
menetapkan PPK Unit

keuangan pada Unit SKPD.

PPK Unit SKPD sebagaimad

melakukan verifikasi
yang diajukan oleh Bej

a.

b.
diajukan oleh Bendahsg

melakukan verifikasi laporan pertanggu

melaksanakan fungsi EE.k

PPK SKPD
Pasal 14

huruf 1 untuk
dimaksud pada
PP-UP, SPP-GU,

diajukan oleh Ben

naran;

1angan SKPD.

Bagian Ketujuh

N )

[

menetapkan PIE-K—SKPD sebagaimana dimaksud

nelaksanakan fungsi tata usaha
avat (1) mempunyai tugas dan

PP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
lahara Pengeluaran;

giawaban Bendahara Penerimaan

untansi pada SKPD; dan

dimaksud pada ¢

PPK Unit SKP,
Pasal 15

)

nhdahara Pengelu

menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berd;

pembantu dan Bendah

Bendahara Pen

Wali Kotamenetapkan Be
kebendaharaan dalam r
SKPDatas usul PPKD selal

BendaharaPenerimaan sel

dan wewenang menerima

Daerah, menatausahaka
Daerah yang diterimanya.

melakukan verifikasi l¢

Bagian Kesembi

Pasal 16

ndahara Penerimn

ra Pengeluaran p¢g
L poran pertanggup
lara Pengeluaran Pembantu.

yat (1) tidak merangkap sebagai

bertugas melakulfin pemungutan pajak daerah dan
ra Penerimaan, B

endahara Pengeluaran, dan/atau

Bagian Kedelapan

D

can sebagian kewpnangannya kepada KPA karena
na dimaksud dalam Pasal 11
SKPD untuk ml

ayat (2), PA

glaksanakan fungsi tata usaha

na dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya

an pembantu,;
gsarkan SPP-TU dan SPP-LS yang
mbantu; dan

giawaban Bendahara Penerimaan

an

erimaan dan Bendahara Pengeluaran

jan untuk melaksanakan tugas

angka pelaksang
<u BUD.

pagaimana dimak

an  anggaran pendapatan pada

sud pada ayat (1) memiliki tugas

, menyimpan, m

iyetor ke Rekening Kas Umum

1, dan mempe

16

rtanggungjawabkan Pendapatan




(3)

(2)

(1)

(2)

Selain tugas dan wewenang
Penerimaan memiliki tugas

a. meminta bukti transaks
RKUD;

b. melakukan verifikasi ds
Kepala Daerah;

¢. meneliti kesesuaian an
yang telah ditetapkan;

d. menatausahakan dan m

diterimanya; dan

menyiapkan dokumen
pendapatan daerah.

sebagaimana, di

aksud pada ayat (2), Bendahara

dan wewenang lai

i atas pendapatan

11

nya paling sedikit yaitu:
yang diterima langsung melalui

in rekonsiliasi de

pembayaran

Pasal 17

Dalam hal PA melimpahk

dapat menetapkan Bendahiara Penerimaan

yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada un
SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD.,

]

gan bank yang ditetapkan oleh

tara jumlah uang yang diterima dengan jumlah

LempertanggunaL\zabkan pendapatan daerah yang

atas pengembalian kelebihan

sebagian kewenﬂmgannya kepada KPA, Wali Kota
p

embantu pada unit kerja SKPD

t SKPD diusulkan oleh kepala

Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimiana dimaksud pada ayat (1}

memiliki tugas dan wew
ditetapkan oleh Wali Kota.

Kepala SKPDatas usul Ben
Bendahara Penerimaanyan
untuk meningkatkan efekti

Pembantu Bendahara Per
bertugas membantu bendal
wewenang sesuai dengan
SKPD.

Wali Kota atas usul PPE
melaksanakan tugas kebe
belanja pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sel

"nang sesuai de

ln_g::m lingkup penugasan yang

Pasal 18

dahara Penerima

n dapat menetapkan Pembantu

g bertugas mery
fitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

bantu Bendahara Penerimaan

lerimaan sebagai
hara penerimaan

Pasal 19

(D menetapkan

agaimana dimak

ndaharaan dalam

ana dimaksud pada ayat (1)
lalam melaksanakan tugas dan

lingkup penugasan yang ditetapkan oleh kepala

Bendahara Pengeluaran untuk
rangka pelaksanaan anggaran

ud pada ayat (1) memiliki tugas

dan wewenang sebagai beri

a. mengajukan permin
TU, dan SPP LS;

menerima dan menyim

¢. melaksanakan pembaya
d. menolak perintah bayé

peraturan perundang-u;
e. meneliti kelengkapan dg

ut:

pembayaran me

an UP, GU, dan T
ran dari UP, GU,
ir dari PA yang
ndangan;

kumen pembayar

17

ggunakan SPP UP, SPP GU, SPP
U;
dan TU yang dikelolanya;

tidak sesuai dengan ketentuan

an;




(3)

(4)

(1)

Bendahara Penerimaan dan Be

a.

b.

(1)

f. membuat laporan pertg
dan laporan pertanggur
periodik; dan

g. memungut dan menyet

perundang-undangan.

Dalam hal PA melimpah
dimaksud dalam Pasal 11
menetapkan Bendahara Per
Bendahara Pengeluaran p
memiliki tugas dan wewena

inggungjawaban §

1gjawaban secara
orkan pajak sesus

kan kewenanga

ecara administratif kepada PA
fungsional kepada BUD secara

i dengan ketentuan peraturan

yva kepada KPA sebagaimana

T
ayat (1) dan ayat
igeluaran pembant

(2), Wali Kota atas usul PPKD
u.

embantu sebagail
1ng:

a.
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UF
¢. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpah;
e. menolak perintah bay
peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dgkumen pembayar
g. memungut dan menyeforkan pajak sesuj
perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertdnggungjawaban sg

mengajukan permintaar] pembayaran men

dari KPA yang

dan laporan pertanggungjawaban secarg|
Pengeluaran secara peripdik.

—m

Kepala SKPD atas usul Bernidahara Pengeluar
Bendahara Pengeluaran yang bertugas met

untuk meningkatkan efektil

Pembantu Bendahara Pen
bertugas membantu bendalj
wewenang sesuai dengan
SKPD,

melakukan kegiatan perdal
jasa;

bertindak sebagai dan/ata
jasa; dan

menyimpan uang pada suat
pribadi baik secara langsun;

Dalam proses penyusunan
oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 20

itas pengelolaan B

geluaran sebagail

1ana dimaksud pada ayat (3}

opounakan SPP TU dan SPP LS;
dari Bendahara Pengeluaran;

an UP dan TU yang dikelolanya;
tidak sesuai dengan ketentuan

11;

i dengan ketentuan peraturan

>cara administratif kepada KPA
fungsional kepada Bendahara

jm dapat menetapkan Pembantu

1bantu Bendahara Pengeluaran
elanja Daerah.

nana dimaksud pada ayat (1)

nara pengeluaran
lingkup penugasa

Pasal 21

ndahara Pengeluar

dalam melaksanakan tugas dan
n yang ditetapkan oleh kepala

‘an dilarang:

vangan, pekerjaa
1 penjamin atas

11 bank atau lemb

pemborongan, dan penjualan
kegiatan, pekerjaan, penjualan

ga keuangan lainnya atas nama

z maupun tidak laz

Bagian Kesepulul
TAPD

Pasal 22
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1gsung.

APBD, Wali Kota dibantu oleh TAPD yang dipimpin




(2) TAPD sebagaimana dimaks
Daerah, PPKD, dan pejabat

(3) TAPD sebagaimana dimaksy

a. membahas kebijakan Pegngelolaan Keuang;
b. menyusun dan membahas rancangan Is%]
KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PH
PPAS;
melakukan verifikasi RHA-SKPD;
e. membahas Rancangan APBD, Rancan
Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil gvaluasi APBD,
Pertanggungjawaban AFBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPASKI
SKPD;
h. menyiapkan surat edaran Wali Kota tents
dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Kk
undangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimay
melibatkan instansi sesuai flengan kebutuhars
Bagian Kesepulul
Sertifikasi Aparatur Pengelola K¢
Pasal 23
(1) Setiap aparatur pengelola keuangan daerah

yang diberikan oleh leml
meyelenggaran pengembas
daerah;

(2) Ketentuan lebih lanjut men
(1) diatur dalam Peraturan )

(1) APBD disusun sesuai
Pemerintahan Daerah yang
Pendapatan Daerah.

(2} APBD sebagaimana dimaks
KUA-PPAS yang didasarkan|

(3) APBD mempunyai fungsi
distribusi, dan stabilisasi.

ud pada ayat (1)

terdiri atas Pejabat Perencana
kebutuhan.

lain sesuai denga

1d pada ayat (1) mxq

?aga yang ditugla
ngan kapasitas

penai sertifikasi s
Wali Kota.

-

BAB III
APBD

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

dengan kebutul
' menjadi kewen

3impunyai tugas:
an Daerah;

jA atau rancangan perubahan
[

AS atau rancangan perubahan

gan Perubahan APBD, atau

Perubahan APBD, atau

PD /rancangan perubahan DPA

ng pedoman penyusunan RKA;

etentuan peraturan perundang-

L:a dimaksud pada ayat (3) dapat

i\
uangan Daerah

harus mendapatkan sertifikasi
iskan oleh pemerintah untuk
aparatur pengelola keuangan

f)agahnana dimaksud pada ayat

an penyelenggaraan Urusan
ngan daerah dan kemampuan

sud pada ayat (1)
pada RKPD.

otorisasi, peren

19

disusun dengan mempedomani

canaan, pengawasan, alokasi,




{4} APBD, perubahan APBD, d:
tahun ditetapkan dengan
perundang-undangan.

Semua Penerimaan Daerak
dianggarkan dalam APBD.

Penerimaan Daerah sebagai

(1)

(2)

a. Pendapatan Daerah; dan

b. penerimaan Pembiayaan

(3)

Pengeluaran Daerah sebagaj
a. Belanja Daerah; dan
b. pengeluaran Pembiayaai
Penerimaan Daerah yang d
pada ayat (2) merupakan
rasional yang dapat dicapa
berdasarkan pada ketentuai
Pengeluaran Daerah yang ¢
pada ayat (3) merupakan
kepastian tersedianya dan
cukup.

Setiap Pengeluaran Daeral
memiliki dasar hukum yang

Seluruh Penerimaan Daeral
pada ayat (1) dianggarkan s

(7)

Satuan hitung dalam APBD ad4

(1) APBD terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaks;
Pemerintahan daerah dai
ketentuan peraturan perung

(3) Klasifikasi APBD menurut
sebagaimana dimaksud pad
berdasarkan ketentuan pers

a1 pertanggungjay
Perda sesuai

Y

Pasal 25

mana dimaksud p

Daerah.
imana dimaksud p

1 Daerah.

ianggarkan dala

1 dan Pengeluaraj

G

aban pelaksanaan APBD setiap
dengan ketentuan peraturan

L Daerah dalam bentuk uang

ida ayat (1) terdiri atas:

ada ayat (1) terdiri atas:

'APBD sebagaimana dimaksud

encana Penerima3g
i untuk setiap le
1 peraturan perurif
lianggarkan dalarny
| rencana Pengel

A atas Penerimaay

1 Daerah yang terukur secara
Imber Penerimaan Daerah dan
lang-undangan.

. APBD sebagaimana dimaksud
naran Daerah sesuai dengan
Daerah dalam jumlah yang

n sebagaimana

melandasinya.

dan Pengeluaran
scara bruto dalam

Pasal 26

lah mata uang rug
Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 27

1d pada ayat (1) d
1 organisasi yar
lang-undangan.

Urusan Pemerir]
a ayat (2) disesur

'fmaksud pada ayat (3) harus

|
Daerah sebagaimana dimaksud
APBD.

viah.

1}{1asifikasikan menurut Urusan
g ditetapkan sesuai dengan

itahan daerah dan organisasi
ikan dengan kebutuhan daerah

ituran perundang;

20

undangan.




(1) Pendapatan Daerah sebagas
meliputi semua penerimaarn
tidak perlu dibayar kembali
Peraturan perundang-unde
merupakan hak daerah dalg

Belanja Daerah sebagaima
meliputi semua pengeluara
perlu diterima kembali ole
Peraturan perundang-unde
merupakan kewajiban daers
(3) Pembiayaan daerah sebagaji
meliputi semua penerimj
pengeluaran yang akan dit
berkenaan maupun pada tal

Pendapatan Daerah dirinci me
akun, kelompok, jenis, objel
Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas
a.
b.

C.

pendapatan asli daerah;
pendapatan transfer; dan
lain-lain pendapatan daerah

(1) Pendapatan asli Daerah s

meliputi:
pajak daerah;
retribusi daerah;

a.
b.
C.
d. lain-lain pendapatan asl
Pendapatan asli daerah sebs
objek, rincian objek dan su

Klasifikasi APBD menurut
rincian objek pendapatan
pengelolaan keuangan padal

hasil pengelolaan kekayz

a. pajak daerah menjadi k
yang memiliki tugas dan
b. retribusi daerah menjadi

Pasal 28

mana dimaksud

alam Pasal 27 ayat (1) huruf a

| uang melalui Rel
oleh Daerah danlj
ingan diakui se

na dimaksud d

ingan diakui se
1h dalam 1 (satu) L

mana dimaksud d
pan  yang perlu
erima kembali, bz
hun anggaran beri

Bagian Ketiga
Pendapatan Daeral
Pasal 29

nurut Urusan Pex
dan rincian ot

-
.

Pasal 30

yang sah.

Pasal 31

an daerah yang di

1 daerah yang sah!
gaimana dimaksu
rincian objek.

akun, kelompok,
asli daerah dik
SKPD dan SKPKD

ewenangarn penge
wewenang penge
kewenangan pen.
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tening Kas Umum Daerah yang
benerimaan lainnya yang sesuai
agai penambah ekuitas yang

'm 1 (satu) tahun gnggaran.

Pasal 27 ayat (1) huruf b

n dari Rekening (as Umum Daerah yang tidak
h Daerah dan pe geluaran lainnya yang sesuai

agai pengurang ekuitas yang
hhun anggaran.

lalam Pasal 27 ayat (1) huruf ¢
. dibayar kembali dan/atau
ik pada tahun anggaran yang
kutnya.

nerintahan Daerah, organisasi,
vjek serta sub rincian objek

i

|
‘

ebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a

pisahkan; dan

pada ayat (1) dirinci menurut

jenis, objek, rincian objek, sub
lola berdasarkan kewenangan
meliputi:

olaan pada SKPKD atau SKPD
flaan pajak;

elolaan pada SKPD;



(4) Ketentuan lebih lanjut mer
dengan Peraturan daerah ¥
pajak daerah dan retribusi ¢

Pendapatan pajak daerah ¢
ayat (1) huruf a dan huruf]
peraturan perundang-undal
retribusi daerah.

(5)

(7)

C.

b.

Hasil pengelolaan kekayaar]
pada ayat (1) huruf ¢ meru
modal daerah.
Lain-lain pendapatan asli D
(1)} huruf dterdiri atas:

a.

PRoroeao o

ol

T o BB

1.

2.
3.

hasil pengelolaan kekay.

pengelolaan pada SKPKD;
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

pengelolaan pada SKP
hal terkait pajak
Penerimaan di SKPD
pendapatan BLUD di
pendapatan hibah D
pendapatan lainnya |

hasil penjualan BMD yai
hasil pemanfaatan BMD
hasil kerja sama daerah
jasa giro;

hasil pengelolaan dana I
pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian

penerimaan komisi, potc
tukar-menukar, hibah,
termasuk penerimaan a
uang pada bank, peneri
dari kegiatan lainnya me
penerimaan keuntungas
uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pel

pendapatan denda pajak
pendapatan denda retrih

. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengemn
pendapatan dari BLUD;

pendapatan lainnya se
undangan.

pan daerah yang i

kecuali:
dan retribusi
terkait;

vang dikelola oleh

[lgan yang mengat

ng tidak dipisahke

pisahkan menjadi kewenangan

menjadi kewenangan

tetap dikelola oleh Bendahara

kelola oleh BLUD|terkait; dan

ana Biaya Operasional Sekolah, dana kapitasi dan
Bendahara Khusus.
1genai pajak daergh dan retribusi

daerah diatur

ang berpedoman |{pada undang-undang mengenai
laerah.

an retribusi daergh sebagaimana dimaksud pada
b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan

ur mengenai pajak daerah dan

daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan

aerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

kan:

yang tidak dipisa

rergulir;

leuangan Daerah;

Lngan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan,
asuransi, dan/atlau pengadaan barang dan jasa
tau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan
maan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau
rupakan PendapaY]an Daerah;

1 dari selisih nil

i tukar rupiah terhadap mata

ksanaan pekerjaan;

daerah;
usi daerah;

balian;

dan
suai dengan ket

22

entuan  peraturan perundang-




(1) Pendapatan transfer sebaga
a. TKD; dan
b. transfer antar-daerah.

(2)TKD sebagaimana dimaksud
a. DBH;
b. DAU; dan
c. DAK;

(3) Transfer antar-daerah sebe
atas:

a. pendapatan bagi hasil; ds
b. bantuan keuangan.

(1) DBH terdiri atas:
a. DBH pajak; dan
b. DBH sumber daya alam.
(2) DBH pajak sebagaimana dir
a. pajak penghasilan;
b. pajak bumi dan bangung
¢. cukai hasil tembakau.
(3) DBH sumber daya alam sel
atas:
a. kehutanan;
b. mineral dan batu bara;
c. minyak bumi dan gas bu
d. panas bumi; dan
e. perikanan.

DBH Pajak Penghasilan sek
a merupakan Pajak Pengh
dan PajakPenghasilan Pasa
dipungut oleh Pemerintah
undangan.

DBH sumber daya alam k
ayat (3) huruf a bersumber
a. iuran izin usaha pemanfs
b. provisi sumber daya hutz:
¢. dana reboisasi.

(3) DBH sumber daya alam mi
Pasal 33 ayat (3) huruf b be
a. iuran tetap; dan

b. iuran produksi.

(4)
dalam Pasal 33 ayat (3) hu

DBH sumber daya alam minyak bumi dan gj

Pasal 32

imana dimaksud

L4

pada ayat (1) hury

rgaimana dimaksy

111

Pasal 33

naksud pada ayat
n; dan

pagaimana dimak

mi;

Pasal 34

agaimana dimakss
asilan Pasal 21 sEe
1 29 Wajib Pajak C

sesuai dengan K¢

chutanan sebagail]

alam Pasal 30 huruf b meliputi:

1f a terdiri atas:

d pada ayat (1) huruf b terdiri

(1) huruf a terdiri atas:

ud pada ayat (1) huruf b terdiri

id dalam Pasal 33 ayat (2) huruf
rta Pajak Penghasilan Pasal 25
)rang Pribadi Dalam Negeri Yang
stentuan peraturan perundang-

1ana dimaksud dalam Pasal 33

dari penerimaan:
atan hutan,;
; dan

neral dan batu bay
rsumber dari pen'e

ruf ¢ bersumber d

23

a sebagaimana dimaksud dalam
rimaan:

is bumi sebagaimana dimaksud
ari bagian negara yang diperoleh



dari pengusahaan pertam
dikurangi komponen pajak
peraturan perundang-unda

(5) DBH sumber daya alam pa
ayat (3) huruf d, bersumber
a. iuran tetap; dan

b. iuran produksi.

DBH sumber daya alam pe
ayat (3) huruf e ditetaph
penerimaan pungutan pen
hasil perikanan.

DAU sebagaimana dimaksi

Penggunaan DAU sebagai
DAU yang tidak ditentukan
penggunaannya.

Bagian DAU yang ditentuk
ayat (2) termasuk untuk n
serta pemberdayaan masyaz:

DAK sebagaimana dimaksug
a. DAK fisik;

b. DAK nonfisik; dan

c. Hibah kepada daerah.

(2) DAK fisik sebagaimana dir
untuk mendukung pembar

Publik Daerah;
(3)

DAK nonfisik sebagaimana
untuk mendukung operasio

Hibah kepada Daerah sebs
digunakan untuk mendukt
Daerah tertentu yang dida
Pemerintah Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah 3
huruf ¢ meliputi:

hibah;
dana darurat; dan/atau

a.
b.

c. lain-lain pendapatan sesj

undangan.

ngan.

rikanan sebagair

.

bangan minyak
dan pungutan le

umi dan gas bumi setelah
nnya sesuai dengan ketentuan

nas bumi sebagain

dari:

nana dimaksud dalam Pasal 33

ana dimaksud dalam Pasal 33

an sebesar 80°%
gusahaan perikat
Pasal 35

d dalam Pasal

ana dimaksud p
penggunaannya

untuk memenuhi pencapaian standar pe
tingkat capaian kinerja la;jjrfan daerah.

(delapan puluh persen) dari
an dan penerimaan pungutan

32 ayat (2) huruf b digunakan

ayanan minimal berdasarkan

D)

ida ayat (1) terdiri atas bagian
Hin bagian DAU yang ditentukan

Pasal 36
] dalam Pasal 32 :

naksud pada aya

gunan/pengadaar

an penggunaanny.
nendukung pembla
‘akat di kelurahan

A sebagaimana dimaksud Pada
ngunan sarana dan prasarana

ayat (2) huruf c terdiri atas :

(1} huruf a yang digunakan

1 sarana dan prasarana layanan

imaksud pada a
alisasi layanan p

igaimana dimakst

rat (1) huruf b yang digunakan
1blik Daerah;

Y
)

1d pada ayat (1) huruf c yang

Ing pembangunar
sarkan pada pej

Pasal 37

ang sah sebagair

1 fisik dan/atau layanan publik
janjian antara Pemerintah dan

ana dimaksud dalam Pasal 30

hai dengan ket

24
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ntuan peraturan perundang-




Hibah sebagaimana dimaksud
berupa uang, barang, dan/a
Pemerintah Daerah lain, masy
negeri yang tidak mengikat ¢
Urusan Pemerintahan yang
ketentuan peraturan perundan

Dana darurat sebagaimana din
yang berasal dari APBN yang di
untuk mendanai keperluan me
mampu ditanggulangi oleh dag
dengan ketentuan peraturan pe

Lain-lain pendapatan sesuai d
sebagaimana dimaksud dalam
Dana Bantuan Operasional Sel
sebelumnya.

(1) Belanja Daerah sebagaima
untuk mendanai pelaks
kewenangan daerah.

(2) Urusan Pemerintahan ya

dimaksud pada ayat (1) ter

Pemerintahan Pilihan ses

undangan.

(3)
Urusan Pemerintahan W
Pemerintahan Wajib yang ti

(4) Urusan Pemerintahan Pilih

dengan potensi yang dimilik

(5) Belanja Daerah sebagaimaj
memprioritaskan pemenul
terkait dengan pelayana;
pembangunan.

(6) Belanja Daerah dapat dialol
wajib yang tidak terkait de
pililhan setelah memper
Pemerintahan wajib yang te

Urusan Pemerintahan Wajibh sebagaimana dit

Pasal 38

dalam Pasal 37
lau jasa yang ﬂt
arakat, dan bada;
intuk menunjang
menjadi kewena
p-undangan.

Pasal 39
naksud dalam Pa

=

]

huruf a merupakan bantuan
srasal dari Pemerintah Pusat,
usaha dalam negeri atau luar
peningkatan penyelenggaraan
ngan daerah sesuai dengan

1 37 huruf b merupakan dana

berikan kepada d
ndesak yang diaki]
erah dengan meng
rundang-undanga

Pasal 40
pngan ketentuan
Pasal 37 huruf ¢
olah dan Pendap

P oo W

Bagian Keempat
Belanja Daerah
Pasal 41

na dimaksud da
pnaan Urusan

1

ng menjadi kevsir:
diri atas Urusan llj
uai dengan Kketq

aerah pada tahap pasca bencana

patkan oleh bencana yang tidak
gunakan sumber APBD sesuai
.

seraturan perundang-undangan
antara lain Pendapatan Hibah
itan pengembalian hibah tahun

am Pasal 27 ayat (1) huruf b
Pemerintahan yang menjadi

“hangan daerah sebagaimana
emerintahan Wajib dan Urusan
entuan peraturan perundang-

jib yang terkait
dak terkait Pelaya

lan sebagaimana
i daerah.

ha dimaksud pad;
1an kebutuhan Ugy
n  dasar publik

iy

casikan untuk pel:
ngan pelayanan

timbangkan per
rkait dengan pelay

25

aksud pada ayat (2) terdiri atas
Pelayanan Dasar dan Urusan
1an Dasar.

dimaksud pada ayat (2) sesuai

n ayat (1) dialokasikan dengan
usan Pemerintahan wajib yang
dan pencapaian sasaran

aksanaan Urusan Pemerintahan
asar dan Urusan Pemerintahan
lenuhan kebutuhan Urusan
anan dasar.




—

Daerah wajib mengalokasikan
Daerah yang besarannya telal
perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4}
(5)

(6)

(7)

Urusan Pemerintahan daerah
diselaraskan dan dipadukan
menurut fungsi yang antara lai

FRotmeopoe gp

p—te
.

Belanja Daerah menurut organ

(5)

ketentuan peraturan perundan

Belanja Daerah sebagaim
berdasarkan standar harga
Standar harga sebagaiman;
untuk belanja operasi dan
pada Pemerintah Daerah.
Standar harga dan analis
ayat (1) ditetapkan sesuai d
Standar harga satuan sel
ditetapkan dengan Keputus
Standar harga untuk bela
disusun  berdasarkan
mempertimbangkan kebuty

Standar tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (2) d

mempertimbangkan capaia
kemampuan Keuangan Dae

Analisis standar belanja
berdasarkan penilaian kew
untuk melaksanakan suaty

pelayanan umum;
ketertiban dan keamanan;
ekonomi;

perlindungan lingkungan h:
perumahan dan fasilitas un
kesehatan;
pariwisata;
pendidikan; dan
perlindungan sosial.

disesuaikan dengan sus

Pasal 42
belanja untuk n

Pasal 43

nna dimaksud d

nendanai ‘Urusan Pemerintahan

n ditetapkan sesujai dengan ketentuan peraturan

|
i
|
i
i
i

i
lam Pasal 4layat (5) disusun

dan analisis stand

a dimaksud pada 'g
standar tunjangs

lar belanja.
iyat (1) mencakup standar harga

iis standar belanjs
engan ketentuan
vagaimana dimaks
an Wali Kota.
nja operasi sebags
standar hargatl
lhan, kepatutan, c!i
aparatur sipil neg

n reformasi biI‘Ol%J
rah yang bersangk
sebagaimana di
ajaran atasbeban
| kegiatan.

Pasal 44

dengan belanja
n terdiri atas:

ldup;

um;

Pasal 45

n kinerja aparatur sipil negara
!

[ —S—

sebagaimana dimaksud pada
)1eraturan perundang-undangan.

ud pada ayat (1) dan ayat (2)

a.iimana dimaksud pada ayat (2)
| satuan  regional dengan
an kewajaran.

;jara pada Pemerintahan Daerah
jsusun dengan paling sedikit
":asi Daerah, kelas jabatan, dan
futan.

aksud pada ayat (1) disusun
l:ierja dan biaya yang digunakan
|

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5)

negara yang diklasifikasikan

|
]
|
|
|
|
]
|

{
i

;
!

|
:
!
|
1
!
|

isasi sebagaiman
Lunan organisasi
g-undangan.

26

idimaksud dalam Pasal 41 ayat
yang ditetapkan berdasarkan
|

!
|




(1) Belanja Daerah menurut P

Pemerintahan berdasarkan

{(2)Program kegiatan dan Sub

(3} Nomenklatur Program dal

(2)

(3)

(4)

()

(2)

rinciannya paling sedikit m:

a. target dan Sasaran;

b. indikator capaian kelu
c. indikator capaian hasil.
dan indikator capaian hasi
berdasarkan nomenklatur
dan indikator outcome s
undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah ¢t
a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; d|
d. belanja transfer.

Belanja operasi sebagaima
pengeluaran anggaran unft
memberi manfaat jangka pe
Belanja modal sebagaimar
pengeluaran anggaran unt
memberi manfaat lebih dari

Belanja tidak terduga sg
merupakan pengeluaran an
termasuk keperluan mende

Belanja transfer sebagaims:
pengeluaran uang dari [
lainnya dan/atau dari Pem:

Belanja operasi sebagaimd
dirinci atas jenis:

belanja pegawai;

belanja bunga,;

belanja subsidi,
belanja hibah; dan
belanja bantuan sosial.

oI SN =W S T S

Belanja modal sebagaimanz:
atas jenis belanja modal.

belanja barang dan jasa;

Pasal 46

ketentuan peratu

Kegiatan sebagai
encakup:

ran; dan

Belanja Daerah |
yang didasark
rogram dan pedo;
esual dengan ket

Pasal 47

erdiri atas:

ATl

na dimaksud pa

e'm perundang-undangan.

rogram dan Kegiar}.an disesuaikan dengan Urusan

mana dimaksud pada ayat (1)

serta indikator capaian keluaran
pada prioritas nasional disusun
man penentuan indikator output
entuan peraturan perundang-

a ayat (1) huruf a merupakan

uk Kegiatan seha
ndek.

1a dimaksud pad:
uk perolehan asg
1 (satu) periode al

2bagaimana dima
ggaran atas Bebar
sak yang tidak da};
ana dimaksud pag

2rintah Daerah ke[

Pasal 48

Pemerintah  Daerat

ri-hari Pemerintah Daerah yang

1 ayat (1) huruf b merupakan
t tetap dan aset lainnya yang
kuntansi.

ksud pada ayat (1} huruf c
| APBD untuk keperluan darurat
vat diprediksi sebelumnya.

la ayat (1) huruf d merupakan
kepada Pemerintah Daerah
ada pemerintah Kelurahan.

ina dimaksud d

2 dimaksud dalam

27

am Pasal 47 ayat (1) huruf a

Pasal 47 ayat (1) huruf b dirinci




(3)
(4)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

Belanja bunga sebagaimana di
untuk menganggarkan pembay
pokok Utang berdasarkan perja

Belanja tidak terduga sebaj
dirinci atas jenis belanja tid
Belanja transfer sebagaim;
berupa belanja bantuan ket

Belanja pegawai sebagaim
digunakan untuk mengang
ketentuan peraturan perun

Kompensasi sebagaimana
Kota/wakil Wali Kota, pimp
Belanja Pegawai ASN sebag

belanja SKPD bersangkutal
undangan.

Pemerintah Daerah dapa
Pegawai ASN dengan men
memperoleh persetujuan
perundang-undangan.

Tambahan penghasilan s

berdasarkan pertimbangan

kelangkaan profesi, prestas
Pemberian tambahan pengl

raimana dimaksu
ak terduga.
a dimaksud ds

' dalam Pasal 47ayat (1) huruf c

am Pasal 47 ayat (1) huruf d

1angan.

Pasal 49

dang-undangan.

dimaksud pada
inan/anggota DP

n sesuai dengan

Pasal 50

t memberikan

ana dimaksud da
garkankompensagt

aimana dimaksud

Jam Pasal 48 ayat (1) huruf a
] yang ditetapkan sesuai dengan

ayat (1) diberikan kepada Wali
D, dan Pegawai ASN.

pada ayat (1) dianggarkan pada
detentuan peraturan perundang-

hmbahan penghasilan kepada

nperhatikan kem

mpuan Keuangan Daerah dan

DPRD sesuai

>bagaimana dima

dengan ketentuan peraturan

ksud pada ayat (1) diberikan

| kerja, dan/atau

dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada Peratur

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerint

ayat (3), Wali Kota dapat
ASN setelah mendapat pers

Belanja barang dan jasa

huruf b digunakan untuk menganggarkan p

manfaatnya kurang dari 1

akan diserahkan atau dijual kepada masyara

Pengadaan barang/jasa sel
melaksanakan Program dar

Jitetapkan deng
1 Pemerintah.

emberikan tamb

tujuan Menteri.

Pasal 51

sebagaimana di

beban kerja, te

nasilan kepada Pe

mpat bertugas, kondisi kerja,
ertimbangan objektif lainnya.

pawai ASN daerah sebagaimana
1 Peraturan Wali Kota dengan

tih sebagaimana dimaksud pada
ahan penghasilan bagi Pegawai

ksud dalam Pasal 48 ayat (1)
engadaan barang/jasa yang nilai

D (dua hbelas) bu

~
('

n, termasuk barang/jasa yang

at/pihak ketiga.

ragaimana dimak:

ud pada ayat (1) dalam rangka

| Kegiatan Pemerir

tahan Daerah.

Pasal 52

jnaksud dalam Pas

aran bunga u

2

njian pinjaman.
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al 48 ayat (1) huruf ¢ digunakan
g yang dihitung atas kewajiban




(1} Belanja subsidi sebagaimana dimaksud

Pasal 53

£
X

lam Pasal 48 ayat (1) huruf

. 1 . .
ddigunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD

dan/atau badan usaha m
perundang-undangan sehin

gga dapat terjangkK

(2) BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sg

(3)

(4

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaks

(6)

(2)

(3)

(1)

(1) merupakan badan yang

masyarakat.

BUMD, badan usaha milik
dimaksud pada ayat (2)

dilakukan audit keuangap oleh kantor

ketentuan peraturan perun

Hasil audit sebagaimana
pertimbangan untuk memb

sebagaimana dimaksud

menghasilkan prq

swasta, dan/atau
yang akan dibe

{ang-undangan.
dimaksud pad:

ilik swasta, sesu]-cd dengan ketentuan peraturan

'au oleh masyarakat.

tbagaimana dimaksud pada ayat
yduk atau jasa pelayanan dasar

badan hukum lain sebagaimana
rikan subsidi terlebih dahulu
kuntan publik sesuai dengan
ayat

(3) merupakan bahan

erikan subsidi.

pada ayat (1) |

pertanggungjawaban penggunaan dana subsig

Ketentuan lebih

lanju

t mengenai

t
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Pél

ketentuan peraturan perun

Belanja hibahsebagaimang dimaksud dalag
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pem
usaha milik negara, BUMD, dan/atau badar

kemasyarakatan yang berb

ditetapkan peruntukannya

tidak secara terus meneru

dang-undangan.

Pasal 54

naan APBD, penerima subsidi
wajib menyampaikan laporan
ti kepada Wali Kota.

ata cara  pemberian dan
raturan Wali Kota sesuai dengan

n Pasal 48 ayat (1) huruf e

rintah Daerah lainnya, badan

adan hukum Ind(!)l
 bersifat tidak W
s setiap tahun an

sesuai dengan ketentuan peraturan perundan

Pemberian hibah sebagaitnana dimaksud
menunjang pencapaian sasaran Program d

sesuai kepentingan Daer

pemerintahan, pembangun

asas keadilan, kepatutan, r

Belanja hibah sebagaimana

sesuai dengan kemampu
pemenuhan belanja Urusa
Pilihan, kecuali
perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial seb

f digunakan untuk menganggarkan pem]
dan/atau barang kepada individu, keluargai

yang sifatnya tidak secara

ditentukan lain

dalam men
an, dan kemasyar
asionalitas, dan m;
dimaksud pada &

a1t Keuangan Df
n Pemerintahan W

Pasal 55

ngaimana dimaksy

terus menerus d

29

. Ji
sesudal

1 dan lembaga, serta organisasi
nesia, yang secara spesifik telah
ajib dan tidak mengikat, serta
ggaran, kecuali ditentukan lain
g-undangan.

rada ayat (1) ditujukan untuk
n Kegiatan Pemerintah Daerah
tkung terselenggaranya fungsi
rakatan dengan memperhatikan
anfaat untuk masyarakat.

yat (1) dianggarkan dalam APBD
lerah setelah memprioritaskan
/ajib dan Urusan Pemerintahan
denganketentuan peraturan

d dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
perian  bantuan berupa uang
kelompok dan/atau masyarakat

h selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiH
tertentu dapat berkelanjutan.

to sosial, kecuali dalam keadaan




(2) Keadaan tertentu dapat be
diartikan bahwa bantuan

sampai penerima bantuan t

(3) Belanja bantuan sosial se
dalam APBD sesuai de
memprioritaskan pemenuk
Urusan Pemerintahan Pil
ketentuan peraturan perun

(1) Belanja modal sebagaiman
untuk menganggarkan peng
aset tetap dan aset lainnya.

(2) Pengadaan aset tetap sel
kriteria:
a. mempunyai masa manfa
b. digunakan dalam Kegiat
c. batas minimal kapitalisg
d. merupakan objek pemer]
(3) Batas minimal kapitalisasi
diatur dalam Peraturan Wa

(4) Aset tetap sebagaimana di
modal sebesar harga beli z
terkait dengan pengadaan
digunakan.

Belanja modal sebagaimana dir
belanja tanah,digunakan uj
maksud untuk dipakai dal
kondisi siap dipakai;

a.

belanja peralatan dan mesin
mesin mencakup mesin da
kantor, dan peralatan lainn
lebih dari 12 (dua belas) bul

belanja bangunan dan gedy
bangunan mencakup selur
maksud untuk dipakai dal
kondisi siap dipakai;
belanja jalan, irigasi, dan j

irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

pemerintah serta dimiliki
kondisi siap dipakai;

belanja aset tetap lainnys
lainnya mencakup aset t¢
kelompok aset tetap sebag
huruf d, yang diperoleh
pemerintah dan dalam kond

sosial dapat di
elah lepas dari re
bagaimana dimaI
ngan kemampu
1an belanja U

ihan, kecuali di
flang-undangan.

Pasal 56

rkelanjutan sebag;

imana dimaksud pada ayat (1)
-?rikan setiap tahun anggaran
ko sosial.

ud pada ayat (1) dianggarkan
Keuangan Daerah setelah
an Pemerintahan Wajib dan
tentukan lain sesuai dengan

reluaran yang dila

n dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (2) digunakan
<ukan dalam rangka pengadaan

bagaimana dimak

sud pada ayat (1) memenuhi

at lebih dari 12 (
an Pemerintahan
si aset.

liharaan.

aset sebagaimana
i Kota.

maksud pada ay
atau bangun ase

Pasal 57
naksud dalam Pas
1tuk menganggark

122

-

!

1

/pembangunan 3

1a belas) bulan;
baerah; dan

dimaksud pada ayat (2) huruf c

L (2) dianggarkan dalam belanja
ditambah seluruh belanja yang
set sampal aset tersebut siap

al 48 ayat (2) meliputi:
an tanah yang diperoleh dengan

lam kegiatan ope

1, digunakan untu
n kendaraan ber
ya yang nilainya

I\
T}

K

1

rasional pemerintah dan dalam

k menganggarkan peralatan dan
notor, alat elektonik, inventaris
ignifikan dan masa manfaatnya

an dan dalam koriu
ng, digunakan u

hh gedung dan b
lam kegiatan ope

aringan, digunakg

dan/atau dikuas

1, digunakan un
tap yang tidak
laimana dimaksu
dan dimanfaatka]

isi siap dipakai;d.[ 1

disi siap pakai;

tuk menganggarkan gedung dan
ingunan yang diperoleh dengan
rasional pemerintah dan dalam

n untuk menganggarkan jalan,
lan jaringan yang dibangun oleh
11 oleh pemerintah dan dalam

uk menganggarkan aset tetap
lapat dikelompokan ke dalam
1 pada hurufa sampai dengan
n untuk kegiatan operasional

30




belanja aset lainnya, diguna
digunakan untuk keperluan
aset tetap, dan harus dis:
tercatatnya.

(1) Belanja bantuan keuangan
diberikan kepada daerah 1a
peningkatan kemampuan k

(2} Bantuan keuangan sebagail

sesuai kemampuan Keuangan Daerah setel

belanja Urusan Pemerint

alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturgl :

ditentukan lain sesuai den
Bantuan keuangan sebagair

(3)
a. bantuan keuangan anta

b. bantuan keuangan dag

daerah provinsi lainnya;

{4) Bantuan keuangan sebagail
khusus.

(5) Peruntukan dan pengelol

sebagaimana dimaksud pac

penerima bantuan.
Peruntukan bantuan keuan
pada ayat (4) ditetapkan
pengelolaannya diserahkan

(6)

(7) Pemberi bantuan keuanga
ayat (6} dapat mensyaratka

anggaran pendapatan dan &

Belanja tidak terduga sel
Jmerupakan pengeluaran ai
termasuk keperluan me
pembayaran atas Penerimaz

(2) Dalam hal belanja tidak tey
mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadws

serta pengeluaran Pembiz

b. memanfaatkan kas yang

(3) Penjadwalan ulang capaian

pada ayat (2) huruf a difor:
SKPD.

lkan untuk meng

ggarkan aset tetap yang tidak

operasional pem]e
ajikan di pos asg

Pasal 58

sebagaimana dinj
in dalam rangka ]
euangan, dan/ata

rintah, tidak memenuhi definisi
t lainnya sesuai dengan nilai

laksud dalam Pasal 48 ayat (4)
terja sama daerah, pemerataan
L tujuan tertentu lainnya.

an Wajib dan U

an ketentuan per
ana dimaksud p
rdaerah kota/kab

rah kota/kota k
dan/atau

mana dimaksud p

aan bantuan k

i

ana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan

memprioritaskan pemenuhan
san Pemerintahan Pilihan serta
perundang-undangan, kecuali
uran perundang-undangan.

(1:1a ayat (1) terdiri atas:
paten,
- daerah provinsinya dan/atau

da ayat (3) bersifat umum atau

euiangan yang bersifat umum

la ayat (4) disera

1gan yang bersifat
oleh Pemerintah
kepada penerima
n bersifat khus

n penyediaan dan
elanja Kelurahan

1

G

(=

]

Pasal 59
bagaimana dimalfﬁ
hggaran atas Beba

ndesalkk serta
1n Daerah tahun-

duga sebagaima

¢

q

kan kepada Pemerintah Daerah

khusus sebagaimana dimaksud
Daerah pemberi bantuan dan
bantuan.

i sebagaimana dimaksud pada

JL} pendamping dalam APBD atau

benerima bantuan.

sud dalam Pasal 48 ayat (3
n APBD untuk keadaan darurat
engembalian atas kelebihan

ahun sebelumnya.

dimaksud pada ayat (1} tidak

lan ulang capaiai]
ayaan dalam tahujj
tersedia.

| Program dan Kg
mulasikan terlebih

31

. Program dan Kegiatan lainnya
) anggaran berjalan; dan/atau

rgiatan sebagaimana dimaksud
dahulu dalam Perubahan DPA




(1) Keadaan darurat sebagaimg

a.
biasa;
b.

c. kerusakan sarana/pras
publik.
(2) Keperluan mendesak seb

meliputi:
kebutuhan daerah dal
anggarannya belum ters

a.

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dai

¢. Pengeluaran Daerah yang berada diluar|]
tidak dapat diprediksikan sebelum
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabi

kerugian yang lebih bes
(3) Kriteria keadaan darurat ¢
pada ayat (1) dan ayat {

berkenaan.

A
F-

Pengeluaran untuk men

(4)

anggarannya, diformulasik
untuk kebutuhan tanggap ¢
luar biasa.

(S) Belanja untuk kebutuhan {
kejadian luar biasa sebagalj
dengan ketentuan peraturar

(6) Pengeluaran untuk mend
anggarannya dan/atau tid
terlebih dahulu dalam RKA

(1) Pembiayaan daerah sebaga
terdiri atas:
a. penerimaan Pembiayaan
b. pengeluaran Pembiaya

(2) Pembiayaan daerah seb
Urusan Pemerintahan Dag
objek Pembiayaan daerah.

(3) Penerimaan Pembiayaan d4
bersumber dari:

a. SILPA;

bencana alam, bencana|

pelaksanaan operasi per

a::}E.irnana dimaksud

Pasal 60
na dimaksud dale

Pasal 59 ayat (1) meliputi:

non-alam, benca

a sosial dan/atau kejadian luar

1carian dan pertol

arana yang dapat

ngaimana dimak

ongan; dan/atau
mengganggu kegiatan pelayanan

ad dalam Pasal 59 ayat (1)

am rangka Pelay
edia dalam tahun

anan Dasar masyarakat yang

anggaran berjalan;

e

1 belanja yang bersifat wajib;
kendali Pemerintah Daerah dan

ar bagi Pemerint

fan keperluan me
) ditetapkan dal

a, serta amanat Peraturan
la ditunda akan menimbulkan
.Daerah dan/atau masyarakat.
ndesak sebagaimana dimaksud
m Perda tentang APBD tahun

danai keadaan
an terlebih daht
Jarurat bencana,

Lk

anggap darurat b
imana dimaksud
1 perundang-unda

g
]

dlarurat yang belum tersedia
lu dalam RKA SKPD, kecuali
ronflik sosial, dan/atau kejadian

hcana, konflik sosial, dan/atau
bada ayat (4) digunakan sesuai
ngarn.

anai keperluanm
ak cukup tersedL
BKPD dan/atau P

Bagian Kelima
Pembiayaan Daer:
Paragraf I
Umum
Pasal 61

imana dimaksud
; dan

!

erah, organisasi, |]

erah sebagaimana

32

>ndesak yang belum tersedia
i anggarannya, diformulasikan
rubahan DPA SKPD.

jalam Pasal 27 ayat (1) huruf ¢

pada ayat (1) dirinci menurut
enis, objek, akun dan rincian

dimaksud pada ayat (1) huruf a




(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

hasil penjualan kekaya

- ope o

perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan s
digunakan untuk Pembiayag

a. pembayaran cicilan pok
b. penyertaan modal daerd
c. pembentukan Dana Cag
d. Pemberian Pinjaman D4
e. pengeluaran Pembiaya;

perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupe
pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan neto sebagairn
menutup defisit anggaran.

Pe

SiLPA sebagaimana dimak
dari:
pelampauan penerimaalj
pelampauan penerimaal
pelampauan penerimaaj
pelampauan penerimaa;
penghematan belanja;

™ e pe o P

kewajiban kepada pih
terselesaikan; dan/atau
sisa dana akibat tidak
pengeluaran Pembiayaa
Belanja transfer sebagaim
berupa belanja bantuan ke

g.

Dalam hal SiLPA daerah 1
investasikan dan/atau
memperhatikan kebutuha
dipenuhi.

Pembentukan dana abadi g
(3) mempertimbangan ant
kebutuhan urusan pemeris
publik.

pencairan Dana Cadangan,
daerah yang dip
penerimaan Pinjaman Qaerah,;
penerimaan kembali Peinberian Pinjaman

.

arl:
b,

langan;
lerah; dan/atau

nana dimaksud

Paragraf I

Pasal 62
sud dalam Pasal

n PAD;
n pendapatan tra

n Pembiayaan,;

lak ketiga samp

i|s.ahkan;

Daerah; dan/atau

penerimaan Pembiayagn lainnya sesual dengan Kketentuan peraturan
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

ok utang yang jatith tempo;

an lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

1kan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap

ada ayat (5) digunakan untuk

nerimaan Pembiayaan

61 ayat {3) huruf a bersumber

1sfer;

n lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

d4i dengan akhir tahun belum

1

tercapainya capa
18]

llangan.

pembentukan

Pasal 63

laerah sebagaim
ara lain kapasita

33

ringgi dan kinerja

n yang menjadi

1tahan wajib yang

an target Kinerja dan sisa dana

ana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1} huruf d

layanan tinggi, SiLPA dapat di
lana abadi daerah dengan
prioritas daerah yang harus

1a dimaksud dalam Pasal 62 ayat
 fiskal daerah dan pemenuhan

terkait dengan pelayanan dasar




(2) Hasil pengelolaan dana ab
ditujukan untuk:

a. memperoleh manfaat ek
yang ditetapkan sebelumj

b. memberikan sumbangan

c. menyelenggarakan kemar

(3) Pembentukan dana abadi
dengan Peraturan Daerah.

(1) Pencairan Dana Cadangan
huruf b digunakan untuk
rekening Dana Cadangan
anggaran yang berkenaan.

(2) Jumlah Dana Cadangan se
jumlah yang telah ditetar

Cadangan bersangkutan.

(3) Pencairan Dana Cadang:
penerimaan Pembiayaan AR
(4) Dalam hal Dana Cadangs
digunakan sesuai dengan |
dalam portofolic yang memt
(5) Posisi Dana Cadangan dila]
laporan pertanggungjawaba

(6) Penggunaan atas Dana

Cadangan ke Rekening Kas
(1) dianggarkan dalam S

kecuali ditentukan lain
undangan.

(1) Hasil penjualan kekayaan

dalam Pasal 61 ayat (3) huny

perundang-undangan.

(2) Penerimaan atas hasil per
pada ayat (1) dicatat berdas

(1) Penerimaan Pinjaman Daer

huruf d didasarkan pada j

anggaran berkenaan sest

pinjaman bersangkutan.

(2) Penerimaan Pinjaman Dae

bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah laini;
c. lembaga keuangan banlk
é- lembaga keuangan buk:

adi daerah sebag

imana dimaksud pada ayat (1)

bnomi, manfaat s
ya,
kepada penerima

)

sial, dan/atau manfaat lainnya

L4

n daerah; dan

1faatan umum lin

tas generasi.

sebagaimana di

ksud pada ayat (1) ditetapkan

s

Pasal 64

sebagaimana dir

aksud dalam Pasal 61 ayat (3)

menganggarkan

bagaimana dima

ke Rekening Ka

]

be

pencairan Dana Cadangan dari
3 Umum Daerah dalam tahun

o)

ud pada ayat (1) sesuai dengan

[+

kan dengan Pern

an dalam 1
’BD dalam tahun

in. sebagaimana

in APBD.

Cadangan yang
Umum Daerah s
KPD pengguna
sesuai denganke

Pasal 65

daerah yvang dip
uf ¢ dilakukan se

jualan kekayaan
jarkan bukti pene

Pasal 66

7; dan/atau
bank.
34

(s

beruntukannya, d
perikan hasil tetap

porkan sebagai ba

ah sebagaimana d
umlah pinjaman ¥
1ai dengan yan,é;

rah sebagaimanag

da tentang pembentukan Dana

tu) tahun anggaran menjadi
nggaran yang berkenaan.

2

limaksud pada ayat (1) belum
ana tersebut dapat ditempatkan
dengan risiko rendah.

}Lgian yang tidak terpisahkan dari

dicairkan dari rekening Dana
bagaimana dimaksud pada ayat
Dana Cadangan bersangkutan,
entuan peraturan perundang-

s

t

isahkan sebagaimana dimaksud
suai dengan ketentuan peraturan

daerah sebagaimana dimaksud
imaan yang sah.

imaksud dalam Pasal 64 ayat (3)
ang akan diterima dalam tahun
ditetapkan dalam perjanjian

dimaksud pada ayat (1) dapat




(3) Penerimaan Pinjaman D;
dilaksanakan sesuai dengan

Penerimaan kembali Pemberiaz
Pasal 61 ayat {3) huruf e diguz

pinjaman yang diberikan ke
ketentuan peraturan perund

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana d
huruf f digunakan untuk menganggarkan peneri

dengan ketentuan peraturan p

Pe

herah.  sebagaim

na dimaksud pada ayat

(1)

1 ketentuan perat

Pasal 67

pada pihak pen(l:
g-undangan.

Pasal 68
i

liran perundang-undangan.

1 Pinjaman Daeralh sebagaimana dimaksud dalam
nakan untuk menganggarkan penerimaan kembali

rima pinjaman sesuai dengan

imaksud dalam Pasal 61 ayat (3)

1aan Pembiayaan lainnya sesuai

rundang-undang

Paragraf Il
ngeluaran Pembiay
Pasal 69

Pembayaran cicilan pokok Utahg sebagaimana di
huruf a digunakan untuk menganggarkan p

didasarkan pada jumiah yai
pinjaman dan pelaksanaanr
kewajiban Pemerintah Daerah
berkenaanberdasarkan perjanj

(1) Daerah dapat melakukan
Pasal 61 ayat (4) huruf b p4
(2) Penyertaan modal Pemerin|
dapat dilaksanakan apab
anggaran berkenaan telak
modal daerah bersangkuta:

(3) Perda sebagaimana dimaks

1g harus dibay
iya merupakan
yang harus disel
jan pinjaman,

Pasal 70

penyertaan modak
:da BUMD dan/ats
tah Daerah sebag
ila jumlah yang
) ditetapkan dala

11.

aan

maksud dalam Pasal 61 ayat (4)
embayaran pokok Utang yang
an sesuai dengan perjanjian
rioritas utama dari seluruh
esaikan dalam tahun anggaran

sebagaimana dimaksud dalam
iu Badan Usaha Milik Negara.

dimana dimaksud pada ayat (1)
akan disertakan dalam tahun
Perda mengenai penyertaan

1.

sud pada ayat (2)

ditetapkan sebelum persetujuan

bersama antara Wali Kota dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

(4) Penyertaan modal sebagain
dengan ketentuan peratura

(1) Dana Cadangan sebagaim
penggunaannya dipriorita
prasarana dan sarana dae
tahun anggaran.

ke

nana dimaksud pa
n perundang-und

&

Pasal 71 i

ana dimaksud daII
carn untuk mend
rah yang tidak dla

(2) Dana Cadangan sebagaimaz
mendanai kebutuhan lainn

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
penyisihan atas penerimaa)l.l daerah kecuali d

na dimaksud padal
a sesuai Peraturaj,

1
£

35

da ayat (1) dilaksanakan sesuai
lngan.

am Pasal 61 ayat (4} huruf c,
anai kebutuhan pembangunan
pat dibebankan dalam 1 (satu)

ayat (1) dapat digunakan untuk
1 perundang-undangan.

pada. ayat (1) bersumber dari
ari;




(4)
()

(6)

(1)

(2)
(3)

(4)

Pengeluaran Pembiayaan lainn
huruf e digunakan untuk menganggarkan pg
sesuai dengan ketentuan perat

(1)

(2)

(3)

a. DAK;
b. Pinjaman Daerah; dan
c. penerimaan lain yang

tertentu berdasarkan ke

Dana Cadangan sebagaim

rekening tersendiri dalam R

Pembentukan Dana Cad
ditetapkan dalam Perda ten

Perda sebagaimana dimaks
bersama antara Wali Kota ¢

Pemberian Pinjaman Daers

huruf d digunakan untuk

diberikan kepada Pemerin

Badan Usaha Milik Negara,

Pemberian Pinjaman Daet

DPRD.

Persetujuan DPRD sebagail

disepakati dalam KUA dan

Ketentuan mengenai tata
dimaksud pada ayat (1) sa

Kota sesuai dengan ketenty

Selisih antara anggaran Pe;

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisi

Dalam hal APBD diperk:
pengeluaran Pembiayaan [
yang pelaksanaannya se
undangan.

Dalam hal APBD diperkira
Pembiayaan Daerah yang
pelaksanaannya sesuai der]

penggunaannys
tentuan peratur

el -

ekening Kas Um

angan sebagaim

. dibatasi untuk pengeluaran
| perundang-undangan.

nna dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam
g Daerah.
|

na dimaksud pada ayat (1)

1 Dana Cadangan.

tang pembentuka
sud pada ayat (5)
lan DPRD atas ran

Pasal 72

ah dilaksanakan

A
[«

mana dimaksud p
PPAS.

cara Pemberian
mpai dengan aya
jan peraturan pe

Pasal 73
va sebagaimana

uran perundang-u

Bagian Keenam
Surplus dan Defi
Paragraf 1
Umum
Pasal 74

ndapatan Daerah (g

suai dengan ket

kan defisit, APBD

gan ketentuan peq
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Sit

ditetapkan sebelum persetujuan
cangan Perda tentang APBD.

h sebagaimana dlinrnaksud dalam Pasal 61 ayat (4)
menganggarkan Pgmberian Pinjaman Daerah yang
tah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD,
koperasi, dan/atay masyarakat.

setelah mendapat persetujuan

ida ayat (2) menjadi bagian yang

l::’injaman Daerah sebagaimana
(3) diatur dalam Peraturan Wali
ndang-undangan.

imaksud dalam Pasal 61 ayat (4)

ngeluaran Pembiayaan lainnya
ndangan.
|

1
!
1

lengan anggaran Belanja Daerah
t APBD.

rakan surplus, AEPBD dapat digunakan untuk
aerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD

entuan peraturan perundang-

dapat didanai dari penerimaan

ditetapkan daléLi.I;n Perda tentang APBD yang

aturan perundang-undangan.




Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a.

o oo

Pemerintah Daerah wajib mel
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin
semester dalam tahun anggardn berkenaan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 2
Surplus
Pasal 75

pembayaran cicilan pokok litang yang jatuh tempo;

penyertaan modal daerah;
pembentukan Dana Cadan

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran pembiayaan
perundang-undangan.

Penetapan batas maksin
maksimal defisit APBDme:
berlaku.
Pemerintah Daerah wajik
dimaksud pada ayat (1) ke
urusan pemerintahan di
anggaran yang berkenaan.

Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalaj
ditutup dari Pembiayaan neto.

Pembiayaan neto sebagai
penerimaan Pembiayaan d¢

PENYU

Wali Kota menyusun rancangan KUA dan ran

dengan mengacu pada ped

Pedoman penyusunan APH
oleh Menteri setelah berk
urusan pemerintahan di
menteri yang menyelenggai

parl,

lainnya sesuai

Pasal 76
aporkan posisi su

dengan ketentuan peraturan

Iplus APBD kepada Menteri dan

tahan di bidang keuangan setiap

Paragraf 3
Defisit
* Pasal 77

1al jumlah  kumy
ngacu pada peraty

» melaporkan po
pada Menteri dan
bidang keuanga

1latif defisit APBD dan batas
iran perundang undangan yang

sisi defisit APBD sebagaimana

menteri yang menyelenggarakan
setiap semester dalam tahun

Pasal 78

dimaksud pada ay
ngan pengeluaran

BAB IV
SUNAN RANCANG

Bagian Kesatu
KUA dan PPAS

Pasal 79

Prnan penyusunan

D sebagaimana din

| Pasal 77 ayat (1) harus dapat
at (1) merupakan selisih antara

Pembiayaan.

AN APBD

cangan PPAS berdasarkan RKPD
APBD.

aksud pada ayat (1) ditetapkan

bordinasi dengan
bidang perencan:ia
rakan urusan pemnx
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menteri yang menyelenggarakan
an pembangunan nasional dan
3In'ntahan di bidang keuangan.




(3)

(4)

(1)

(2)

Dalam hal Wali Kota dan DPR
rancangan PPAS sebagaimana
(enam) minggu sejak rancangs
DPRD, Wali Kota menyampaik
berdasarkan RKPD, rancanga
Kota, untuk dibahas dan dis
sesuai dengan ketentuan perat

(1)

(2)

Rancangan KUA sebagaimal

a. kondisi ekonomi makro
b. asumsi penyusunan AP
c. kebijakan Pendapatan |
d. kebijakan Belanja Daers
e. kebijakan Pembiayaan I
f. strategi pencapaian.

Rancangan PPAS sebagai)
tahapan:
a.
b.

menentukan skala prio:

menentukan prioritas
urusan yang disinkron
tercantum dalam rencas

menyusun capaian Ki
untuk masing-masing H

Wali Kota menyampaikan 1z
dimaksud dalam Pasal 79
kedua bulan Juli untuk d
dan DPRD.
Kesepakatan terhadap rar
dimaksud pada ayat (1) di
paling lambat minggu kedu
KUA dan PPAS yang telah
dimaksud pada ayat (2)
menyusun RKA SKPD.
Tata cara pembahasan ra
dimaksud pada ayat (1) c
peraturan perundang-unda

Kegiatan sebagaimana din
dianggarkan:

a. untuk I (satu) tahun ax
b.

Kegiatan Tahun Jamak sel
memenuhi kriteria paling s

lebih dari 1 (satu) tahunp anggaran dalamj]

na dimaksud pad
daerah;

BD;

Daerah;

ah;

Daerah; dan

ch

mana dimaksud |

itas pembanguna

et

Program dan
kan dengan prior
na kerja pemerint

ayat (1) memuat:

pada ayat (1) disusun dengan

). daerah;

egiatan untuk masing-masing
tas dan Program nasional yang
h setiap tahun; dan

nerja, Sasaran, ¢

in plafon anggaran sementara

= S o R L M P S o |

rogram dan Kegia
Pasal 80

ancangan KUA dal
pada ayat (1) kepie
ibahas dan disep

icangan KUA dan
tandatangani oleh
a bulan Agustus.
disepakati Wali K
menjadi pedoman

ncangan KUA day
lan ayat (2) dilak
ngan.

Pasal 81

ar.

n rancangan PPAS sebagaimana
ida DPRD paling lambat minggu

akati bersama antara Wali Kota

rancangan PPAS sebagaimana
‘Wali Kota dan pimpinan DPRD

pta bersama DPRD sebagaimana
bagi perangkat daerah dalam

|, rancangan PPAS sebagaimana
ukan sesuai dengan ketentuan

D tidak menyepak
dimaksud dalam
in KUA dan ranca
an Rancangan Pe_JJ
n KUA, dan rancs
etujui bersama

uran perundang-ul

Pasal 82

1ggaran; atau

hagaimana dimak
pdikit:

F{s)
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ati bersama rancangan KUA dan
Pasal 80 ayat (1), paling lama 6
ngan PPAS disampaikan kepada
‘da tentang APBD kepada DPRD
angan PPAS vang disusun Wali
tara Wali Kota dengan DPRD
ndangan.

naksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b dapat

Hentuk Kegiatan Tahun Jamak.
ud pada ayat (1) huruf b harus




—

(3)
(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

a. pekerjaan konstrukst
merupakan satu kesat
memerlukan waktu pen,

b. pekerjaan atas pelaksa
berlangsung pada perga

Penganggaran Kegiatan Tal
berdasarkan atas persetuju

Persetujuan bersama sebg
bersamaan dengan penand

Persetujuan bersama sebsz
memuat:

a. nama Kegiatan;

b. jangka waktu pelaksan:
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per ta
Jangka waktu pengang
sebagaimana dimaksud pa

masa jabatan Wali Kota b
merupakan prioritas nasio:

dengan ketentuan peraturan

Kepala SKPD menyusun Ri
dimaksud dalam Pasal 79 ¢

RKA SKPD sebagaimana
menggunakan pendekatan:

a. kerangka Pengeluaran
b. penganggaran terpadu;
¢. penganggaran berdasar;

RKA SKPD sebagaimana di

sebagal bahan penyusuna
jadwal dan tahapan yang
penyusunan APBD yang dif

Dalam hal terdapat penam
darurat termasuk belanja u

menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebaa;.gaimana dimaksud dalam Pasal

79ayat (2) dan ayat (3}.

(1)

Pendekatan Kerangka Pen
dimaksud dalam Pasal 83
Prakiraan Maju.

atas pelaksanaa

Kegiatan yang secara teknis

han untuk mengh
yelesaian lebih day

naan Kegiatan y
intian tahun anggg
hun Jamak sebag

atanganan KUA d
gaimana dimaks

aan Kegiatan;

hun.

gaimana dimakst .

asilkan 1 (satu) Keluaran yang
112 (dua belas) bulan; atau

1g menurut sifatnya harus tetap

|
ran.

himana dimaksud pada ayat (2)

an bersama antall‘?' Wali Kota dan DPRD.
ol

pada ayat (3) ditandatangani
n PPAS.
id pada ayat (3) paling sedikit

rgaran pelaksan
da ayat (1) huru
erakhir, kecuali

hal dan/atau kep(:e1

Kegiatan Tahun Jamak

an

'|b tidak melampaui akhir tahun

,'giatan Tahun Jamak dimaksud
rtingan strategis nasional sesuai

Bagian Kedua
RKA SKPD

Pasal 83

yat (2) dan ayat (

<A SKPD berdasark

{0 — 7

perundang-undamngan.

kan KUA dan PPAS sebagaimana
I

imaksud pada ayg

diatur dalam Perl
retapkan setiap tat

Pasal 84
bahan kebutuhar

dimaksud pa a ayat (1} disusun dengan
Jangka Menengah! Daerah;

dan !
kan Kinerja.

t (1) disampaikan kepada PPKD

n rancangan Perﬁf. tentang APBD sesuai dengan

uran Menteri tentang pedoman
un.

ntuk keperluan i

Pasal 85

geluaran Jangka
ayat (2) huruf a
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| pengeluaran akibat keadaan
mendesak, Kepala SKPD dapat

|
Menengah Daerah sebagaimana

dilaksanakan dengan menyusun




(2) Prakiraan Maju sebagain
kebutuhan anggaran untul
tahun anggaran berikutnya

(3) Pendekatan Penganggaran

ayat (2) huruf b dilakukan

dan penganggaran di lin
rencana kerja dan anggaraz

(4) Pendekatan Penganggarar;

dalam Pasal 83 ayat (2) huy

keterkaitan antara pe
Kegiatan;

a.

b.
C.

hasil dan manfaat yang

efisiensi dalam pencapa

(1) Untuk terlaksananya per
sebagaimana dimaksud
kesinambungan RKA-SKPL
Program dan Kegiatan 2 (g
semester pertama tahun an

(2) Evaluasi sebagaimana din
Program dan Kegiatan
diselesaikan tahun sebelur
tahun yang direncanakan
direncanakan.

(3) Dalam hal Program darj

R

pencapaian prestasi kerjd

dianggarkan pada tahun yal

(1) Penyusunan RKA SKPD ¢
berdasarkan Kinerja sebag
berpedoman pada:

a. indikator Kinerja;
b.
c.
d.

e.

tolok ukur dan Sasarari
standar harga satuan;

rencana kebutuhan BM
Standar Pelayanan Min

Indikator Kinerja sebagain
ukuran keberhasilan yang
direncanakan meliputi mas

(2)

(3) Tolak ukur Kinerja sebagai

ukuran prestasi kerja ya
mempertimbangkan faktoj
pelaksanaan dari setiap Prg
(4) Sasaran Kinerja sebagaimi
Hasil yang diharapkan dai

ana dimaksud ]
. Program dan Ke
dari tahun anggai

Terpadu sebagaill’r
dengan memadu

pada ayat (1) berisi perkiraan
ggatan yang direncanakan dalam

an yang direncanakan.
1;ana dimaksud dalam Pasal 83
an seluruh proses perencanaan

gkungan SKPD
1.

1

y  berdasarkan
uf ¢ dilakukan de

intuk menghasilkan dokumen

inerja sebagaimana dimaksud
gan memperhatikan:

1danaan dengan

diharapkan; dan
ian Hasil dan Kell

Pasal 86

yusunan RKA—S;
dalam Pasal 7
}, kepala SKPD n
ua) tahun angg

{eluaran yang diharapkan dari

[
ararl.

KPD berdasarkan pendekatan
) ayat (2) dan terciptanya
Hengevaluasi hasil pelaksanaan
ran sebelumnya sampai dengan

pgaran berjalan.

aaksud pada aya

yang belum dap

nnya untuk dilal«fis
atau 1 (satu) tah

yang ditetapk

t (1) bertujuan untuk menilai
at dilaksanakan atau belum
sanakan atau diselesaikan pada
un berikutnya dari tahun yang

Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk

n, kebutuhan dananya harus

ng direncanakan.

Pasal 87

Jengan menggun
nimana dimaksud

)

kan pendekatan penganggaran
dalam Pasal 83 ayat (2) huruf ¢

Kinerja sesuai an

D; dan
imal.

alisis standar belanja;

rana dimaksud p
ukan, Keluaran, d
ng akan dicapai

sgram dan Kegiats

ana dimaksud pa
1 suatu Program
40

y akan dicapai dI Ii

r kualitas, kuanti

da ayat (1) huruf a merupakan
Program dan Kegiatan yang
Hasil.

mana dimaksud pada ayat {1) huruf b merupakan

dari keadaan semula dengan
tas, efisiensi, dan efektivitas

1

|
la ayat (1) huruf b merupakan
itau Keluaran yang diharapkan



(2)

(3)

(1)

(4)

()

(6)

dari suatu Kegiatan yang

penggunaan anggaran deng

Analisis standar belanja
merupakan penilaian kewa
untuk melaksanakan suatu

Standar harga satuan
merupakan harga satu
PeraturanWali Kota deng
regional.

Standar Pelayanan Minimx
merupakan tolok ukur Kir
Pelayanan Dasar yang met
diperoleh setiap Warga Neg

RKA SKPD sebagaimana dj

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untulk

Prakiraan Maju untuk tahu
Rencana pendapatan, belaj
ayat (1) dirinci sampai deng
RKASKPD sebagaimana d
mengenai Urusan Pemerin
dan Kinerja yang akan dicg

Rencana pendapatan sebaiaimana dimaksud

Urusan Pemerintahan Dae
objek Pendapatan Daerah.

Rencana pendapatan sebrjtgaimana dimaksy
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya

ketentuan peraturan peru

akan atau tela]

dicapai sehubungan dengan

an kuantitas danfl

sebagaimana di

cualitas yang terukur.
ksud pada ayat (1) huruf b

| Kegiatan.

bagaimana dim

jaran atas beban|kerja dan biaya yang digunakan

ksud pada ayat (1) huruf c

n barang dan
'an  mempertimb

al sebagaimana d

asa yang ditetapkan dengan

angkan standar harga satuan

maksud pada ayat (1} huruf e

upakan Urusan
Ara secara minim

erja dalam mene’ntukan capaian jenis dan mutu

emerintahan Wajib yang berhak

Pasal 88
imalcsud dalam Pﬁa

in berikutnya.

1

sal 83 ayat (1) memuat rencana
tahun yang direncanakan serta

nja, dan Pembiay:
zan rincian objek. !

imaksud pada a
tahan Daerah, orf

Pasal 89

ah, organisasi, kel

dang-undangan.

n sebagaimana dimaksud pada

rat (1) juga memuat informasi
ranisasi, standar harga satuan,

pai dari Program dan Kegiatan.

dalam Pasal 88 ayat (1) memuat
ompok, jenis, objek, dan rincian

ld pada ayat (1) diterima oleh
serta ditetapkan sesuai dengan

Rencana belanja sebagaimana dimaksud daj_am Pasal 88 ayat (1) dirinci atas

Urusan Pemerintahan d
belanja yang masing-masi
objek belanja.
Rencana Pembiayaan sebag
kelompok:

a. penerimaan Pembiayaa

APBD; dan

b.
surplus APBD, yang mi;

rincian objek Pembiayaan.
Urusan Pemerintahan daergh sebagaimana dj

memuat Urusan Pemerintal
fungsi SKPD.

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam P

SKPD selaku PA.

pengeluaran Pembiayaan yang dapat d

erah, organisasi,

ng diuraikan me

raimana dimaksud

n yang dapat di
asing-masing diury

han daerah yang

41

Program, Kegiatan, kelompok
1urut jenis, objek, dan rincian

dalam Pasal 88 ayat (1) memuat

gunakan untuk menutup defisit

igunakan untuk memanfaatkan

aikan menurut jenis, objek, dan

jimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)
likelola sesuai dengan tugas dan

hsal 88 ayat (3) memuat nama




(7) Kinerjayang hendak dicapai sebagaimana di
terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kine

aksud dalam Pasal 88 ayat {3)
ia, dan Sasaran Kinerja.

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) memuat nama

Program yang akan dilaksanakan SKPD dal

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pa
Kegiatan yang akan dilaksa

(1) RKA SKPDyang telah distisun oleh kepala
dalam Pasal 83 ayat (1)
diverifikasi.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Penyiapan Rancangan Peraturan Da

Lnakan SKPD dala

tahun anggaran berkenaan.
al 88 ayat (3) memuat nama

Bagian Ketiga

Pasal 90

n tahun anggaran berkenaan.

prah Tentang APBD

ISKPD sebagaimana dimaksud

lisampaikan kepdda TAPD melalui PPKD untuk

(1) dilakukan oleh TAPD untuk

menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengin:

e

i

k.

(3) Dalam hal hasil verifikasi T
ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan pen

(1) PPKD menyusun rancangg
berdasarkan RKASKPD yarmn

(2) Rancangan Perda tentan
memuat lampiran paling se

a.

b.
C.

= T L S

. perencanaan kebutuhai

KUA dan PPAS;

Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun. anggaran sebelumnya,

dokumen perencanaan
capaian kinerja;
indikator kinerja;
analisis standar belanja
standar harga satuan;

Standar Pelayanan Min
proyeksi perkiraan majt
program dan kegiatan &

ringkasan APBD yan
Pendapatan, Belanja, d:

ringkasan APBD menur
rincian APBD menur

Program, Kegiatan,kelmlnpok, jenis pendag[

rekapitulasi belanja d

daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

rekapitulasi Belanja Ds
Pemerintahan daerah c
negara;

daftar jumlah pegawai

lainnya,;

n BMD;

imal;

ntar RKA SKPD.

APD sebagaimana

Pasal 91

n Perda tentang
g telah disempur

1 untuk tahun angéaran berikutnya; dan

dimaksud pada ayat (1) terdapat
lyempurnaan.

APBD dan dokumen pendukung

akan oleh kepala SKPD.

> APBD sebagali
dikit terdiri atas:
g diklasifikasi I
Pembiayaan;

ut Urusan Pemerit]
-ut Urusan Pem

an kesesuaian

lerah untuk keselg
lan fungsi dalam

42

1ana dimaksud pada ayat (1)
nenurut kelompok dan jenis

itahan daerah dan organisasi;

erintahan daerah, organisasi,
yatan, belanja, dan Pembiayaan;

nenurut Urusan Pemerintahan
|

rasan dan keterpaduan Urusan
terangka pengelolaan keuangan

ver golongan dan per jabatan,;




g. daftar Piutang Daerah;

h. daftar penyertaan modal
i. daftar perkiraan penam|
j. daftar perkiraan penam
k. daftar Kegiatan tahun 4

dianggarkan kembali d4

1. daftar Dana Cadangan;

m. daftar Pinjaman Daerah.

(3) Dokumen pendukung seba

keuangan dan rancangan K
(4) Rancangan Peraturan Wa
dimaksud pada ayat (3) me
a. ringkasan penjabaran !

objek, dan rincian objek

b. penjabaran APBD mer
Program, Kegiatan, ke
belanja, dan Pembiayaa;

c. daftar nama penerima,

d. daftar nama penerima,

Rancangan Perda tentang AP
kepada Wali Kota.

Penyd
Rancangan

(1) Wali Kota wajib mengaj
penjelasan dan dokumen
(enam puluh) hari sebelur
memperoleh persetujuan bJ

(2) Wali Kota yang tidak
sebagaimana dimaksud p
dengan ketentuan peratura

(1} Pembahasan rancangan P
dan DPRD setelah Wali Ko
beserta penjelasan dan
peraturan perundang-unda

(2) Pembahasan rancangan P
ayat (1) berpedoman pada k

a

| daerah dan inve

tasi daerah lainnya;

bahan dan pengur

bahan dan pengui
inggaran sebelum

angan aset tetap daerah;

angan aset lain-lain;
ya yang belum diselesaikan dan

lam tahun anggars
dan

gaimana dimaksu
‘eraturan Wali Ko

li Kota tentang

o

)
]

an yang direncanakan;

d pada ayat (1) terdiri atas nota

a tentang penjabaran APBD.

senjabaran APBD sebagaimana

muat lampiran pa

- Pendapatan, Bel:

1urut Urusan Pc%
[lompok, jenis, ob]
11

alamat penerima, |
alamat penerima, (g
Pasal 92

BD yang telah di

BAB V
PENETAPAN APB]

Bagian Kesatu

‘mpaian dan Pemb

Peraturan Daerah
Pasal 93

ikan rancangan
pendukungnya k
n 1 {satu} bulan [
>rsama antara Wal

mengajukan ramn

A\PBD yang diklasif

ng sedikit terdiri atas:

ikasi menurut kelompok, jenis,
1ja, dan Pembiayaan;

nerintahan daerah, organisasi,
jek, rincian objek pendapatan,

lan besaran hibah; dan

lan besaran bantuan sosial.

isusun oleh PPKD disampaikan

ahasan
tentang APBD

Perda tentang APBD disertai
epada DPRD paling lambat 60
iahun anggaran berakhir untuk
i Kota dan DPRD.

angan Perda tentang APBD

ada ayat (1) dike
11 perundang-un

e
(+

nai sanksi administratif sesuai
ngarn.

Pasal 94

erda tentang APB
ta menyampaik

dokumen penduk
ngan.
erda tentang APE?

RKPD, KUA, dan B
43

dilaksanakan oleh Wali Kota
rancangan Perda tentang APBD
ung sesuai dengan ketentuan

{

D sebagaimana dimaksud pada
PAS.




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Rancangan Peraturan Wali K
Pasal 96 ayat (2) memuat lamp

a.
b.
C.
d.

Persetujuan Rancg

Wali Kota dan DPRD waji

setiap tahun.

Berdasarkan persetujuan b
Kota menyiapkan rancang

Bagian Kedua
ngan Peraturan D

Pasal 95

rsama sebagajm%L,

Herah tentang APBD

b menyetujui bex-f;,ama rancangan Perda tentang
APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelt

m dimulainya tahun anggaran

na dimaksud pada ayat (1), Wali

Peraturan Wali Hota tentang penjabaran APBD.

DPRD dan Wali Kota yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda

tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelu
ha  dimaksud pdda ayat (1)

setiap tahun sebagaim

administratif sesuai dengan

Dalam hal keterlambatan
menyampaikan rancangan
sebagaimana dimaksud d
dimaksud pada ayat (3) tide

Dalam halWali Kota dan D
waktu 60 (enam puluh) h
APBD oleh Wali

anggaran sebelumnya.

Rancangan Peraturan Wali
ayat {1) diprioritaskan unty
bersifat wajib.

Angka APBD tahun anggar
(1) dapat dilampaui apabilal

a. kebijakan pemerintah ¥
APBD; dan/atau
b. keadaan darurat termas

peraturan perundang-u

ringkasan APBD;
ringkasan penjabaran APBI
ringkasan APBD menurut U

rincian APBD menurut Ug
Kegiatan, kelompok, jenis
Pembiayaan,;

rekapitulasi dan kesesuais
organisasi, Program, dan K«

Kota kepada DPRD, W
Peraturan Wali Kota tentamg APBD paling tit

ketentuan perat

penetapan APB
Perda tentang A
lalam Pasal 93

Pasal 96

m dimulainya tahun anggaran
dikenai sanksi
ran perundang-undangan.

) karena Wali Kota terlambat

PBD kepada DPRD dari jadwal

ayat (1), sanksi sebagaimana

k dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

PRD tidak menga
ari sejak disamyj

;.

nibil persetujuan bersama dalam
ikan rancangan Perda tentang

A

Kota tentang APH
k belanja yang ber

an sebelumnya se
terdapat:

rang mengakiba

ne

i Kota menyusun rancangan
9] sebesar angka APBD tahun

D sebagaimana dimaksud pada
-sifat mengikat dan belanja yang

bagaimana dimaksud pada ayat

n tambahan pembebanan pada

suk keperluan mery
ndangan.

Pasal 97

otatentang APBD|

iran yang terdiri a

D sampai dengan 1
Irusan Pemerinta

1desak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam
as:

ncian objek;

an daerah dan organisasi;

usan Pemerintah

objek, rincian o

egiatan;

n daerah, organisasi, Program,
bjek pendapatan, belanja, dan

n belanja menurugtUrusan Pemerintahan daerah,

1




—

T o B B

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Evaluasi Rancangan Peraturg

(1)

. daftar Dana Cadangan;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselas

Pemerintahan daerah dan
negara;
daftar jumlah pegawai per g
daftar Piutang Daerah;
daftar penyertaan modal da
daftar perkiraan penambah
daftar perkiraan penambah

daftar Kegiatan tahun ang
dianggarkan kembali dalam

daftar Pinjaman Daerah;
daftar nama penerima, alan
daftar nama penerima, alan

Rancangan Peraturan Wali
(2) dapat ditetapkan mes
pengesahan dari gubernur

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimta
ali Kota tentang

rancangan Peraturan W
disampaikan paling lamba
mengambil keputusan bers
tentang APBD.

Apabila dalam batas wak
Pemerintah Pusat tidak
sebagaimana dimaksud pi

Peraturan Wali Kota menj a‘lii Peraturan Wali

Dalam hal penetapan

melaksanakan pengeluarar[l setiap bulan pal
tahun anggaran s

jumlah pengeluaran APBD

Pengeluaran setiap bulan
hanya untuk mendanai
peraturan perundang-unda

Penjabaran Rancangan

Rancangan Perda kota te
rancangan Peraturan Wal

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

san dan keterpaduan Urusan

fungsi dalam ks

iolongan dan per j

| tahun anggaran

nat penerima, dan

nat penerima, dan

Pasal 98

Kota sebagaima

.
(»

erah dan investasi

1rangka pengelolaan keuangan

abatan;

daerah lainnya;

an dan pengurangfn aset tetap daerah;

an dan penguran F.in aset lain-lain;

Jgaran sebelumn%'a yang belum diselesaikan dan
ini;

besaran hibah; dan
besaran bantuan sosial.

:dimaksud dalam Pasal 96 ayat

jjadi Peraturan
sebagai wakil Pemg

15 (lima belas) 4
ama dengan Walj

tu 30 (tiga puly
mengesahkan ratu
ada ayat (1), Wal
K

Pasal 99

APBD mengalani
1

Wali Kota setelah memperoleh

rrintah Pusat.

na dimaksud pada ayat (1),
APBD beserta lampirannya
lari terhitung sejak DPRD tidak
Kota terhadap rancangan Perda

) hari gubernur sebagai wakil
ncangan Peraturan Wali Kota
i Kota menetapkan rancangan
fota.

i  keterlambatan, Wali Kota
ng tinggi sebesar seperduabelas

G

sebagaimana dii
keperluan mends
Tigarn.

Bagian Ketiga |
n Daerah tentang
tentang

Pasal 100

ntang APBD yarj
i Kota tentang

45

belumnya.

naksud pada ayat (1) dibatasi
sak sesuai dengan ketentuan

APBD dan Peraturan Wali Kota

APBD

1

2 telah disetujui bersama dan

venjabaran APBD disampaikan

Pusat paling lambat 3 (tiga) hari




sejak tanggal persetujuan
dievaluasi sebelum ditetapK
(2) Rancangan Perda kota ten
tentang penjabaran APBD
dengan RKPD, KUA, dan PP,

(3) Dalam hal gubernur seb:

evaluasi rancangan Perdatentang APBD d

Rancangan Per
an oleh Wali Kota,

tang APBD dan
sebagaimana dir
AS yang disepaka

al

a Kota tentang APBD untuk

ancangan Peraturan Wali Kota
naksud pada ayat (1) disertai
antara Wali Kota dan DPRD.

gai wakil Peme

tentang penjabaran APBD|sesuai dengan kg
undangan, kepentingan umgnum, RKPD, KU

menetapkan rancangan
rancangan Peraturan Wali

Wali Kotasesuai dengan ketentuan peratur

erda Kota tentﬁj
ota tentang pen_‘

(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Peme

evaluasi rancangan Perda fentang APBD dan

tentang penjabaran APB

perundang-undangan, kepéentingan umum,

Wali Kota bersama DPRD

hari sejak hasil evaluasi diterima.

1) Penyempurnaan hasil evalliasi sebagaimana
P
(4} dilakukan Wali Kota melailui TAPD bersa

anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimak

dengan keputusan pimpina
(3) Keputusan pimpinan DPRI
dasar penetapan Perda tent
(4) Keputusan pimpinan DPRI
pada sidang paripurna beri
(5) Keputusan pimpinan D
disampaikan kepada gubes:
tersebut ditetapkan.

Penetapan Per
Peraturan Ws

(1) Rancangan Perda tentang |
penjabaran APBD yang tel
Perda tentang APBD dan Ps

(2) Penetapan rancangan Perg
Kota tentang penjabaran
dilakukan paling lambat tai

(3) Wali Kota menyampaikan
tentang penjabaran APBD
setelah Perda dan Peraturaj

tidak sesuai
I

ntah Pusat menyatakan hasil
rancangan Peraturan Wali Kota
>tentuan peraturan perundang-
PPAS, dan RPJMD, Wali Kota
ng APBD menjadi Perda dan

zl:;baran APBD menjadi Peraturan

serundang-undangan.

intah Pusat menyatakan hasil
rancangan Peraturan Wali Kota
dengan ketentuan peraturan
KPD, KUA, PPAS, dan RPJMD,

elakukan penyer

Pasal 101

npurnaan paling lama 7 (tujuh)

dimaksud dalam Pasal 100 ayat
a dengan DPRD melalui badan

sud pada ayat (1} ditetapkan

n DPRD.
D sebagaimana d

maksud pada ayat (2) dijadikan

ang APBD.
) sebagaimana dis
kKutnya.

PRD sebagaimari
nurpaling lambat

[}

Bagian Keempat

raturan Daerah te
]i Kota tentang Pe:

Pasal 102

A\PBD dan rancang
ah dievaluasi dit{e
raturan Wali Kota

la tentang APBD
APBD sebagaim.

nggal 31 Desemb
Perda tentang
kepada gubernu

n Wali Kota ditetap

a6

1aksud pada ayat (2) dilaporkan

a dimaksud pada ayat (2)
3 (tiga) hari setelah keputusan

itang APBD dan
njabaran APBD

'an Peraturan Wali Kota tentang
tapkan oleh Wali Kota menjadi
tentang penjabaran APBD.

dan rancangan Peraturan Wali
ana dimaksud pada ayat (1)
tahun sebelumnya.

PBD dan Peraturan Wali Kota
I' paling lambat 7 (tujuh) hari
kan.




(4) Dalam hal Wali Kota berhal
tentang APBD dan Peraturg

PELAKSA

(1) Semua Penerimaan dan Pg¢
dilakukan melalui Rekening

(2) Dalam hal Penerimaan dan
ayat (1) sesuai Peraturan
Rekening Kas Umum Daer
Penerimaan dan Pengeluars

PA/KPA, Bendahara Pene
badan yang menerima
menyelenggarakan penats
perundang-undangan.
Pejabat yang menandata
berkaitan dengan surat
pengeluaran atas pelaksan
material dan akibat yang tii
Kebenaran material seba

(2)

(3)

kebenaran atas penggunaan anggaran dan

APBD sesuai dengan kewen

Wali Kota dan perangkat daer
diatur dalam Perda, kecuali di
perundang-undangan.

Penerimaan perangkat daerah
dipergunakan langsung unty
dengan ketentuan peraturan p

(1) Setiap Pejabat dilarang mel
Beban APBD apabila angg:e
tersedia atau tidak cukup t

(2) Setiap pengeluaran atas H
dokumen lain yang dipersa;
(3) Wali Kota dan perangkat d
APBDuntuk tujuan lain dag

angan, pejabat ya

berwenang menetapkan Perda

n Wali Kota tenta

BAB VI
NAAN DAN PENAT
Bagian Kesatu

"

A

Umum
Pasal 103

:ngeluaran Daeral
y Kas Umum Daer;

Pengeluaran Dae
| perundang-und
ah, BUD melakuk

Pasal 104

-imaan/Bendahar
tau menguasai
usahaan sesuai

&

ngani dan/atau
bukti yang m
anan APBD bertan

T

gaimana dimaksy

angan Pejabat ya

H

11 Daerah tersebut:.

mtbul dari penggurllla

g penjabaran APBD.

AUSAHAAN

dianggarkan dalam APBD dan
h yang dikelola oleh BUD.

ah sebagaimana dimaksud pada
ngan tidak dilakukan melalui
an pencatatan dan pengesahan

' Pengeluaran, dan orang atau
uang/kekayaan Daerah wajib
dengan ketentuan peraturan

mengesahkan dokumen yang
jjadi dasar penerimaan atau
sung jawab terhadap kebenaran
an surat bukti dimaksud.

id pada ayat (2) merupakan
Hasil yang dicapai atas Bbban
g bersangkutan.

Pasal 105

ah dilarang melak
tentukan lain sest

Pasal 106
yang merupakan
k pengeluaran, |
erundang-undangd

Pasal 107

akukan tindakan
aran untuk memt
ersedia.

eban APBD dida
makan dengan SP

1

qerah dilarang mel

1 kan pungutan selain dari yang
1ai dengan ketentuan peraturan

Penerimaan Daerah tidak dapat
recuali ditentukan lain sesuai
n.

yang berakibat pengeluaran atas
iélyai pengeluaran tersebut tidak

sérkan atas DPA dan SPD atau

D.
hlcukan pengeluaran atas Beban

1 yang telah diteta
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1]

pkan dalam APBD.




(1) Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetar

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

™ e a0 o P

dan
g.

Keputusan Wali Kota tentang penetapan peja

ayat (1) dilakukan sebelum

Pelaksanaan dan Penatat

Dalam rangka pengelolaa
Rekening Kas Umum Daera

Bank umum sebagaimana
sesuai dengan ketentuan p¢

Penetapan bank umum sel
perjanjian antara BUD den

Dalam pelaksanaan operas
BUD dapat membuka reks
bank yang ditetapkan oleh

Rekening penerimaan seba,
menampung Penerimaan D

Rekening penerimaan seb
sebagai rekening  bers
dipindahbukukan ke Reker
sehari pada akhir hari.

Dalam hal kewajiban pel
secara teknis belum dapa
dilakukan secara berkala y

Rekening pengeluaran sel
sebagai rekening yang me
Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Wali Kot:
Pemindahbukuan dana
pengeluaran pada bank u
atas perintah BUD.

pejabat yang diberi wewe
pejabat yang diberi wewe
pejabat yang diberi wewe
pejabat yang diberi wewe

Bendahara Penerimaan Pembantu dan Be

Pejabat lainnya dalam ra

Pasal 108

{ATl:

nang menandatar

nang menandata.i
nang mengesahkas

nang menandatan

pani SPD;

sani SPM;

h surat pertanggungjawaban;
_;ani SP2D;

ngka pelaksanaan
i
dimulainya tahun

Bagian Kedua

Kas Umum Daeral
Pasal 109

n uang daerah,
h pada bank umuj

dimaksud pada aj
eraturan perundarli
pagaimana dimaksg
gan bank umum yg

Pasal 110

onal Penerimaan
ning penerimaan
Wali Kota.

paimana dimaksug
aerah setiap hari.

I

agaimana dimak:}s
aldo nihil ¥y

Bendahara Penerimaan dan Bendahara PeE_geluaran;

idahara Pengeluaran Pembantu;

APBD.
pat sebagaimana dimaksud pada
anggaran yang berkenaan.

i1sahaan

PPKD selaku BUD membuka
m yang sehat.

at (1) ditetapkan oleh Wali Kota
g-undangan.

iud pada ayat (2) dimuat dalam
ing bersangkutan.

jaerah dan Pengeluaran Daerah,
dan rekening pengeluaran pada

| pada ayat (1) digunakan untuk

ud pada ayat (1) dioperasikan
g seluruh  penerimaannya

ing Kas Umum D

mindahbukuan sg
t dilakukan setiai\]
ang ditetapkan dal
agaimana dimaks
nampung pagu

rencana pengelua
).
dari rekening ps
mum ke Rekening

48

erah sekurang-kurangnya sekali

bagaimana dimaksud ayat (3)
0 hari, pemindahbukuan dapat
am Peraturan Wali Kota.

ud pada ayat (1) dioperasikan
ana untuk membiayai Kegiatan
ﬁan,yang besarannya ditetapkan

snerimaan dan/atau rekening
f‘ Kas Umum Daerah dilakukan




(1) Wali Kota dapat memberi i
penerimaan melalui BUD y

(2} Wali Kota dapat memberi
rekening pengeluaran mela
umum untuk menampung

Pemerintah Daerah berhak
lainnya atas dana yang disim
dan/atau jasa giro yang berlal
undangan.

Biaya yang timbul sehubung
didasarkan pada ketentuan jy
sesuai dengan ketentuan perat

(1) Dalam rangka manajemen:
dan/atau melakukan inves
sementara belum digun:
Keuangan Daerah, tugas d

(2) Deposito dan/atau investa
harus disetor ke Rekening

(1) PPKDmemberitahukan k

menyampaikan rancangan

Pasal 111

zin kepada kepalal
fmg ditetapkan ol
kan izin kepada
lui BUD yang dite
uang persediaan.

Pasal 112
8

memperoleh bung
ipan pada bank b
u sesuai dengan

Pasal 113
an dengan pelayia
rang berlaku pads
uran perundang-u

Pasal 114

kas, Pemerintah
tasi jangka pend

l,

b

S!SKPD untuk membuka rekening
nWali Kota pada bank umum.

kepala SKPD untuk membuka
apkan oleh Wali Kota pada bank

a, jasa giro,dan/atau imbalan
erdasarkan tingkat suku bunga

ketentuan peraturan perundang-

nan yang diberikan oleh bank
. bank yang bersangkutan dan
ndangan.

'Daerah dapat mendepositokan
k atas uang milik Daerah yang

sepanjang
erah, dan kualita
i jangka pendek
(as Umum Daeral

Bagian Ketiga

Penyiapan DPA Sk
Pasal 115
epada kepala

L
§

Peraturan Wali Kota tent

(2) Rancangan DPA SKPD se

DPA SKPD pa_hlr

a:f penjabaran APB]
b

gaimana dimak

S |
yang hendak dicapai, fungsi, Program, Keg:[lz

untuk mencapai Sasaran tersebut, r'zencamal
penarikan dana setiap satuan kerja serta perft

Kepala SKPD menyerah
PPKD paling lambat 6 (
dimaksud pada ayat (1) dis

TAPD melakukan verifikas
SKPD yang bersangkutan.

(1)

(2) Verifikasi atas rancangan
diselesaikan paling lambat

Wali Kota tentang penjabar

) rancangan DPA
>nam) hari setel
ampaikan.

Pasal 116
5i rancangan DPA

DPA SKPD sebag

tidak mengganggu likuiditas
ipelayanan publik.

sebagaimana dimaksud ayat (1)
paling lambat per 31 Desember.

PD

SKPD agar menyusun dan
g lambat 3 (tiga) hari setelah
D ditetapkan.

d pada ayat (1) memuat Sasaran
atan, anggaran yang disediakan
penerimaan dana, dan rencana
Hapatan yang diperkirakan.

KPD yang telah disusun kepada
pemberitahuan sebagaimana

\SKPD bersama dengan kepala

?imana dimaksud pada ayat (1)

15 (lima belas) ha
an APBD.
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1]

ri sejak ditetapkannya Peraturan




(3) Berdasarkan hasil verifiks
mengesahkan rancangan
Sekretaris Daerah.

(4) Dalam hal hasil verifikasi
dengan Peraturan Wali Kq
penyempurnaan rancangat
persetujuan Sekretaris Dae

(5} DPA SKPD yang telah dis
ayat (4) disampaikan keps
kerja yang secara fungsion
(tujuh) hari sejak tanggal d

(6) DPA SKPD sebagaimana ¢
sebagai dasar pelaksanaan

(1) PPKD selaku BUD meny
mengatur ketersediaan d:
rencana penarikan dana yg

(2) Anggaran Kas sebagaiman;
kas masuk yang bersumbg
yang digunakan untuk mer

(1) Dalam rangka manajer
mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerint;
b. ketersediaan dana di Kz

c. penjadwalan pembayar

DPASKPD.

(2) SPD sebagaimana dimakst
ditandatangani oleh PPKD.

Ketentuan lebih lanjut menge

si sebagaimana

imaksud pada ayat (1), PPKD

DPA SKPD set

sebagaimana dim

h mendapatkan persetujuan

sud pada ayat {1) tidak sesuai

bta tentang penja
n DPA SKPD unt
rah.
nhkan sebagaiman
i1la SKPD yang b<|=:
al melakukan pen;
jsahkan.

dimaksud pada a
anggaran oleh kep

Bagian Keempat

bt

nggaran Kas dan
Pasal 117

usun Anggaran
ana dalam mend
g tercantum dal
a dimaksud pada
’r dari penerima

1danai Pengeluara

1

Pasal 118
nen kas, PPKD
ah Daerah;

18 Umum Daerah;

an pelaksanaan

|
1

]

baran APBD, SKPD melakukan
1k disahkan oleh PPKD dengan

1a. dimaksud pada ayat (3) dan
rsangkutan dan kepada satuan
bawasan daerah paling lambat 7

vat (3) dan ayat (4) digunakan
ala SKPD selaku PA.

PD

{as Pemerintah Daerah untuk
naipengeluaran sesuai dengan
m DPASKPD.

ayat (1) memuat perkiraan arus

1. dan perkiraan arus kas keluar

1 Daerah dalam setiap periode.

menerbitkan SPD dengan

lan

nggaran yang tercantum dalam

1d pada ayat (1) d

Pasal 119
nai tata cara pel

siapkan oleh Kuasa BUD untuk

ksanaan penyusunan Anggaran

Kas dan SPD sebagaimana

Peraturan Wali Kota berpedoman pada Per

ketentuan peraturan perund

Pelaks

(1) Bendahara Penerimaan wa

2Emaksud dalam |
g-undangan.

ijib menyetor selu
Kas Umum Daerah paling lambat dalam wak

[

4

anaan dan Penata
Pendapatan Daerg

Pasal 120

50

Bagian Kelimal |:

asal 117 ayat (1) diatur dalam
ituran Menteri sesuai dengan

usahaan
th

uh penerimaannya ke Rekening
u 1 (satu) hari.




(2) Dalam hal kondisi geogra
transportasi, dan keterba
objektif lainnya, penyetorar
dapat melebihi 1 (satu) hari

(3} Setiap penerimaan harus
setoran.

(4) Bukti sebagaimana dimal
elektronik.

(5) Penyetoran penerimaan peé
menggunakan surat tanda ;

(1) Penyetoran penerimaan pes
ayat (5) dilakukan secara tu

(2) Penyetoran sebagaimana di
BUD menerima nota kredit

(3) Bendahara Penerimaan dil

yang dalam penguasaannyd:

a. lebih dari 1 (satu) hari,
dalam Pasal 120 ayat (2

b. atas nama pribadi.

(1) Bendahara Penerimaan px
terhadap seluruh penerima
tanggung jawabnya.
Bendahara Penerimaan
pertanggungjawaban pener

tanggal 10 bulan berikutny.

Bendahara Penerimaan
pertanggungjawaban penes
bulan berikutnya.

PPKD melakukan verifi
pertanggungjawaban penert

rangka rekonsiliasi penerin]

Pengembalian atas kelebihe
terjadi pada tahun yang sa
membebankan pada rekeni;
Pengembalian atas keleb
berulang yang terjadi ¢
membebankan pada rekeni
(3) Pengembalian atas keleb;
berulang yang terjadi

membebankan pada rekenii

fis daerah sulit
tasan pelayanan
penerimaan sebz

dijangkau dengan komunikasi,
jasa keuangan, serta kondisi
baimana dimaksud pada ayat (1)

vang diatur dalari}'
didukung oleh bul

ksud pada ayat

ndapatan sebag

| Peraturan Wali Kota.
kti yang lengkap dan sah atas
(3)

dapat meliputi dokumen

mana dimaksud pada ayat (1)

setorar.

Pasal 121

o

1dapatan sebagaits
inai dan/atau norr

maksud pada ayai
atau dokumen lat

ang menyimparn

kecuali terdapat
); dan/atau

Pasal 122

da SKPD wajib
an dan penyetorat]

pada SKPD
imaan kepada PA
.

=t

1

pada SKPD
rimaan kepada F]

kasi, evaluasi,
'maan sebagaiman
aan.

Pasal 123

1 Penerimaan Dag
ma maupun tahug
g penerimaan yan
jhan Penerimaan
lalam fahun ya
g penerimaan vaj
jhan Penerimaan
pada tahun se
ng belanja tidak ttjﬂ

51

ana dimaksud dalam Pasal 120
funaid.

‘(1) dianggap sah setelah Kuasa
1, yang dipersamakan.

uang, cek, atau surat berharga

keadaan sebagaimana dimaksud

menyelenggarakan pembukuan
1 atas penerimaan yang menjadi

ajib menyampaikan laporan
melalui PPK SKPD paling lambat

ajib menyampaikan laporan
PKD paling lambat tanggal 10

dan analisis atas laporan
a dimaksud pada ayat (3) dalam

rrah yang sifatnya berulang dan
1 sebelumnya dilakukan dengan
g bersangkutan.

 Daerah yang sifatnya tidak
ng sama dilakukan dengan
g bersangkutan.

Daerah yang sifatnya tidak
belumnya dilakukan dengan
rduga.




——
i Y

Pelaksanaan dan Penatausahaan

(1) Setiap pengeluaran harus (didukung bukti y;
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang menhgakibatkan Bebalu
entang APBD dite]

sebelum rancangan Perda
lembaran Daerah.

(3)

Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
pengeluaran keadaan darurat dan/atau
Peraturan perundang-undangan.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pe
lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluarar

Bagian Keenam

Pasal 124

Pasal 125

mengajukan SJEi’P kepada
SKPDberdasarkan SPD atau dokumen lain yai

Belanja Daerah

ang lengkap dan sah mengenai

n APBD tidak dapat dilakukan
rapkan dan diundangkan dalam

rada ayat (2} tidak termasuk
keperluan mendesak sesuai

PAmelalui PPK
1g dipersamakan dengan SPD.

rtimbangan besaran SKPD dan

| pembantu melalui PPK Unit

SKPD berdasarkan SPD atali dokumen lain y' 1g dipersamakan dengan SPD.

(3)

Pengajuan SPP kepada KKA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran

Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain ya:

(4) SPP sebagaimana dimaksud
a. SPP UP;
b. SPP GU;
¢. SPPTU; dan
d. SPP LS.
SPP sebagaimana dimaksud
a. SPP TU; dan

b. SPPLS.

(5)

(1) Penerbitan dan pengajuan
(2) Penerbitan dan pengajuan
Pengeluaran dalam rangka r

(3) Besaran UP dan GU seba
ditetapkan dengan keputuss

(4) Pengajuan SPP UP sebagaj!mana dimaksud

melampirkan keputusan
dimaksud pada ayat (3).

pada ayat (2) dan

Pasal 126

nengganti UP.

in Wali Kota.

pada ayat (1)terdi

ng dipersamakan dengan SPD.

i atas:

ayat (3) terdiri atas:

dokumen SPP [P dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara

gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

pada ayat (1) diajukan dengan
Wali Kota tentang besaran UP sebagaimana

(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dengan

dokumen asli pertanggungja

waban penggunaa

n UP.

52




(1) Bendahara Pengeluaran atay Bendahara Peng
SPPTU untuk melaksanakgn Kegiatan yang
dan/atau SPP UR/GU.

dapat menggunakan SPP LS
(2) Batas jumlah pengajuan S
dengan memperhatikan ri
ditetapkan dengan Peraturaj
(3) Dalam hal sisa TU tidak L
disetor ke Rekening Kas Um

(4) Ketentuan batas waktu penj
(3) dikecualikan untuk:

a. Kegiatan yang pelaksana

b. Kegiatan yang mengalar
sebelumnya akibat peris;

(5) Pengajuan SPP TU sebagain
daftar rincian rencana peng;

(1) Penerbitan dan pengajuan
Pengeluaran untuk pembay
a. gaji dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga ata
c. kepada pihak ketiga
perundang-undangan.
(2) Pengajuan dokumen SPP L
sebagaimana dimaksud pa
Bendahara Pengeluaran

kewenangannya kepada KPj

{

Pengajuan dokumen SPP L
sebagaimana dimaksud ds
Pengeluaran/Bendahara Pe

zunaan dana.

aran.

5 pengadaan barai

S untuk pembays

embantu dalam
A,

S untuk pembays
llam Pasal 128z
:ngeluaran pembas

Pasal 127

PP TU harus me

Rluaran pembantu mengajukan
bersifat mendesak dan tidak

LIdapat persetujuan dari PPKD

1 Wali Kota.
1abis digunakan
im Daerah.
retoran sisa TU se

annya melebihi 1
mi perubahan jad

1ana dimaksud pa

Pasal 128
dokumen SPP

lainnya sesuai

da ayat (1) hurt

Pasal 129

ncian kebutuhan

| dan waktu penggunaannya
cl:alam 1 (satu) bulan, sisa TU

|
bagaimana dimaksud pada ayat

;j;atu) bulan; dan/atau
|

;al dari yang telah ditetapkan

liwa di luar kendali PA/KPA.

dja ayat (1) melampirkan dengan

18 dilakukan oleh Bendahara

g dan jasa; dan

dengan ketentuan peraturan
|

ran pengadaan barang dan jasa
1
]

fi b dapat juga dilakukan oleh
nal PA melimpahkan sebagian

iran pengadaan barang dan jasa

(tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pih

(2) Pengajuan SPP LS dilampir]

sesuai dengan ketentuan p

=]

[

Pasal 130

Berdasarkan pengajuan SP,
(1), PA mengajukan permin
SPM UP.

(1)

P UP sebagaimanal
taan UP kepada EB

Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaim

ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yan

BUD dengan menerbitkan $PM GU.
Berdasarkan pengajuan SHP TU sebagaimana

(3)
(1), PA/KPA mengajukan
menerbitkan SPM TU.

permintaan TU

53

at (1) huruf b oleh Bendahara
ntu, dilakukan paling lambat 3
c ketiga melalui PPTK.

| dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
raturan perundang-undangan.

I
dimaksud dalam Pasal 126 ayat
fuasa BUD dengan menerbitkan

rfla dimaksud dalam Pasal 126
o telah digunakan kepada Kuasa

dimaksud dalam Pasal 127 ayat
kepada Kuasa BUD dengan




(1) Berdasarkan SPP LS yang
Pengeluaran pembantu seb

Pasal 131

Hiajukan oleh Ben

lahara Pengeluaran/Bendahara

gagaimana dimaks

1d dalam Pasal 128 ayat (1), PPK

SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

a.

b. kelengkapan dokumen

ikatan / perjanjian pengs

c.
(2) Berdasarkan hasil verifika

kepada Kuasa BUD.
(3) Dalam hal hasil verifikasi t
SPM LS.

(4) PA/KPA mengembalikan d
memenuhi syarat sebagaim
hari terhitung sejak diterim

(1) Kuasa BUD menerbitkan S
yang ditujukan kepada ban

(2) Penerbitan SP2D sebagain
hari sejak SPM diterima.

(3) Dalam rangka penerbitan ;
BUD berkewajiban untuk:

a. ‘

1!

ketersediaan dana yang

1daan barang/jas
bersangkutan.

okumen SPP LS

anya SPP.

Pasal 132

P2D berdasark
k operasional mi

ana dimaksud p

SP2D sebagaiman

meneliti kelengkapan
Pernyataan Tanggung Ji
b. menguji kebenaran

tercantum dalam perin

memerintahkan pencai
(4) Kuasa BUDtidak menerbi
a. tidak dilengkapi Surat

5PM yang diterbi
awab PA/KPA,;

ah pembayaran;

idak memenuhi s;

kebenaran material surat bukti mengenai

51 sebagaimana di
memerintahkan pembayaran atas Beban AP

lana dimaksud pag

L=

(=

erhitungan tagit

menguji ketersediaan dana Kegiatan yang

ernyataan Tangg

b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalika;
dimaksud pada ayat (4)
diterimanya SPM.

{1) Bendahara Pengeluaran/E

pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan d
beserta bukti transaksi
menguji kebenaran per

pembayaran; dan

b.

menguji ketersediaan d

sendahara Pengel
pkumen pembayai
nya;

hitungan tagihan

ana yang bersang

paling lambat

Pasal 133

an dana sebagai cll
an SP2D yang dialj

n dokumen SPM d;

1

Y

L]

hak pihak penagih;

yvang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan

dan
|
|

naksud pada ayat (1), PA/KPA
3D melalui penerbitan SPM LS
i
arat, PA/KPA tidak menerbitkan

|
Halam hal hasil verifikasi tidak
l!a ayat (3) paling lambat 1 (satu)

i
SPM yang diterima dari PA/KPA
a kerjanya,

da ayat (1) paling lama 2 (dua)

: dimaksud pada ayat (2}, Kuasa

%an oleh PA/KPA berupa Surat

an atas Beban APBD yang

bersangkutan; dan

Asar Pengeluaran Daerah.
ukan PA/KPAapabila:

flg Jawab PA/KPA; dan/atau

ilam hal ketentuan sebagaimana
I1 (satu) hari terhitung sejak

1

’1

|
an yang diterbitkan oleh PA/KPA

aran pembantu melaksanakan

yang tercantum dalam dokumen

utan.
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(2) Bendahara Pengeluaran/Bgndahara Pengelu

A
1

ran pembantu wajib menolak

melakukanpembayaran dari PA/KPA apa
dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penge
jawab secara pribadi atas pgmbayaran yang di

Pasal 134
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluar
Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya
penerimaan potongan dan pajak yang dipungy
Negara.,

Pasal 135

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang me
berkenaan setelah tahun anggdran berakhir.

I

Pasal 136

ara administratif
S kepada PA me
.

(1) Bendahara Pengeluaran sec
penggunaan UP/GU/TU/L
tanggal 10 bulan berikutny

(2) Bendahara Pengeluaran/Be
mempertanggungjawabkan
menjadi tanggung ja
pertanggungjawaban pengegluaran kepada P}
tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Ketentuan batas wakfu  penerbitan
pertanggungjawaban penggluaran dan san

rndahara Pengelug
secara fungsionas
(wabnya

dengan

ila persyaratan sebagaimana

waran pembantu bertanggung

lhksanakannya.
i

pembantu sebagai wajib pungut
wajib menyetorkan seluruh
tnya ke Rekening Kas Umum

nbebani tahun anggaran yang

\Yajib mempertanggungjawabkan

L?lui PPK SKPD paling lambat

ran pembantu pada SKPD wajib

} atas pengelolaan uang yang
) menyampaikan laporan
KD selaku BUD paling lambat

'surat pengesahan laporan
ksi keterlambatan penyampaian
M Peraturan Wali Kota.

laporan pertanggungjawaban ditetapkan dal
(4) Penyampaian pertanggur
Pengeluaran pembantu seq
(2) dilaksanakan setelah d
pengeluaran oleh PA/KPA.
(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawab
pertanggungjawaban penggluaran dana bul

gjawaban Bendal
rara fungsional se
iterbitkan surat p

lhara Pengeluaran/Bendahara
bagaimana dimaksud pada ayat
engesahan pertanggungjawaban

' pada akhir tahun anggaran,
1 Desember disampaikan paling

lambat tanggal 31 Desember.

Pelaks

Pasal 137

(1} Pelaksanaan dan penatausahaan penerima

Bagian Ketujuh
anaan dan Penata
Pembiayaan Daers

nsahaan
' h

!
1 dan pengeluaraan Pembiayaan

Daerah dilakukan oleh kejala SKPKD.
(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan

Daerah sebagaimana dimaksud

n

pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening K

(3) Dalam hal penerimaan d
dimaksud pada ayat {2)

pengeluaran F
esuai ketentuan

55

iUmum Daerah.

embiayaan Daerah sebagaimana

peraturan perundang-undangan




tidak dilakukan melalui Rekening Kas Um)j
pencatatan dan pengesahan penerimaan

Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan Si

anggaran berjalan untuk:
a.
b.

c.

menutupi defisit anggaran;

membayar bunga dan p
melampaui anggaran yang t

e. mendanai kenaikan gaji dar
Pemerintah;
mendanai Program dan Keg
mendanai Kegiatan yang ca
telah ditetapkan dalam D}
diselesaikan sampai denga
tahun anggaran berjalan.

Pemindahbukuan dari reke¢
Daerah dilakukan berdasan
peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rek¢
Daerah sebagaimana dimak
Cadangan yang ditetapka.n}
Cadangan yang bersangku
Pemindahbukuan sebagaim!
pagu Dana Cadangan yan
tahun anggaran yang berke;
tentang pembentukan Dang

(1)

(3)

Pemindahbukuan dari rek
Daerah sebagaimana dim
perintah pemindahbukuan

(4)

Pengalokasian anggaran ui
anggaran yang berkenaan s
tentang pembentukan Dans

(1)

(2) Alokasi anggaran sebagaim
Rekening Kas Umum Daera
(3) Pemindahbukuan sebagain
surat perintah Kuasa BUD

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yané

melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

ana dimaksud pad
g akan digunakay
naan sesuai deng

rning Dana Cadal
aksud pada ayalt
oleh Kuasa BUD 2

esuai dengan juml!
1 Cadangan.

ana dimaksud p
h ke rekening D
nana dimaksud
atas persetujuan

(l

um Daerah, BUD melakukan
an pengeluaran Pembiayaan

Pasal 138
LPA tahun sebelt

\
1
I

mnya digunakan dalam tahun

okok Utang daxll
prsedia mendahullL

| tunjangan Pegaw

t
¥

atan yang belum

paian Sasaran Ki
PA SKPD tahun

n batas akhir pe

Pasal 139

>niing Dana Cada;
an rencana pen

enning Dana Cadall
'sud pada ayat (1)
berdasarkan Perg

mencukupi.

1‘!
n yang ditetapkan dengan Perda

belum tersedia anggarannya;,

/atau obligasi Daerah yang
1i perubahan APBD;

hi ASN akibat adanya kebijakan
i

ersedia anggarannya; dan/atau
lerjanya ditingkatkan dari yang

anggaran berjalan, yang dapat

nyelesaian pembayaran dalam
!

ngan ke Rekening Kas Umum
gunaan Dana Cadangan sesuai

rigan ke Rekening Kas Umum

dilakukan setelah jumlah Dana

la tentang pembentukan Dana

a ayat (2) paling tinggi sejumlah
sesuai peruntukannya pada

Cadangan.

1

Pasal 140

56

ﬁ:ngan ke Rekening Kas Umum

(1) dilakukan dengan surat
as persetujuan PPKD,

ntuk pembentuka;rf Dana Cadangan dalam tahun
ah yang ditetapkan dalam Perda

a Cadangan.

|

nda ayat (2) dilakukan dengan
PKD.

2{ ayat (1) dipindahbukukan dart




Dalam rangka pelaksanaan pe
untuk:

a.

b.

(1)

(1) Pemerintah Daerah menyu

(2) Laporan sebagaimana dim

(1) Laporan realisasi semestd
Pasal 143 menjadi dasar perubahan APBD.

(2) Perubahan APBD sebagai

meneliti kelengkapan peri
SKPKD;

dalam perintah pembayaraz

menguji kebenaran perhitingan pengeluaraél
|
|
1;

menguji ketersediaan dana

menolak pencairan dana,
Pembiayaan tidak memenul

Pengelolaan BMD adalah
kebutuhan dan pengang

ngeluaran Pembiz

ntah pembayarar

1

yang bersangkut

lr(eseluruhan Kegi
garan, pengadaan

Pasal 141

yaan, Kuasa BUD berkewajiban

i
yvang diterbitkan oleh kepala
Pembiayaan yang tercantum

dan

apabila perintah

hi persyaratan yan

Bagian Kedelapa

1
Pengelolaan BMI] !
|

Pasal 142

o |

2

pembayaran atas pengeluaran
o ditetapkan.

|

tan yang meliputi perencanaan
penggunaan, pemanfaatan,

?

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pgmindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan,
pengendalian.
Pengelolaan BMD sebagai
dengan ketentuan peratur

LAPORAN R
ANGGARAN PE
DANPERUBAHAN ANGQ

Laporan Re

prognosis untuk 6 {enam) &

paling lambat pada akhir b

Da

apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan
b. keadaan yang menyeb.?

organisasi, antar unit|

penatausahaan

nana dimaksud p
n perundang-und

EALISASI SEMES
NDAPATAN DAN !
ARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH

sar Perubahan AP

mana dimaksud

dan

BAB VII

Bagian Kesatu
alisasi Semester F

Pasal 143

un laporan reali
ulan berikutnya.

jalksud pada ayat
ulan Juli tahun as

Bagian Kedua

Pasal 144
r pertama APBD

organisasi, anta
57

P8

(1

mbinaan, dan

pengawasan

ada ayat (1) dilaksanakan sesuai
aLlngan.

TER PERTAMA

ELANJA DAERAH

srtama APBD

sasi semester pertama APBD dan

(1) disampaikan kepada DPRD
ggaran berkenaan.

BD

'sebagaimana dimaksud dalam
|

pada ayat (1) dapat dilakukan

asumsi KUA;

bkan harus dilaklikan pergeseran anggaran antar

11 Program, antar Kegiatan, dan




antar jenis belanja;

keadaan yang menyeba
digunakan dalam tahun

keadaan luar biasa.

Pery
Prioritas danPlaf

(1) Perkembangan yang tidak ss
dalam Pasal 144 ayat (2) hus
a. pelampauan atau fidak t
b. pelampauan atau tidak t
c. perubahan sumber dan

(2) Wali Kota memformulasik

bkan SiLPA tah
anggaran berjal

keadaan darurat; dan/atau

Bagian Ketiga

Pasal 145

erealisasinya alo

bahan KUA APBD
bn Anggaran Seme

zsuai dengan asumn
uf a dapat berupa

ercapainya proyek

nnl anggaran sebelumnya harus

y

|
|

{
;dan
ntara Perubahan

|

l;Si KUA sebagaimana dimaksud
terjadinya:

5i Pendapatan Daerah;

el
<l

si Belanja Daerah; dan/atau

enggunaan Pemb
perkembangan y

fayaan daerah.

dng tidak sesuai dengan asumsi

KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IE_CE; dalam rancangan perubahan
KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD,

(3) Dalam rancangan perub

disertai penjelasan mengenai perbedaan asu

sebelumnya.

an KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

si dengan KUA yang ditetapkan

(4) Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disertai penjelasan:
a. Program dan Kegiatan

vang dapat dius

llkan untuk ditampung dalam

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan

APBD tahun anggaran b
capaian Sasaran Kiner]
dalam perubahan APBD
capaian Sasaran Kinerjs
dalam perubahan APBD

F

Pergeseran anggaran dapat di
antar Program, antar Kegiatay
dan/atau antar rincian objek by

{1) Pergeseran anggaran antar
antar Kegiatan, dan ants
Pasall46 dilakukan melalui

(2) Pergeseran anggaran antal
belanja sebagaimana din
perubahan Peraturan Wali [

1aksud
kota tentang Penj

erjalan;

apabila asumsi K

Bagian Keempat

Pasal 146
lakukan antar orn

~lanja.

Pasal 147
organisasi, antar
r jenis belanja

a Program dan 'I<

1 Program dan Kegi
apabila melampatli

ergeseran Anggarat

1, dan antar jenis

legiatan yang harus dikurangi
EA tidak tercapai; dan

anisasi, antar unit organisasi,
' belanja, antar objek belanja,

linit organisasi, antar Program,
sebagaimana dimaksud dalam

perubahan Perd
objek belanja,
dalam

58

i

tentang APBD.

dan/atau antar rincian objek
asal 146 dilakukan melalui
baran APBD.

?




(3) Pergeseran antar objek belamja dalam jenis t
sebagaimana dim

belanja dalam objek belanja
oleh Wali Kota.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksu

diformulasikan dalam Perub
{5) Perubahan Peraturan Wali

dimaksud pada ayat (2) sg

tentang perubahan APBD at:
(6) Perubahan Peraturan Wali

dimaksud pada ayat (5) ditamnpung dalam lapa

a. tidak melakukan perubal

b. pergeseran dilakukan s
APBD.

(7) Ketentuan lebih lanjut meng
Peraturan Wali Kota ses
undangan.

Penggunaan SiLPA Tak

Penggunaan SiLPA tahun
sebagaimana dimaksud dalam
dahulu dalam Perubahan DPA §

Pend

(1) Pemerintah Daerah men
darurat yang belum terse
59ayat (1) dalam rancangan

(2) Dalam hal pengeluaran t
dimaksud pada ayat (1) dil
Pemerintah Daerah tidak

tersebut disampaikan dalan

Penda

(1) Perubahan APBD hanya ds

:

a

elanja dan antar rincian objek

ksud pada ayat (1) ditetapkan

phan DPA SKPD.

han APBD; atau

etelah ditetapkan

d pada ayat (1) dan ayat (2

Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana
lanjutnya diangggrkan dalam rancangan Perda
au ditampung dalén,‘n laporan realisasi anggaran.

Kota tentang pe:m'abaran APBD sebagaimana

ran realisasi anggaran apabila:

senai tata cara pe
Lai dengan ket

Bagian Kelima
1un Sebelumnya I

Pasal 148

sebelumnya un
Pasal 144 ayat (2)
SKPD dan/atau R

Bagian Keenam
anaan Keadaan D
Pasal 149

e

lea Perda tentang perubahan

rgeseran anggaran diatur dalam
ntuan peraturan perundang-

23
»

Nalam Perubahan APBD

|
fuk pendanaan pengeluaran
huruf ¢ diformulasikan terlebih

KA SKPD.

[

irurat

perubahan APBD

intuk mendanai
akukan setelah p

1 laporan realisasi

Bagian Ketujuh
naan Keadaan Lu
Pasal 150

pat dilakukan 1

anggaran, kecuali dalam
Pasal 144ayat (2) huruf e.

(2) Keadaan luar biasa sebagai

yang menyebabkan estimasi penerimaan dax:
mengalami kenaikan atauy penurunan lebi

persen).

eadaan luar bias

sulkan pengeluas
anggarannya seb;

melakukan perubl.

an untuk mendanai keadaan
%gaimana dimaksud dalamPasal
llieadaan darurat sebagaimana
e;rubahan APBD atau dalam hal
ahan APBD maka pengeluaran
anggaran.

]

| o
ar Biasa

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

ana dimaksud

59

sebagaimana dimaksud dalam
'e{da ayat (1) merupakan keadaan
atau pengeluaran dalam APBD
besar dari 50% (lima puluh

pp—




(3) Ketentuan mengenai pertbahan APBD

sebagaimana dimaksud p

a
sesuai dengan ketentuan pej

Dalam hal keadaan luar bias
APBD mengalami kenaikan
dimaksud dalam Pasal 150
baru dan/atau peningka

(1)

dalam tahun anggaran betflfl

Dalam hal keadaan luar biag
APBD mengalami penurunat
dimaksud dalam Pasal 15
dan/atau pengurangan ca
lainnya dalam tahun anggar

(2)

Penyusunan Perubahan

(2) Rancangan perubahan KU
dimaksud pada ayat (1) dib
KUA dan perubahan PPAS j

tahun anggaran yang berker

Perubahan KUA dan pery
bersama DPRD sebagaiman
pedoman perangkat daerah
Perubahan KUA dan perub
disampaikan kepada perang

(2)

a. Program dan Kegiatan b
b. kriteria DPA SKPD yang
c. batas waktu penyampais
d. dokumen sebagai lamry
format RKA SKPD, ana

perencanaan kebutuhan
(3) Penyampaian sebagaimana

minggu ketiga bulan Agusty

(1) Kepala SKPD menyusun
perubahan PPAS sebagaima

sebagai bahan penyusunan

Rancangan perubahan KUA dan rancangan
dimaksud dalam Pasal 15layat (2) disampaiks;
minggu pertama bulan Agustus dalam tahun

ina dimaksud dals
(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ays

la ayat (1) diaty
aturan perundan

Pasal 151

capaian Sasar.
naan.

paian Sasaran
an berkenaan.

Anggaran Pendap
Pasal 152

dan rancangan

saling lambat min
naan.

Pasal 153

lbahan PPAS ¥
ha dimaksud dal
dalam menyusun

aru;

dapat diubah;
RKA SKPD kep

iran meliputi ka

s tahun anggaran

Pasal 154
RKA SKPD berc

11

(¥
-

Bagian Kedelapan

J

2

ahas bersama dan

]

ahan PPAS sebags
[kat daerah diserts|1

2

akibat keadaan luar biasa
dalam Peraturan Wali Kota
undangan.

8 yang menyebabk:an estimasi penerimaan dalam
lebih dari 50% (lix
ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan

na puluh persen) sebagaimana

Kinerja Program dan Kegiatan

5a yang menyebabliﬁnan estimasi penerimaan dalam
.[1 lebih dari 50% (li
0 ayat (2) dapat

ma puluh persen) sebagaimana
dilakukan penjadwalan ulang
inerja Program dan Kegiatan

itan dan Belanja Daerah
i
perubahan PPAS sebagaimana

an1 kepada DPRD paling lambat
nggaran yang berkenaan.

perubahan PPAS sebagaimana
'disepakati menjadi perubahan
gu kedua bulan Agustus dalam

g telah disepakati Wali Kota
l‘ Pasal 152 ayat (2) menjadi
IKA SKPD.

iimana dimaksud pada ayat (1)
i dengan:

da PPKD; dan/atau

,de rekening perubahan APBD,
lisis standar bela:
BMD serta dokunl

dimaksud pada a'.;

."Lja, standar harga satuan dan
ien lain yang dibutuhkan.

yat (2) dilakukan paling lambat
berkenaan.

I

sarkan perubahan KUA dan

Pasal 152 ayat (2).

rancangan Perda
60

- (1) disampaikan kepada PPKD
c:entang perubahan APBD,




Ketentuan mengenai tata card penyusunan RK!
dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 be;
terhadap penyusunan RKA SKFD pada perubah

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(2) huruf b berupa pening
Program dan Kegiatan dari

Peningkatan atau penguyj
Kegiatan sebagaimana di
perubahan DPA SKPD.

Perubahan DPA SKPD me
objek, rincian objek pend
dilakukan perubahan mauj

RKA SKPD yang memuat
SKPD yang akan dianggar
oleh SKPD disampaikan ke]

Verifikasi sebagaimana din
menelaah kesesuaian antaf

Perubahan KUA dan Pe;
Prakiraan Maju yang tel
dokumen perencanaan
capaian Kinerja;
indikator Kinerja;

standar harga satuan;

FRo™e poe o

perencanaan kebutuhai
Standar Pelayanan Min;
j. Program dan Kegiatan g

Dalam hal hasil verifikasi 7
ketidaksesuaian, kepala SK

[

PPKD menyusun rancangdg
pendukung berdasarkan R
disempurnakan oleh kepalsg

Rancangan Perda tentang f

(1) memuat lampiran palin%

a. ringkasan APBD yan
pendapatan, belanja, d3
b. ringkasan APBD menur

analisis standar belanja;

Pasal 155

SKPD sebagaimana dimaksud
iaku secara mutatis mutandis
1 APBD.

Pasal 156

maksud pada 2

dimaksud dalam Pasal 153 ayat
tan atau penguréngan capaian Sasaran Kinerja
yang telah ditetapld:an semula.

angan capaian [§asaran Kinerja Program dan

yat (1) diformulasikan dalam

muat capaian S¢
apatan, belanja,
pun setelah perub

Pasal 157

nada TAPD melalu'i

1aksud pada aya’r!
a RKA SKPD dan j

rubahan PPAS;
ah disetujui;
lainnya;

1 BMD;
imal; dan
intar RKA SKPD ds

APD sebagaimana

%aran Kinerja, kelompok, jenis,
dan Pembiayaan baik sebelum

Hhan.

1
Program dan Kegﬂ:::ttan baru dan perubahan DPA
kan dalam perub#han APBD yang telah disusun

:PPKD untuk diverifikasi.

(1) dilakukan oleh TAPD untuk
a:erubahan DPA SKPD dengan:

1
|
[

ih perubahan DPA SKPD.

PD melakukan pe:

Pasal 158

n Perda tentang|
KA SKPD dan pe
L SKPD.,
erubahan APBD sx
sedikit terdiri atd
g diklasifikasi
in Pembiayaan,;

it

ut Urusan Pemerir

61

dimaksud pada ayat (1)terdapat
1:yempurnaan.

berubahan APBD dan dokumen
rubahan DPA SKPD yang telah

i;;bagajmana dimaksud pada ayat
:
|

nenurut kelompok dan jenis
itahan daerah dan organisasi;




c.
Program, Kegiatan, kelon
d. rekapitulasi Belanja
e.
negara;
f. daftar jumlah pegawai ps
g. daftar Piutang Daerah;
h. daftar penyertaan modal
i. daftar perkiraan penamH
j. daftar perkiraan penamH
k. daftar Kegiatan tahun

dianggarkan kembali d

1.

m. daftar Pinjaman Daerah.,

(3)

APBD.

RancanganPeraturan Wali
sebagaimana dimaksud pad
atas:

(4)

a. ringkasan penjabaran pt

objek, dan rincian objek

b. penjabaran perubahan
organisasi, Program, K¢
belanja, dan Pembiayaat

c. daftar nama penerima, g

d. daftar nama penerima, 4

Rancangan Perda tentang pel
disampaikan kepada Wali Kota.

Pens

Wali Kotawajib menyampaikan
DPRD disertai'penjelasan dan ¢
memperoleh persetujuan bersa
tahun anggaran berkenaan.

X

Dokumen pendukung sebag
keuangan dan rancangan Pg

Bagian Kesembila

lokumen penduk
ma paling lambat

rincian APBD menuryt Urusan Pem
npok, jenis pendap
Daerah dan K
Pemerintahan daerah, onganisasi, Program,

rekapitulasi Belanja Dagrah untuk kesela:
Pemerintahan daerah dan fungsi dalam I(

Kota tentang

srubahan APBD y.
pendapatan, bela;

APBD menurut

1;
lamat penerima, ¢

°r golongan dan pe

daerah dan invest:
ahan dan pengura
ahan dan pengura

1ggaran sebelumns
am tahun anggara

daftar Dana Cadangan daerah; dan
raimana dimaksu?l

eraturan Wali Kotal

a ayat (3) memua

>giatan, jenis, obj

intahan daerah, organisasi,
tan, belanja, dan Pembiayaan,;
»sesuaian  menurut, Urusan
dan Kegiatan,

asan dan keterpaduan Urusan
érangka pengelolaan keuangan

5

1? jabatan;
isi daerah lainnya;
mngan aset tetap daerah;
rzlgan aset lain-lain;
ya yang belum diselesaikan dan
n berkenaan;

i
pada ayat (1) terdiri atas nota
tentang penjabaran perubahan
|
penjabaran perubahan APBD
t lampiran paling sedikit terdiri

]

ng diklasifikasi menurut, jenis,
ja, dan Pembiayaan;

.

Urusan Pemerintahan daerah,
ek, rincian objek pendapatan,

an besaran hibah; dan

lamat penerima,

1n besaran bantuan sosial.

Pasal 159
rubahan APBD y

o

q

ang telah disusun oleh PPKD

1=

tapan Perubahan
Pasal 160

rancangan Perda

1

APBD

A

entang perubahan APBDkepada

b2

nguntuk dibahas dalam rangka
minggu kedua bulan September




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 161

Pembahasan rancangan Perda tentang peru‘tjeli.han APBD dilaksanakan oleh
n

Wali Kota dan DPRD sete
tentang perubahan APBD be

ah Wali Kota
serta penjelasan

yampaikan rancangan Perda
an dokumen pendukung sesuai

dengan ketentuan peraturarn perundang-undaigan.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Peraturarix
Perubahan APBD|

Pasal 162

Pengambilan keputusan mengenai rancangan

Daerah tentang

perda tentang perubahan APBD

dilakukan oleh DPRD bersama Wali Kota palin'

tahun anggaran yang berkenaan berakhir.

Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebag
tidak mengambil keputusarn bersama denganI
Perda tentang perubahan APBD, Wali Kota
telah dianggarkan dalam AP
Penetapan rancangan Perda tentang perub|
ditetapkannya Perda ten
sebelumnya.

Bagian Kesebelas

lambat 3 (tiga) bulan sebelum

imana dimaksud pada ayat (1)
Wali Kota terhadap rancangan
ﬁelaksanakan pengeluaran yang

D tahun anggaran berkenaan.

an APBD dilakukan setelah

g pertangguna“Laiban pelaksanaan APBD tahun

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kotatentang

Penjabaran Perubahan
Pasal 163

Rancangan Perda tentang perubahan APBD ya

rancangan Peraturan Wali Kota tentang
disampaikan kepada gubermur sebagai wakil
3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan R|
perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum di
Rancangan Perda kota te
Wali Kota tentang penjabar
ayat (1) disertai dengan pefubahan RKPD, g
PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan D,
Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemeri
evaluasi rancangan Perda tentang perubahan

APBD

g telah disetujui bersama dan
penjabaran perubahan APBD
emerintah Pusat paling lambat
ncangan Perda Kota tentang
etapkan oleh Wali Kota.
PBDdan rancangan Peraturan
D sebagaimana dimaksud pada
rubahan KUA, dan Perubahan
RD.

tah Pusat menyatakan hasil
\PBD dan rancangan Peraturan

Wali Kotatentang penjabatan perubahan AlP:BD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang 1ebih| tinggi, kepentingan umum,

perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubaha
menetapkan rancangan te
sesuai dengan ketentuan pearaturan perundan

n PPAS, dan RPJMD, Wali Kota

sebut menjadi Ferda dan Peraturan Wali Kota

r-undangan.
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(4) Dalam hal gubernur seb
evaluasi rancangan Perda {
Wali Kota tentang penjs
ketentuan peraturan pery
umum, perubahan RKPD,
Wali Kota bersama DPRD
hari sejak hasil evaluasi dif

Penyempurnaan hasil eval
(4)dilakukan Wali Kota mag
anggaran.

(1)

(2) Hasil penyempurnaan se
dengan keputusan pimpina
Keputusan pimpinan DPR

dasar penetapan Perda ten

(3)

(4) Keputusan pimpinan DPRI
pada sidang paripurna beri
(5) Keputusan pimpinan D
disampaikan kepada gube:
(tiga) hari setelah keputusg

AKUNTANS
P

Akur

(1) Akuntansi Pemerintah Dae
a. Kebijakan Akuntansi P¢
b. SAPD; dan
c. BAS untuk Daerah,
sesuai dengan ketentuan p

(2) Akuntansi Pemerintah I
dilaksanakan oleh entitas =

(1) Kebijakan Akuntansi Peme
165ayat (1) huruf a, meliy
kebijakan akuntansi akun,

(2) Kebijakan akuntansi pelag
(1) memuat penjelasan ats:
sebagai panduan dalam pe

(3) Kebijjakan akuntansi akur
definisi, pengakuan, pel
transaksi atau peristiwa se

agai wakil Peme
entang perubahas
baran perubaha
ndang-undangan
perubahan KUA
melakukan penye
erima.

Pasal 164
nasi sebagaimana

intah Pusat menyatakan hasil
APBD dan rancangan Peraturan
APBD tidak sesuai dengan
yang lebih tinggi, kepentingan
Perubahan PPAS, dan RPJMD,
mpurnaan paling lama 7 (tujuh)

dimaksud dalam Pasal 163 ayat

lalui TAPD bersa

bagaimana dima

?a dengan DPRD melalui badan
1

sud pada ayat (1) ditetapkan

in DPRD,
D sebagaimana di
tang perubahan
sebagaimana di
kutnya.

PRD sebagaimas
nur untuk perub

[

[

D)

BAB VIII
I DAN PELAPORAI
EMERINTAH DAE'IE
Bagian Kesatu
1tansi Pemerintahl

Pasal 165

rah dilaksanakan
»merintah Daerah;,

’

peraturan perundaj

Daerah sebagaimg
kuntansi dan enti

Pasal 166

rintah Daerah seb;
uti kebijakan

oran keuangan s
s unsur-unsur 1
nyajian pelapor

1 sebagaimana din
ngukuran, penil

suai dengan SAP.
64

maksud pada ayat (2) dijadikan
'BD.

naksud pada ayat (2) dilaporkan
|

a dimaksud pada ayat (2)
than APBD kota paling lambat 3

n tersebut ditetap‘k:an.

N KEUANGAN

i
|
|
AH

Daerah

erdasarkan:

k
L
|
1
|
!
|

g-undangan.

ma dimaksud pada ayat (1)
%as pelaporan.

aoaimana dimaksud dalam Pasal
ntansi pelaporan keuangan dan

i)agaimana dimaksud pada ayat
poran keuangan yang berfungsi
ﬁ:euangan.

naksud pada ayat (1) mengatur
tan, dan/atau pengungkapan




(1) SAPD sebagaimana dimaks
pilihan prosedur dan tek
transaksi, pencatatan pada |
neraca saldo dan penyajian I

(2} Penyajian laporan keuangal
sedikit meliputi:

laporan realisasi anggara

laporan perubahan saldg

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuit

® ™o Q0 TP

catatan atas laporan keu

SAPD sebagaimana dimaksu
dan sistem akuntansi SKPD)

(3)

(1) BAS untuk Daerah sebagain
merupakan pedoman bagi |}
akun yang menggambarkas
lengkap.
BAS untukDaerah sebagairn
mewujudkan statistik keuar
selaras dan terkonsolidasi
Daerah, yang meliputi pen
keuangan.
Tujuan BAS untuk Daeral
dengan bagan akun stand
Peraturan Pemerintah.

(2)

Pelaporan |

Pelaporan keuangan Pemeri
penyajian laporan keuangs;
sebagai hasil konsolidasi
akuntansi.

(2) Laporan keuangan SKPD sqg
disajikan oleh kepala SKP
sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggarg

b. neraca;
¢. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuit

Pemerintalh Daers
h struktur APBD

Pasal 167

1d dalam Pasal
nik akuntansi

|65 ayat (1] huruf b, memuat

urnal, posting ke

alam melakukan identifikasi
alam buku besar, penyusunan

n sebagaimana ¢

aporan keuangani|,

11,

anggaran lebih;

as; dan
angan.
d pada ayat (1) m

Pasal 168

nana dimaksud d

J:maksud pada ayat (1) paling

aliputi sistem akuntansi SKPKD

1

lam Pasal 165 ayat (1) huruf c

1gan dan laporan
antara Pemerin

nana dimaksud p

1 dalam melakukan kodefikasi

dan laporan keuangan secara

Ada ayat (1) bertujuan untuk
keuangan secara nasional yang
dih Pusat dengan Pemerintah

[+

ganggaran, pela

y sebagaimana d

sanaan anggaran dan laporan

naksud ayat (2) diselaraskan

ar Pemerintah P

Bagian Kedua

Leuangan Pemerin

Pasal 169

1:sat vang ditetapkan dengan
|
|
|

ah Daerah

1t

bagaimana dim

11,

as; dan

65

ntah Daerah merul
an Pemerintah [i)
atas laporan kej

D selaku PA seb‘

pakan proses penyusunan dan
aerah oleh entitas pelaporan
nangan SKPD selaku entitas

slud pada ayat (1) disusun dan
1gai Entitas Akuntansi paling

|
|
|




c.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dim

kepada Wali Kota melalui
anggaran berakhir sesuai d

(1)

Entitas Pelaporan untuk
memenuhi pertanggungjaw

Laporan keuangan Pemerir
paling sedikit meliputi:
laporan realisasi anggan
laporan perubahan sald
neraca;

laporan operasional;
laporan arus kas;
laporan perubahan eku

m e Ao g

catatan atas laporan ke
(3) Laporan keuangan Pemerir
disampaikan kepada Wali
(tiga) bulan setelah tahu

peraturan perundang-unda

(1)

Laporan keuangan Pemeri

catatan atas laporan ke

Laporan keuangan Pemeri
169ayat (1) disusun dan d

langan.

<sud pada ayat (1) disampaikan

PPKD paling lam
engan ketentuan

Pasal 170

isajikan oleh kep
disampaikan ker
aban pelaksanaan
1tah Daerah seba;

an;
o0 anggaran lebih;

itas; dan
nangan.
1tah Daerah sebag

Kota melalui Sek
n anggaran bers

1tah Daerah sebag

at 1 (satu) bulan setelah tahun
eraturan perundang-undangan.

raimana dimaksud dalam Pasal
1a SKPKD selaku PPKD sebagai
ada Wali Kota dalam rangka
APBD.

paimana dimaksud pada ayat (1)

aimana dimaksud pada ayat (1)
retaris Daerah paling lambat 3
¢hir sesuai dengan Lketentuan

ngan.

Pasal 171
ntah Daerah seba

)

1
I

paimana dimaksud dalam Pasal

170 ayat (1) dilakukan revi
dengan ketentuan perat

kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk d

imtah Daerah seba
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keua

(2) Laporan keuangan Peme

setelah tahun anggaran be

Pemeriksaan laporan keua
(2) diselesaikan selambat-1;
keuangan dari Pemerintah

Dalam hal Badan Pemerik
pemeriksaan paling lambat
dari Pemerintah Daerah,
pelaksanaan APBD diajuka

(4)

Wali Kota memberikan tanggaj
hasil pemeriksaan Badan
Pemerintah Daerah sebagaimay

1 oleh aparat pen

an perundang-ul

awas internal pemerintah sesuai
ndangan sebelum disampaikan

akukan pemeriksaan.
;:;imana dimaksud pada ayat (1)

T]
akhir,
ngan oleh BPK s¢
ambainya 2 (dua)
aerah.

sa Keuangan beltwij
2 (dua) bulan se !
rancangan Perd;
n kepada DPRD.

14

o

Pasal 172

pan dan melakuka
Pemeriksa Keuan

1igan paling lambat 3 (tiga) bulan

}Eaagaimana dimaksud pada ayat
bulan setelah menerima laporan

m menyampaikan laporan hasil
lah menerima laporan keuangan
1 tentang pertanggungjawaban

|

1 penyesuaian terhadap laporan

lgan atas laporan Kkeuangan

na dimaksud Pasd

66

1170 ayat (3).
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(1) Dalam rangka memenuhi

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

daerah, PA menyusun dan

Pasal 173

kewajiban pen

Mampaian
menyajikan lapora

informasi keuangan
n keuangan SKPDbulanan dan

semesteranuntuk disampailfan kepada Wali I}ualta melalui PPKD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memenuhi
daerah, PPKD menyusun dan menyajikan 1
semesteran untuk disampaikan kepada
menyelenggarakan urusan

ketentuan peraturan perun;g

PE

Wali Kota menyampaikan
pelaksanaan APBD kepada
telah diperiksa oleh Bada
Kinerja dan laporan keuan
tahun anggaran berakhir.

Rancangan Perda tentg
sebagaimana dimaksud psz

pemerintahan
langan.

BAB IX
NYUSUNAN RPP A]
Pasal 174

|
PBD

kewajiban peny émpaian informasi keuangan

poran keuangan bulanan dan
‘Menteri dan menteri yang
di bidang keuangan sesuai

DPRD dengan d
n Pemeriksa Kell.l
gan BUMD paling

rancangan Perda
iFampiri laporan keuangan yang
angan

tentang pertanggungjawaban

serta ikhtisar laporan
lambat 6 (enam) bulan setelah

Ing pertanggun
da ayat (1) dib

untuk mendapat persetujus
Persetujuan bersama ranc

bersama.
gan Perda seba

awaban pelaksanaan APBD
1as Wali Kota bersama DPRD
|

4

caimana dimaksud pada ayat (2)

i
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali

Kota menyiapkan ranc
pertanggungjawaban pelak

Rancangan Perda kota ten
telah disetujui bersama
penjabaran pertanggungj

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pa

sejak tanggal persetujuan
pelaksanaan APBD untuk

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemer

gan Peraturan
anaan APBD.

Pasal 175

dan rancangan

g pertanggungj

ali Kota tentang penjabaran

aiwaban pelaksanaan APBD yang
Peraturan Wali Kota tentang
an APBD disampaikan kepada

ancangan Perda
ievaluasi sebelu

evaluasi rancangan Perdal kota tentang p

APBD sudah sesuai deng
APBD, dan telah menind

Pemeriksa Keuangan, Waii Kota menetap

menjadi Perda.

Dalam hal gubernur seb
evaluasi rancangan Perda
bertentangan dengan perd

Pemeriksa Keuangan, Wali

Perda tentang
anjuti temuan 1

gai wakil Peme

tentang pertangg
a tentang APBD,
dan tidak menindaklanjuti temuan lapa

Kota bersama D

ke

Ihg lambat 3 (tiga) hari terhitung
pta tentang pertanggungjawaban

ditetapkan oleh Wali Kota.
0

tah Pusat menyatakan hasil
rtanggungjawaban pelaksanaan
PBD, Perda tentang perubahan
oran hasil pemeriksaan Badan
rancangan Perda tersebut

tah Pusat menyatakan hasil
ngjawaban pelaksanaan APBD
erda tentang perubahan APBD,
an hasil pemeriksaan Badan
RD melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
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(1) Dalam hal dalam waktu 1
tentang pertanggungjawaba
mengambil keputusan bersz
tentang pertanggungjawabal
menetapkan Peraturan Wal
APBD.

(2) RancanganPeraturan Wali
ditetapkan setelah memy

Pemerintah Pusat.

(3) Untuk memperoleh penge
rancangan Peraturan Wali
APBD beserta lampiranny
terhitung sejak DPRD tidak

terhadap rancangan Perda t

Dalam hal dalam batas wa
Pemerintah Pusat tidak
sebagaimana dimaksud pa
Peraturan Wali Kotatersebut]

(4)

KEKAYAAN I

Peng

kekayaan daerah wajib
diselesaikan seluruhnya den

Pemerintah Daerah mempu
sesuai dengan ketentuan pe

Piutang Daerah yang tidak

Piutang Daerah dapat dihapusk,
dengan ketentuan pe

sesuai
mengenai penghapusan piutan

Daerah yang cara penyelesaiant

perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut

ama dengan Wali
k‘x pelaksanaan A
i Kota tentang pei

me
mengakibatkan masalah perdat
(4) dan penghapusan Piutang Il

Pasal 176

(satu) bulan sej
n pelaksanaan A

' diterimanya rancangan Perda
]?fD dari Wali Kota, DPRD tidak
K*‘ota terhadap rancangan Perda
FPD, Wali Kota menyusun dan
tanggungjawaban pelaksanaan

1
!
1
na

Kota sebagaima
eroleh  pengesal

dimaksud pada ayat (1)

an  gubernur sebagai  wakil

11

sahan sebagaima

a disampaikan |
mengambil kepu

nengesahkan r

BAB X

Bagian Kesatu

Pasal 177

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk men

mengusahakan
igan tepat waktu.

nyai hak mend

yang mengaki

Pasal 178

an secara mutlak

[y
=}

Pasal 179

Daerah sebagaim

Kota tentang per

entang pertanggun
\
ktu 15 (lima bela

da ayat (3), Wali
menjadi Peraturai

DAERAH DAN UTA]

dapat diselesaika
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturle
Penyelesaian Piutang Daers:
dilakukan melalui perdama;
penyelesaiannya sesuai deng

jan, kecuali mengg
]
san ketentuan pers

raturan perundaj
negara dan Dae
1ya dilakukan ses

ngenai penyeles
'a sebagaimana d

na dimaksud pada ayat (2),
Eanggunawaban pelaksanaan
yaling lambat 7 (tujuh) hari
san bersama dengan Wali Kota
gjawaban pelaksanaan APBD.

5) hari gubernur sebagai walkil
cangan Peraturan Wali Kota
}Kota menetapkan rancangan
1 Wali Kota.

1

NG DAERAH

elolaan Piutang Daérah

1

gel:lola pendapatan, belanja, dan
aligar setiap Piutang Daerah

ahGlui atas piutang jenis tertentu
raturan perundanﬁ]-undangan.

; seluruhnya dan tepat waktu,
n perundang-undangan.

atkan masalah perdata dapat
'nai Piutang Daerah yang cara
Hturan perundang-undangan.

s

|
fatau bersyarat dari pembukuan
ng-undangan yang mengatur
éah, kecuali mengenai Piutang
ai dengan ketentuan peraturan

|
|
|

]

cflan Piutang Daerah yang
imaksud dalam Pasal 177 ayat
lrJa dimaksud dalam Pasal 178,
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diatur dalam Peraturan W
perundang-undangan.

Peng

Pemerintah Daerah dapat n
manfaat ekonomi, sosial, dan/

Pengel

Pengelolaan BMD meliputi razs
ketentuan peraturan perundar

Pengelolaan U

(1) Wali Kota dapat melakuk
peraturan perundang-unda

(2) Wali Kota dapat melakuk
perundang-undangan.

(3) Biaya yang timbul akik
dibebankan pada anggaran

(1) Pemerintah Daerah membentuk BLUD
pelayanan kepada mas_?rarakat sesuai

perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkat,
dimaksud pada ayat (1), W
dalam Peraturan Wali Kotal

(3) Pejabat pengelola BLUD s
jawab atas pelaksanaan

Kegiatan pelayanan umum
dihasilkan.

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana di

meliputi:
a. penyediaan barang dan/at:
b. pengelolaan dana khusus

nli Kota sesuail

Bagian Kedua
relolaan Investasi [

Pasal 180

nelakukan invests
ntau manfaat lainr

Bagian Ketiga
olaan Barang MiliK
Pasal 181

1gkaian Kegiatan |3
1 g-undangan.

Bagian Keempat|
tang Daerah dan H

Pasal 182

ran pengelolaan [
Ingan.

at pengelolaan
Belanja Daerah.

BAB XI
BLUD

Pasal 183

kan pelayanan Ke
/ali Kota menetapll
yang dilaksanakai

kebijakan fleksi
terutama pada as]

Pasal 184

dengan ketentuan peraturan

daerah

L§i dalam rangka memperoleh
1ya.

t Daerah

i
1
J%engelolaan BMD sesuai dengan

injaman Daerah

1
.
1
1

litang sesuai dengan ketentuan

AN pinjaman sesu:rlli dengan ketentuan peraturan

?Jtang dan Pinjaman Daerah

!da,lam rangka meningkatkan
dengan ketentuan peraturan

rpada masyarakat sebagaimana
tan kebijakan fleksibilitas BLUD
7:1 oleh pejabat pengelola BLUD.

ebagaimana dime}k:sud pada ayat (2) bertanggung

ilitas BLUD dalam pemberian

J:ek manfaat dan pelayanan yang
|

aksud dalam Pasal 183

U jasa layanan un
untuk meningkat
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ayat (1)

Tum;

|

kan ekonomi dan/atau layanan

i

|




kepada masyarakat; dan/at4g

pengelolaan wilayah/kawa
perekonomian masyarakat a|

c.

(1) BLUD merupakan bagian da

(2) BLUD merupakan kekayaak'x

untuk menyelenggarakan K
ketentuan peraturan perund

(3) BLUD menyusun rencana bi
(4) Laporan keuanganBLUD dis

Pembinaan keuangan BLUD dil

dilakukan oleh kepala SKPD ya
yang bersangkutan.

(1) Seluruh pendapatan BLUL
belanja BLUD yang bersangh
(2) Pendapatan BLUD sebagaim
yvang diperoleh dari aktivita
kebutuhan.

Rencana bisnis dan anggaran se

dan disajikan sebagai bagian
anggaran, APBD serta laporan k

PENYELESAIAN

Setiap kerugian Keuangan Da

hukum atau kelalaian seseor
ketentuan peraturan perundang

(1} Setiap bendahara, Pegawai
karena perbuatannya melar
langsung atau tidak langsui
kerugian dimaksud.

(2} Ketentuan mengenai penyel
dimaksud dalam Pasall9
penggantian kerugian,

h

111

san tertentu
tau layanan umusz

1

Pasal 185
ri Penigelolaan Ket
daerah yang f

Tttuk tujuan meningkatkan
1,

angan Daerah.
lak dipisahkan yang dikelola

pgiatan BLUD yar
ang-undangan.

¢!

nsun berdasarkan
Pasal 186

akukan oleh PPK
ng bertanggungja

[

Pasal 187

snis dan anggaran|

dapat digunakan

g bersangkutan sesuai dengan
|

SAP.
|
|
|

dan pembinaan teknis BLUD

|
D
vab atas Urusan Pemerintahan

langsung untuk membiayai

cLtan.

ana dimaksud pa(

s peningkatan k

la ayat (1) meliputi pendapatan

Pasal 189

rta laporan keuat

)
vang tidak terpiss

?Iitas pelayanan BLUD sesuai

\
gan dan Kinerja BLUD disusun

Lhka'n dari rencana kerja dan

euangan dan Kine

BAB XII
KERUGIAN KEU/
Pasal 190

erah yang disebal
ang wajib seger
-undangan.

<

Pasal 191

ASN bukan bend
ggar hukum atalj

g merugikan Ke

r]a Pemerintah Daerah.

\NGAN DAERAH

pkan oleh tindakan melanggar
L diselesaikan sesuai dengan

ahara atau pejabat lain yang
inelalalkan kewajibannya, baik
ngan Daerah wajib mengganti

esaian kerugian
Dberlaku  secara

70

i

[euangan Daerah sebagaimana
mutatis mutandis terhadap




(3) Ketentuan lebih lanjut m
sebagaimana dimaksud ps
perundang-undangan.

INFOR]

(1) Pemerintah Daerah me

diumumkan kepada masya]

(2) Informasi keuangan daersz

sedikit memuat informasi y

keuangan.

(3) Informasi keuangan daerat
untuk:

a. membantu Wali Kota

Pengelolaan Keuangan |}

b. membantu Wali Kota da

c. membantu Wali Kota
Daerah;

d. menyediakan statistik Kk

e. mendukung keterbukad

f. mendukung penyelengg

g. melakukan evaluasi Pes

Informasi keuangan daerz:
mudah diakses oleh masys
menteri yang menyelenggar

PEMB

Pembinaan dan pengawasar
olehWali Kota bagi perangkat d

(1) Pembinaan sebagaimana di
fasilitasi, konsultansi, pg
pengembangan.

(2) Pengawasan sebagaimana ¢

audit, reviu, evaluasi,
pengawasan lainnya ses
undangan.

erigenai tata carg
ida ayat (1) sesu

BAB XIII
MASI KEUANGAN

Pasal 192

]

nyediakan infor

|

penggantian kerugian Daerah
i dengan ketentuan peraturan

|
DAERAH

fas:i keuangan daerah dan

rakat.

th sebagaimana g
enganggaran, peld

1 sebagaimana di

limaksud pada ayat (1) paling
lksanaan anggaran, dan laporan

dalam menyusun

Daerah;

lam merumuskan

euangan Pemerint
n informasi kepacli
zaraan sistem info

1gelolaan Keuang

|
naksud pada ayat (1} digunakan
‘anggaran daerah dan laporan

i{ebijakan Keuangan Daerah;

dalam melakukai:n evaluasi Kinerja Keuangan

ah Daerah;

é. masyarakat;

masi keuangan daerah; dan
‘ Daerah.

1h sebagaimana
rakat dan wajib
akan urusan pe

q

1116

BAB XIV

NAAN DAN PENG4
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 193

t  Pengelolaan K
aerah.

Pasal 194

'maksud dalam P&ii_
ndidikan dan ps

Jimaksud dalam
pemantauan, bij]
uai dengan ketg

71

il

limaksud pada ayat (2) harus
isampaikan kepada Menteri dan
rintahan di bidang keuangan.

AWASAN

1
v

angan Daerah dilaksanakan

——g———

éal 193 dilakukan dalam bentuk

slatihan, serta penelitian dan

asal 193dilakukan dalam bentuk

ﬁbingan teknis, dan bentuk
entuan peraturan perundang-




Ketentuan lebih lanjut menge
dimaksud dalam Pasal 193 da
perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Untuk mencapai Pengelolq
efisien, transparan, dan 4
internal atas penyelenggarag

Ketentuan mengenai penyelenggaraan

sebagaimana dimaksud pa
perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengs
|

dalam APBD dilakukan
pengevaluasian,

Supervisi, pemantauan dan
sebagaimana dimaksud pad:

membiayai Urusan Pemerintahan yang m

a. memastikan bahwa DH
sesuai dengan prioritas
yang diatur dalam Perati

b. memastikan bahwa DA

membiayai Urusan Per
terutama untuk peny

perundang-undangan; dan
memastikan bahwa DAIK sudah diman

membiayai Urusan Pem

kewenangan daerah dan sesuai dengan
anggarah yang berkenaan.

Pemerintah Daerah mene:ijkan sistem perm

dalam Pengelolaan Keuang

Penerapan sistem pemerint;
pada ayat (1) dapat dilakuk
dan/atau kapasitas Pemerir

ditetapkan Peraturan Daeraly ini.

Pemerintah Daerah wajib
elektronik di bidang Pengelg
sedikit meliputi:

a. penyusunan Program daij
b. penyusunan rencana kerj
C. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan |}

Pasal 195

nai pembinaan

n pengawasan sebagaimana

Pasal 196

an Keuangan Dg
kuntabel, Wali
n Kegiatan peme

Ele S s

si
la ayat (1) sesu

#
Lw

Pasal 197

dengan caras

pengevaluasian pe

H sudah dimanf
6
[

daerah termasuk
iran perundang-u
U sudah diman
nerintahan yang
ediaan pelayana

1]
I3

n Pasal 194sesuall

1 ayat (1) bertujuaru1

dengan ketentuan peraturan

lerah yang ekonomis, efektif,
[ota melakukan pengendalian
ntahan di Daerah.

Stem pengendalian internal
i denganketentuan peraturan

sunaan DBH, DAU, dan DAK
Upervisi, pemantauan, dan

ngunaan DBH, DAU, dan DAK
untuk:

datkan secara optimal untuk
njadi kewenangan daerah dan
Urusan Pemerintahan tertentu
\dangan;

jatkan secara optimal untuk
menjadi kewenangan daerah
publik sesuai Peraturan

erintahan pada K

Pasal 198

1 Daerah.

an berbasis ele
an secara berta

B

faatkan secara optimal untuk

egiatan khusus yang menjadi
prioritas nasional pada tahun

erintahan berbasis elektronik

tronik sebagaimana dimaksud
p disesuaikan dengan kondisi

v )

1tah Daerah palin

menerapkan si
laan Keuangan Dg

| Kegiatan dari ren
a SKPD;

Daerah;
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)
O,
=

o]

lambat 3 (tiga) tahun setelah
stem pemerintahan berbasis
lerah secara terintegrasi paling

.
-

ana kerja Pemerintah Daerah;




e. pelaksanaan dan penats
f. akuntansi dan pelaporaj

g.

KETENTUAN PENU

Pada saat Peraturan Daerah i
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

(Lembaran Daerah Kota Baub
tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Daerah

yang berkaitan dengan pengglolaan keuangan

pengadaan barang dan j

usahaan Keuange

n; dan
asa

BAB XV
I

Pasal 199

ni mulai berlaku,

hu Tahun 2009 Nt

Pasal 200
ini muiai berlakl.tt

P;’eraturan Daerah Kota Baubau
Pengelolaan Keuangan Daerah
mor 3}, dicabut dan dinyatakan

; semua produk hukum daerah
daerah dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai beE
Agar setiap orang mengetahluinya, memerin |
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemb

Diundangkan di Kota Bauhb
pada tanggal, 8§ Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SITYT MUN

LEMBARAN DAERAH KOTA B

NOREG PERATURAN DAE
TENGGARA NOMOR (2/13/2(

Pasal 201

aku pada tanggal

all

AUBAU TAHUN 20

RAH KOTA B
12.3).

4
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\UBAU PROVINSI

diundangkan.

talhkan pengundangan Peraturan
Aran Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 8 Juni 2023

WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

23 NOMOR . &.

SULAWESI




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTABAUBAU
NOMOR TAHUN 20 23
TENTANG ||
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah jang menggantikslm Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemnerintahan DaeraJtIi merupakan dinamika dalam
intahan Daerah||| dalam rangka menjawab
permasalahan yang terjadi pada Peml rintahan Daerah. Perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah yang djatur dalam Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeﬁnt.J—T\ 1an Daerah telah memberikan
dampak yang cukup besar bagi berbagai eraturan perundang-undangan
vang mengatur mengengi Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan

mengenai Pengelolaan Kquangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang ljndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan| Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah juga|mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, yaitd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nérfnor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Undang—Undang! Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung|lJawab Keuangan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004i tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini
disusun untuk menyempurnakan pengdturan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang | Pengelolaan K angan Daerah, berdasarkan
identifikasi masalah dalam Pengelolaan |[Keuangan Daerah yang terjadi
dalam pelaksanaannya [selama ini. Penye{'hpurnaan pengaturan tersebut
juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan
Daerah yang baik, yaitu transparansi, aku ftabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Pemerintah
ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, dan |pertanggungjawaban keuangan
Daerah, dengan penjelasan sebagai berikui:

—

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggalén dalam Pemerintahan Daerah
menggunakan pendekatan Kinerja. Pe leekatan ini lebih menggeser
penekanan penganggaran dan v 1!g berfokus kepada pos
belanja/pengeluaran paga Kinerja terukury dan aktivitas dan Program kerja.
Terdapatnya tolak ukur datam pendeljétan ini akan mempermudah
Pemerintah Daerah dalam melakukath’ pengukuran Kinerja dalam
pencapaian tujuan dapn Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dan
pendekatan ini adalah proses untuk| mengklarifikasikan anggaran
i
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berdasarkan Kegiatan d

yang telah terkelompokk
berkepentingan untuk m
dahulu membuat indikat

Peraturan Pemeri

an juga berdas
dalam Kegia
lakukan pengu
r yang relevan.

tah ini menentu

‘kan unit organisasi. Anggaran

akan memudahkan pihak yang

ran Kinerja dengan cara terlebih

ém proses penyusunan APBD,

dimulai dan pembuatan KUA dan PPAS, kt:e-llinudian dilanjutkan pembuatan

RKA SKPD oleh masing-

asing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan

dasar untuk membuat rancangan Perda }:entang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD. Rangcangan Perda dan rancangan

Perkada yang telah disus,

DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kegsepakatan bersama. Rancangan

Perda dan rancangan
gubernur sebagai walkil

Perkada tersebl.{
Pemerintah Pusa

untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evalu

Perda dan rancangan
mendukung, dijadikan
rancangan Perda menja
menjadi Perkada tentang

Indikator Kinerja d
namun dalam proses p
Pemerintahan Daerah 1
dibandingkan Keluaran
Sebagaimana telah dije

Kegiatan.
Hal ini terjadi akil
dan Hasil (outcome) dala
itu, Peraturan Pemerinf
dokumen penganggaran,
penganggaran yang
penganggaran berbasis
perencanaan dan pengar]

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaa;
banyak Peraturan pe
mengalami perubahan,
rangka melakukan penyg

Proses pelaksanaal
memperhitungkan Kiner
harus sejalan dengan

)

N anggaran merup;
rundang-undanga

esuaian dengan pe
n dan penatausah
ja yang sudah dit
indikator Kinerjal|yang sudah disepakati dalam

Perkada sudah

di Perda tentang

lalam APBD suda

penjabaran APBD

kemudian diajukan kepada
untuk kota/kota atau Menteri
181 yang menyatakan rancangan
esuai dengan dokumen yang

dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan

APBD dan rancangan Perkada

dimasukan dalam format RKA,

mbahasan angg:

ran yang terjadi selama ini di

xbih fokus pada
(output} dan Ha

ou

pat kurangnya infg
m dokumen pengg
fah ini menyempti
yvaitu adanya unsy.
diharapkan  mai
Kinerja serta myg
ggaran yang selam

maka Peraturan

d

|

umlah uang yang dikeluarkan
e) yang akan dicapal.

sill (outcom
askan di atas bahwa penganggaran pendekatan
Kinerja lebih fokus pada Keluaran (ouiy

rout) dan Hasil (outcome) dan
rmasi tentang Keluaran (output)
nggaran yang ada. Oleh karena
irnakan pengaturan mengenai
ir Kinerja dalam setiap dokumen
npu meningkatkan kualitas
>wujudkan sinkronisasi antara
a ini masih belum tercapai.

ajkan proses yang terikat dengan

yang juga sudah banyak
Pemerintah ini disusun dalam

'}:embangan yang terjadi.

dokumen APBD. Dengs
sejalan sebagaimana I

pelaksanaan dan penatausahaan bisa dim

Peraturan Pemerintah ini juga me
an kewenanga;]

SKPD, sehingga pelimp

atau Unit SKPD yang merupakan wujud

pelaksanaan anggaran
penyederhanaan proses

estinya dan ju

1an dalam praktiknya juga harus

tapkan dalam APBD. Proses ini

in demikian, anggaran yang direncanakan bisa

llah  kesalahan dalam proses

nimalisir.

(l
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>1KD.
|
!
|

pertegas fungsi verifikasi dalam

|penerbitan SPM kepada SKPD

llari pelimpahan tanggung jawab
belanja dapat se:-L.uai dengan tujuan awal yaitu
pembayaran di SKI



Peraturan Pemerir
bendahara sebagai pems
banyak beralih kepad
Pemisahan tugas antaj
menyimpan uang, dan
fokus Peraturan Pemerin
terjadinya kecurangan
meningkatkan kontrol in;

Proses pelaksana:
koordinasi antar berbaj
berbasis akrual. Doku
mengalir sehingga bisa
akrual ini merupakan

b
dukungan dan kerja sjma dan berbagai

diperlukan untuk men|
akrual.

c¢. Pertanggungjawaban H

Pertanggungjawab
laporan keuangan. Lap
penguatan transparaj
pertanggungjawaban Ke
keuangan yang harus dit
realisasi anggaran, lapor
lebih, laporan perubahs;
laporan keuangan.

Penambahan jum,
Pemerintah Daerah m
berbasis akrual. Pember
tantangan tersendiri bg
banyak hal yang dipersiz
sumber daya manusia.

Selain berbentuk 1}
Daerah juga berupa |
masyarakat bisa melih:
Selain itu, laporan ini j
proses perencanaan
Pemerintah Daerah. Mels
yang harus diperbaiki
perencanaan di tahun be

Selanjutnya, berd
penyusunan, pelaksanas
pertanggungjawaban Kae
Pemerintah 1ini, Pemeri
sistem Pengelolaan Keu:
kebutuhan setempat den
yang lebih tinggi serta

dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan

efisien, dan transparan.

pai pihak dalam
1en pelaksanaan |4

nuat oleh Pemerin
an operasional, laj

itah ini juga men
oang kas dan jug
2 Pejabat Peng
a pihak yang 4
pihak yang mela}
tah ini. Pemisahas
selama Pengelol]
ternal Pemerin |

i
&

mendukung pen
sis yang baru uni

ciptakan kesuks&la

(euangan Daerah

a1 Keuangan Dag
pran keuangan tg
nsi dan aky]
hangan Daerah, sln

ekuitas, lapor3

ah laporan keu:

e

mbalikan tugas dan wewenang
bayar yang sebagian fungsinya
lola Teknis Kegiatan (PPTK).

1
lakukan otorisasi, pihak yang
cukan pencatatan juga menjadi
1: ini dilakukan untuk mencegah

‘T:lan Keuangan Daerah serta

Daerah.

an dan penatausa]fhaan ini harus meningkatkan
penyusunan laporan keuangan
ian penatausahaan juga harus
catatan berbasis akrual. Basis

}1k Pemerintah Daerah sehingga
pihak di Pemerintahan Daerah

| ' '
san  penerapan basis akuntasi

|
1
|
|

irah diwujudkan dalam bentuk
rsebut merupakan wujud dari
tabilitas. Terkait dengan

ctidaknya ada 7 (tujuh) laporan

ih Daerah yaitu, neraca, laporan
soran perubahan saldo anggaran
n arus kas, dan catatan atas

gan yang harus dibuat oleh

lakuan akuntans;j
lgi setiap Pemerilr
pkan oleh Pemeri

aporan keuangan
laporan realisasi
at sejauh mana ]
1ga sebagai alat U
hingga pertangg

»

erupakan dampa:k

dan penggunaan akuntansi
berbasis akrual ini merupakan
itah Daerah karena akan ada
itah Daerah salah satunya yaitu

pertanggungjawaban Keuangan
Kinerja. Melalui laporan ini,
Kinerja Pemerintah Daerahnya.
Intuk menjaga sinkronisasi dan
ngjawaban yang dilakukan

lui laporan ini Pen
untuk kepenting

nerintah Daerah bisa melihat hal

rikutnya.

asarkan prinsip,

fan  proses penganggaran dan

asas, dan landasan umum

-

a1, penatausahaa
uangan Daerah
ntah Daerah dit

gan tetap menaat:
meninjau sistem
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, pelaporan, pengawasan dan
vang diatur dalam Peraturan
érapkan mampu menciptakan

gan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan

Peraturan perundang-undangan
Iersebut secara terus menerus
Keuangan Daerah yang efektif,

|




II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan

tepat waktu dan tepat guna yang didukung)
dapat dipertanggungjawabkan.

“tertib” adalah Keluangan Daerah dikelola secara
dengan bukti administrasi yang
i

Il pencapaian keluaran yang

enggunaan masukan terendah

Yang dimaksud dengan| “efisien” adal
maksimum dengan masukan tertentu ataul
untuk mencapai keluaran tertentu.

:
P

1}1 perolehan masukan dengan
harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan |“ekonomis” adal
kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat

[

Yang dimaksud dengan “gfektif” adalah pe
sasaran yang telah ditetapkan yaitu denga
dengan hasil.

ncapaian hasil program dengan
.cara membandingkan keluaran

ah prinsip keterbukaan yang
ahui dan mendapatkan akses

1

}.

‘transparan” ada
t untuk menge

Yang dimaksud dengan
memungkinkan masyaraksg

.

informasi seluas-luasnya ter

Yang dimaksud dengan “‘tr

seseorang atau satuan kerja
pengendalian sumber dayd

1tang Keuangan D

L

o

ertanggungjawab
untuk mempertar

jerah.

| adalah perwujudan kewajiban

1ggungjawabkan pengelolaan dan
| dan pelaksanaarn

kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

|
Yang dimaksud dengan| “keadilan” adalah keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaapnya. |

Yang dimaksud dengan “ke indakan atau suatu sikap yang

dilakukan dengan wajar dar

patutan” adalah
1 proporsional.

1

alfrakat” adalah Keuangan Daerah
syarakat.

Yang dimaksud dengan “manfaat untuk masy:
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan m

Yang dimaksud dengan “tadt pada ketentuan:
adalah pengelolaan keuangan daerah ha
peraturan perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan”
| .

rus sesuai dengan ketentuan
|

|
|

Ayat (2)
Cukup Jelas
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Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 4 :
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koo:
Sekretaris Daerah membantu
mengkoordinasikan penyelen

Huruf b : Cukup jelas

Huruf ¢ : Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6}

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1): cukup jelas

Ayat (2):
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf ¢ : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas

rdinator” adalah

Kepala Daerah
boaraan Urusan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

tf::rkait dengan peran dan fungsi
dalam menyusun kebijakan dan
Pemerintahan Daerah termasuk

Kewenangan pemungutan pajak daerah dap'it dipisahkan dari kewenangan
SKPKD sesuai dengan ketentuian peraturan pen*ndang-undangan.

Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h ; Cukup Jelas
Huruf i : Cukup Jelas
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Huruf j : Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1): cukup jelas
Ayat (2): cukup jelas
Ayat (3):
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf ¢ : Cukup Jelas
Huruf d: Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas
Hurufi : Cukup Jelas

Yang dimaksud dengamn “melaksanakan

]femberian Pinjaman Daerah atas

nama Pemerintah Daerah® adalah hanya terkiayit eksekusi Pemberian Pinjaman
Daerah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah.

Huruf j : Cukup Jelas
Huruf k : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1):

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf ¢ : Cukup Jelas
Huruf d: Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas
Hurufi : Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan “ m
tanggungjawab SKPD yang d
dari pelaksanaan DPA SKPD.
Hurufj : Cukup Jelas

Huruf k : Cukup Jelas
Hurufl: Cukup Jelas

Huruf m: Cukup Jelas
Huruf n : Cukup Jelas

Ayat (2): cukup jelas

Pasal 11

lengelola Utang d
ipimpinnya” adal

.

|

|
‘fm Piutang Daerah yang menjadi
h sebagai akibat yang ditimbulkan
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Ayat (1):

Yang dimaksud dengan
daerah.
Ayat (2}):
Ayat (3):
Ayat (4):
Ayat (5):
Pasal 12
Ayat (1):

Yang dimaksud deng?

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD
an atasan langsun

menetapkan PPTK melalui usul
Ayat (2):

Yang dimaksud dengan |
oleh PA/KPA dalam rangka
pengeluaran atas beban anggd
yang dipimpinnya, yaitu :
mengendalikan pelaksanaan ke
melaporkan perkembangan pel:

menyiapkan dokumen dalan
pengeluaran pelaksanaan kegia

11

“Unit SKPD” ter

‘membantu tugas
melaksanakan findakan yang mengakibatkan

ran belanja yang jmelaksanakan anggaran SKPD

giatan;

“PA/KPA da

Jmsuk unit pelaksana tekhnis

|
|
1am melaksanakan kegiatan

pejabat yang bersangkutan.

1ksanaan kegiatar

74

selaku PPTK” adalah PA/KPA
4
|

adalah tugas yang ditentukan

e

1 rangka pelaksanaan anggaran dan beban
|
tan; dan :

melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangah yang mengatur p

Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
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engadaan barang/jasa.




Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24 :
Ayat (1): cukup jelas
Ayat (2): cukup jelas
Ayat (3):

Yang dimaksud dengan ¢
dasar untuk melaksanakan per

Yang dimaksud dengan “fungs
pedoman bagi manajemen dalaj

Yang dimaksud dengan “fungs
pedoman untuk menilai apak;
sesuai dengan ketentuan yang

Yang dimaksud dengan “fu
diarahkan untuk menciptakai
pemborosan sumber daya
perekonomian.

Yang dimaksud dengan “fung

Yang dimaksud dengan “fungsi
alat untuk memelihara daj
perekonomian daerah.

Ayat (4} : Cukup jelas
Pasal 25:

Ayat (1):
Ayat (2):
Ayat (3):
Ayat (4):
Ayat (5):
Ayat (6):
Ayat (7):
Yang dimaksud dengan “diang
daerah yang dianggarkan tidak
dalam rangka menghasilkan A
bagian Pemerintah Pusat/Daers

Pasal 26
Cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

Pasal 27: cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1): cukup jelas

1dapatan dan bela

51 perencanaan’ ag
m merencanakan

51 pengawasan” ad

1si distribusi” ada
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuts

fungsi otorisasi”
¥

ngsi alokasi” ad

serta menin

-
h

éla.lah anggaran daerah menjadi
1ja pada tahun berkenan.

lalah anggaran daerah menjadi

egiatan pada tahun berkenan.

lalah anggaran daerah menjadi
nh kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah
telah ditetapkan.

eldah anggaran daerah harus
1 lapangan kezja:/imegurangi pengangguran dan
gkaﬂ!gan efisiensi dan efektivitas

lah kebijakn anggaran daerah
ih.

stabilisasi” angg

Tan pemerintah daerah menjadi

1 mengupayaka

garkan secara br
boleh dikurangi
endapatan terseb
h lain dalam rang]

1|

g1

keseimbangan fundamental

1to” adalah jumlah pendapatan

dengan belanja yang digunakan

it dan/atau dikurangi dengan
<a bagi hasil.




Yang dimaksud dengan “gkuitas” adalah sglisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek.

Ayat (2): cukup jelas
Ayat (3): cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas |
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan 'bl?ngunan” adalah pajak yang
dikenakan atas bumi dan/atpu bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan di kawasan yarfg digunakan untuk kegiatan usaha, antara lain

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ses L'1a1 dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

Huruf ¢ : Cukup Jelas |
Ayat (3) : Cukup jelas ‘
Pasal 34 I
Cukup jelas i
Pasal 35 |
Cukup jelas :
Pasal 36
Cukup jelas |
Pasal 37 |
Huruf a |
Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, bar:ang, dan/atau jasa, termasuk
tenaga ahli dan pelatihan yangitidak perlu dibaydar kembali.

Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas.
Pasal 38 |

Hibah termasuk sumbangan |DAD pihak ketigell/ sejenis yang tidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan||tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangdn kewajiban ker a!da penerima maupun pemberi
serta tidak menyebabkan ekonpmi biaya tinggi.
Pasal 39 |
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Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42 :

Yang dimaksud dengan "alok;
perundang-undangan antara
pendidikan, anggaran kesehata

Pasal 43 :
Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan "stanc
barang dan jasa yang ditetapks
regional.

Ayat (4) :

Standar harga satuan pada
tingkat kemahalan yang berlak
Ayat(5) : Cukup jelas
Ayat(6) : Cukup jelas
Ayat(7) : Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas
Hurufb :

Yang dimaksud dengan "belanj
belanja modal peralatan dan
belanja modal jalan, irigasi dan
Huruf ¢ : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

asi belanja” sesu
lain besaran

<

lar harga satuan
dengan mempe

masing-masing

s modal® antara I
mesin, belanja
jaringan, dan ase

B3

n, dan insfrastruk

1 di suatu Daerah.

1

I

i
1y

ai dengan ketentuan peraturan
alokasi

belanja untuk fungsi

ur.

|rf:’:giona_l" adalah harga satuan
-timbangkan tingkat kemahalan

Z;iaerah dapat memperhatikan
i
|
|
|

i!n berupa belanja modal tanah,
nodal gedung dan bangunan,
tetap lainnya.




Ayat (4} : Cukup jelas
Ayat(d) : Cukup jelas.

Pasal 48 : |

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “belanja pegawai” ::a.ntara lain berupa gaji dan
tunjangan,tambahan penghasilan Pegawai AS‘Nl, belanja penerimaan lainnya
pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif
pemungutan pajak daerah dan|retribusi daerah, |

Huruf b
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

|
|
|
!
|
|
!
Hurufe l
|
|
Ayat (2) !
Cukup jelas |
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pegawai ASN” adalah |profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kegpja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 50

Ayat (1)

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan
Ayat (2)
Tambahn penghasilan berdasas
yvang dibebani pekerjaan unty
beban kerja normal.

“kan beban kerja
|k menyelesaikan

G

arkan tempat bert
. tugasnya berad
pencil.

Tambahan penghasilan berdas
ASN yang dalam melaksanaks
kesulitan tinggi dan Daerah terj

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerj
yang dalam melaksanakn tugasnya berada pada
resiko tinggi.

A

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkal
Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas me

e

o

embahasan KUA.

J

liberikan kepada Pengawal ASN

tugas yang dinilai melampaui
|

L:1gas diberikan kepada Pegawai
la di Daerah memiliki tingkat
I

‘diberikan kepada Pegawai ASN
lingkungan kerja yang memiliki

g]ln profesi diberikan kepada

langka.

Tambahan penghasilan berdagsarkan prestasi k¢
ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbarn

niliki keterampilan khusus dan

:rja diberikan kepada Pegawai
atau inovasi.

by

ban objektif lainnya diberikan

kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkai

undangan.

1

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

oleh Peraturan perundang-

Yang dimaksud dengan “belanja barang dan jasa” antara lain berupa belanja

barang pakai habis, bahan/material, jasa kan
kendaraan bermotor, cetak/pe
sarana mobilitas, sewa alat
makanan dan minuman, pakai
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
pemulangan pegawai, pemelihanaan, jasa konsult

|

| . .
lor, jasa asuransi, perawatan

nggandaan, sewal rumah/gedung/parker, sewa
erat,sewa perleng
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian

kapan dan peralatan kantor,

[?eljalanan dinas pindah tugas,
si, jasa ketersediaan pelayanan

(availability payment), lain-lain pengadaan barang
jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak
yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
85

/jasa, belanja barang dan/atau
%etiga,belanja pemberian uang




Yang dimaksud dengan “baran
masyarakat/pihak ketiga” adal
Sasaran prioritas Daerah yang

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “ belan
pinjaman dan belanja bunga ut

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pemberian hibah didasarkan
Kepala Daerah.

Ayat (2)
Pemberian hibah juga berupa p
vang mendapatkan kursi di D}

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “belanj

belanja modal peralatan dan m

modal jlan, irigasi dan jaringan,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

g/jasa yang akan
lah barang/jasa )
lercantum dalam

ja bunga” antara

diserahkan atau dijual kepada
ang terkait dengan pencapaian
JMD.

ain berupa belanja bunga utang

ang obligasi.

atas usulan tert

’RD provinsi dan

a modal” antara I
esin,belanja mod
asset tetap lainn;

86

emberian bantuan
DPRD kota/kota sesuai dengan

|
1lis yang disampaikan kepada

1

|

Ekeuangan kepada partai politik

|

!

i berupa belanja modal tanah,
| gedung dan bangunan,belanja
a.




Pasal 58

Ayat (1}

Yang dimaksud dengan “tu
memberikan manfaat bagi peml|

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Keperluan mendesak sesuai

Daerah sebagaimana dimaksu
tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

juan tertentu la

beri dan/atau penif

3

iengan karakteri
1 dalam Undang-

87

innya” adalah dalam rangka

rima bantuan keuangan.
|

file masing-masing Pemerintah
Undang Nomor 17 Tahun 2003




Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65 |
Ayat (1) i
Cukup jelas. i
|
Ayat (2) |

Yang dimaksud dengan [bukti penerirnaan:f’ seperto dokumen lelang, akta
jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainn_,rail.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69 |
Cukup jelas. {

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan”surplys APBD” adalah |gelisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan”deficitl APBD” adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas. . ,
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 75
Huruf a
Yang dimaksud dengan

tempo” adalah pembayaran pokok utang yang

dalam pengeluaran Pembiayaat

Huruf
b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pedoman penyusunan APBD an
Kebijakan penyusunan APBD
Teknik penyusunan APBD; dan
Hal khusus lainnya.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

“pembayaran ciq

sesuai dengan p

tara lain memuat

89

rilan pokok Utang yang jatuh

lv)lelum cukup tersedia anggaran

Tjanjian.




Hurufc
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas

Huruf f

Strategi pencapaian memuat la

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81

Kepala daerah meny
berdasarkan RKA SKPD yang

KUA, dan rancangan PPAS yan

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Hurufa
Kegiatan Tahun Jamak pada P

Huruf b

Yang dimaksud dengar
menurut sifatnya harus teta
“antara lain penanaman
laut/udara,makanan dan oba
dan pengadaan jasa pelayanan

Ayat (3}
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

ngkah konkret dal

ampaikan Ranc

m mencapai target.

Perda tentang APBD

disusun dengan
2 disusun oleh Ke

rogram yang terca

1
p berlangsung p
benih /bibit,

t di rumah sakit,
kebersihan (clean

90

e

1]

m*engacu pada RKPD, rancangan

Jbla Daerah.

|
|
1:tum dalam RPJMD.

!

pekerjaan aii:za.;s pelaksanaan Kegiatan yang

da pergantian tahun anggaran
enghijauan,pelayanan  perintis
elayanan pembuangan sampabh,
E;ng service).

|




Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA

pelaksanaan program dan ke
dengan semester pertama tahun anggaran berjal

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3}
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekata
Menengah dilakukan secara bertahap disesuaika

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

S
atan 2 (dua) tahL[U

KPD, kepala mengevaluasi hasil
N anggaran sebelumnya sampai
1

91

Kerangka Pengeluaran Jangka
dengan kebutuhan.




Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Rancangan Perda tentaj

Sasaran capaian Kinerja darn

Kegiatan.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94

Yang dimaksud dengan
nota keuangan, RKPD.KUA dar

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 9

pagu jumlah pengeluaran APB
sebelumnya.

Yang dimaksud dengan]
yvang dibutuhkan secara terus
Daerah dengan jumlah yang ¢
anggaran berkenan, seperti bel:

Yang dimaksud dengan®belanja yang bers

terjaminnya kelangsungan oemn
antara lain pendidikan kese

1g APBD memuat

indicator Kiner]

‘penjelasan dan d
| PPAS.

¢

angka APBD tahuj
D yang ditetapk i

d

|
!
|

'informasi Kinerja berdasarkan
\

masing-masing Program dan

Ji{umen pendukung” antara lain

n anggaran sebelumnya” adalah
dalm perubahan APBD tahun

3

'belanja. yang ber
menerus dan hary
nkup untuk kepern
anja pegawai, dan

sifat mengikat” adalah belanja
ll‘S dialokasikan oleh Pemerintah
luan setiap bulan dalam tahun
t?elanja barang dan jasa.

'laf wajib” adalah belanja untuk

jenuhan pendana

hatan,melaksanak

1|r1 Pelayanan Dasar masyarakat
An kewajiban kepada pihak

92




ketiga,kewajiban pembayaran
tempo,dan kewajiban lainnya
undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud denga
kesusaian Program dalam rang
RPJMD dan menilai pertimbar
vang ada dalam RKPD,KUA
rancangan Perda tentang APBL

Ayat (4}
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.

pokok pinjaman,blinga pinjaman yang telah jatuh
sesuai dengan [ketentuan peraturanperundang-

f
|
\

»

n” menguji kesegsuaian” adalh untuk menilai
cangan Perda teni%a:ng APBD dengan Perda tentang
gan yang digunakan dalam menentukan Kegiatan
A,dan PPAS, serta menilai konsistensi antara
) dengan KUA dan [PPAS.
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Ayat (2)
Contoh Penerimaan dan
Rekening Kas Umum Daerah,

Pembiyaan pinjaman dan/atax

Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan
antara lain keputusan tentang

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan

Indonesia yang aman/sehat
undangan yang mengatur men

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

antara lain sum

"dokumen lain y
pengangkatan pe

“bank umum ya

genai perbankan.

94

sesuai dengan Kk

Pengeluaran Daergh yang tidak dilakukan melalui

Her pernerimaan yang bersal dan

) hibah luar negeti tidak harus dibukukan dalam

|
'
|
|
|

ng dipersamakan dengan SPD”
awai.

| #[%)

!
mg sehat”adalah bank umum di
ta:tentuan peraturan perundang-




Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

dilakukan pada bank umum
ketentuan peraturan perundas
dan tidak melampaui tahun an

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

"mendepositokan” adalah penempatan deposito
di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan
1g-undangan yanz

ggaran berkenan.||

-mengatur mengenai perbankan

rencana penerimaan daha hanya diberlaijukan bagi SKPD yang memiliki

tugas dan fungsi pendapatan.

Ayat (3}
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.
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Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

“Penerima Daerah|

yang sifatnya berulang” adalah

penerimaan yang setiap tahun rutin dianggarkan, seperti pendapatan pajak,

pendapat retribusi, dan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan
adalah penerima yang tidak
tuntutan ganti rugi, pendapai

dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

setiap tahun di

'Penerimaan Daersh yang sifatnya tidak berulang”

inggarkan, seperti pendapatan

96

an penjualan kekiayaan daerah yang dipisahkan,




Pasal 132
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang

Hurufc

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

dimaksud

den
membayarkan dari PA/KPA

gan

“perintah

97

i pembayaran”adalah  perintah



Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan
yang akan direalisir dalam 6(e1

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150
Ayat (1)

Cukup jelas.

“prognosis”’adalz
ram) bulan beriku

98

ih prakiraan dan penjelasannya
tIflya berdasarkan realisasi.

1




Ayat (2)
Yang dimaksud dengan

batas persentase minimal selis

dalam APBD
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Yang dimaksud dengan

nota keuangan, perubahan RK

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

93

'lebih besar dari
ih (gap) kenaikan

i

"penjelasan dan d
PD, dan perubahaju

% (lima puluh persen}” adalah

antara pendapatan dan belanja

D!kumen pendukung” antara lain
n KUA dan PPAS.



Pasal 163 |
Cukup jelas. |

Pasal 164
Cukup jelas. .

Pasal 165 ;
Cukup jelas.

Pasal 166 !
Cukup jelas.

Pasal 167
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a |

Yang dimaksud dengan| "laporan realisasi/'anggaran” adalah laporan yang
menggambarkan perbandingain antara anggaram dengan realisasinya dalam 1
(satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD||yang diklasifikasikan ke dalam
kelompok, jenis, objek dan ringian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

100 : |




Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180

Investasi dilakukan s
Pendapatan Daerah, pening
pelayanan masyarakat, dan/a

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

|
epanjang memberi manfaat bagi peningkatan

skatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan
tau tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
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Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Huruf a

Yang dimaksud dengan LI_E

antara lain rumah sakit daerz:

dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiam{n

penelitian dan pengujian.

Huruf b
Yang dimaksud dengan

dan/atau layanan kepada mdsyarakat” antara
kecil, menengah, dan tabungan perumahan.

Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

enyediaan barar
, penyelenggar

0y

g dan/atau jasa layanan umum”
n pendidikan, pelayanan lisensi

"dana khusus

publik, dan pelayanan jasa

untuk meningkatkan ekonomi

ain dana bergulir, usaha mikro,
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Pasal 194 |
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 2
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Menimbang :

Mengingat

. bahwa dal:

. bahwa unt

WALIKOTA mmu

PROVINSI SULRWESI TE]N@GAR&

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

PENGE]
DENGAN R

Pemerintah
untuk men
daerah me;,

peningkata
demokrasi,
Kesatuan |
Keuangan

. bahwa ber

Menteri Da
Teknis Pe
tentang
ditetapkan,

pengelolaan keuangan daerah

NOMOR: 3 TAHUN 2023

TENTANG
LOLAAN KEUANGAN DAERAH
AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUI.B

am rangka penyel J‘nggaraan pemerintahan daerah,

gatur dan mengu us sendiri urusan pemerintahan
1murut otonomi daIil tugas pembantuan;

k mewujudkan | esejahteraan masyarakat melalui
n daya saing daer \h denganmemperhatikan prinsip
pemerataan, eadllan dalam sistem Negara
Republik Indonesia, diperlukan sistem Pengelolaan
Daerah; 9
dasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan
am Negeri Nomo' 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
gelolaan Keuanﬁ;,:an Daerah, peraturan daerah

paling lambat

tahun 2022;

. bahwa bep

dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, rrﬁaka perlu menetapkan Peraturan

Daerah tenitang Pengelolaan

Indonesia

. Undang-U

Kota Bau
2001 No
Indonesia

. Undang-U

Daerah (

‘euangan Daerah,

. Pasal 18 jayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

ahun 1945;
dang Nomor 13 'II‘ahun 2001 tentang Pembentukan
au (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
or 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
omor 4120); '

dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
mbaran Negara |Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Leril aran Negara Republik Indonesia

Nomor SSEL'?) sebagaimana I
dengan Undang-Undang Nomor

Hubungan

> lah diubah beberapa kali terakhir
1 Tahun 2022 tentang
Pemerintah Pusat dan

Keuangan itara

Pemerintahan Daerah (Lemfaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tam
Indonesia Nomor 6757);

ahan Lembaran Negara Republik




e. pelaksanaan dan penatgusahaan Keuangs
f. akuntansi dan pelaporan; dan

g. pengadaan barang dan j

Pada saat Peraturan Daerah ipi mulai berlaku,
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

FSa

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 199

1 Daerah;.

Peraturan Daerah Kota Baubau
Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Ngmor 3), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Daerah

yang berkaitan dengan pengglolaan keuangan|d
itangan atau beluljn

berlaku sepanjang tidak berter
dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai be
Agar setiap orang mengetah
Daerah ini dengan penempataz

Diundangkan di Kota Baub
pada tanggal, 8 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

S%/I%\IA AR

LEMBARAN DAERMH KOTA B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIUBAU PROVINSI

TENGGARA NOMOR (2/13/20

AUBAU TAHUN 2

Pasal 200
ini mulai berlaku

Pasal 201

rlaku pada tangg

uinya, memerinta)

all

23).

73

semua produk hukum daerah

laerah dinyatakan masih tetap

diganti berdasarkan ketentuan

I diundangkan.

, hkan pengundangan Peraturan
anya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 8 Juni 2023

WALI KOTA BAUBAU,

A ODE AHMAD MONIANSE

ci23 NOMOR . &

SULAWESI



\"1_’}

e. pelaksanaan dan penats
f. akuntansi dan pelaporah; dan
g. pengadaan barang dan jasa

KETENTUAN PENU/]

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok I
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Ng

tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Daerah

vang berkaitan dengan pengdlolaan keuangan J
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belu

dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai be
Agar setiap orang mengetah

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembeii

Diundangkan di Kota Baub.
pada tanggal, & Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

LEMBARAN DAERAH KOTA B/

NOREG PERATURAN DAE]
TENGGARA NOMOR (2/13/20

BAB XV

Pasal 199

Pasal 200
ini mulai berlaku

Pasal 201

rlaku pada tanggal
uinya, memerinta

lusahaan Keuangain

Daerah;

|

UP

Peraturan Daerah Kota Baubau
Pengelolaan Keuangan Daerah
mor 3), dicabut dan dinyatakan

semua produk hukum daerah
daerah dinyatakan masih tetap

n diganti berdasarkan ketentuan

diundangkan.
| kan pengundangan Peraturan

FLLL

D3).

73

RAH KOTA BAUBAU PRQOVINSI

ran Daerah Kota Baubau

|
Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, &8 Juni 2023

WALI KOTA BAUBAU,

A ODE AHMAD MONIANSE

AUBAU TAHUN 2023 NOMOR . &.

SULAWESI




